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ABSTRAK 

Edlta Elda, Magister llmu Hukum, "Pengaruran Pidana Mali Sebagai Pidana 
Pokok yang Bersifat Khusus dan Altematif Dalam Rancangan Kilab Undang­
Undang Huk:um Pidana'~. 

Indonesia me:rupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapknn 
pidana mali (retentionisl country). berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasa!aban 
dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati 
dalam Rancangan KUHP~ 2) Bagaimana konsekuensi rumusan Wl:SUr-unsur Pasat 
89 Ayat (1) Rancangan KUH,P dan 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan 
adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi 
pldana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun daiam Pasal 89 Ayat (2) dengan 
Pasal 90 Rancangan KUHP. Metode penelitlan yang digunakan adalah yuridis 
nonnatif. dengan menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa: 1) Dalam Pasa\ 66 R:mcangan KUHP, pidana mati 
merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secam 
altematif yang bertujuan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat 
sebagai bentuk perlindungan masyamkat dan individu. 2) Konsekuensi rumusan 
Pasal &9 Ayat (I) Rancangan KUHP diter.apkan secara aJtematif, bukan kumulatif. 
3) Dasar pertimbangan perbedaaan wewenang daJam Pasal (89) Ayat (2) dengan 
Pasal 90 Rancangan KilHP yaitu, Pasal 89 Ayat (2), perubahan pi<lana mati 
disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang betwenang adalah 
Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan tersebut sama dengan remisi. Pasal 
90) perubahan tersebut disebabkan karena pidana mati tidak ditaksanakan selarna 
10 (sepu1uh) tahun setelah grasi ditolak dan pejabat yang berwenang adalah 
PresJden melalui Keputusan Presiden. Saran penutis, l) Hakim harus 
mempertimbangk.an alasan peojatuhan pidana mati didasarkan pada per1indungan 
masyarakat dan perlin<lungan individu tetpidana. Apabila dalam pe~idangan, 
salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka 
sebaiknya janis pidana yang diputus adalab pidana altematif berupa pidana 
seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua pulah) tahun. 2) Rumusan Unsur· 
Uosur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP haros diatur dengan jelas dan juga 
ukurnn dan sisi yang berwenang untuk menilai unsur masing~masing, juga harus 
ada unsur sua.ra masyamkat di dalamnya 3) Harus ada pengaturan lebfu je1as agar 
tidak teljadi tumpang-tindih kewenangan dalam mengubab hukuman mati menjadi 
seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun antara Pasal 89 Ayat (2) <Iangan Pasal 9() 

Rancangan KTJHJ'. Po:1>bahan hukuman <lari seumur hidup menjadi 20 (dua 
puluh) tahun da!am Pasal 89 Ayat (2) seharusnya menjadi kewenangan Presi<len 
dengan Keputusan Presiden. Dalam memutuskan grasi, Presiden seharnsnya juga 
mendengarl<an pertimbangan Menteri Hukum dan HAM sebegai eksekutif yang 
membewahi Lapas. Dalam SPp juga ]lanls ada koordinasi berhubungan dengan 
data administrasi mengenai proses hukum terpiQana. 

K.ata Kunci: Pidana Mati 
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ABSTRACT 

Edita Elda, Magister of Law, "Arrangement Of Death Penalty As Main 
Punishment Which Having The Character of Special and Alternative In Draft of 
Indonesian Criminal Codeu. 

Indonesia represent one of the state in the world that still ~pply the death 
penalty (retentionist country), based on Article 10 ~UHP. Problems in this thesis 
are: 1) How is the concept and purpose of the death penalty in the draft of KUHP; 
2) What consequences formula elements Article 89 Paragraph (1) drnft of KUHP 
and 3) What is the basic consideration of differences in the authorized officials in 
the death penalty for life to be criminal or 20 (tvtenty) years in Article 89 
Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP. Research method used was the 
juridical normative, with the primary and secondary data. Results of research 
show that: 1) In Article 66 droft of KUHP, death penalty represent main 
punishment which having the character of special and is always menaced in the 
alternative that is aimed as a last effort to protectiOn of society as society and 
individuals. 2) The consequence of Article 89 Paragraph (I) dmft ofKUHP apply 
in the alternative, not Clllllulative. 3) Basic considerations difference of authority 
in Article (89} Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP, Article 89 Pruagrapb 
(2), death due to changes in criminal trial because of the authorities and officials is 
the Minister of Law and Human Rights, because the changes is equal to remisi. 
Article 90, the change was due to criminal death is not implemented for 10 (ten)._ . 
years after grasi refused and officials denied that the President is authorized 
through a Presidential Decree, Author suggestions, 1) The judge·must consider the 
reasons of relied on death penalty faUout based on the protection of society and 
individual punished. If in the trial, one of the judges did not agree with death 
penalty fallout, the criminal who should he the type of crime is an alternative 
punishment for a lifetime or 20 (twenty) years. 2) Elements Article 89 Paragraph 
(I) draft of KUHP have to be ammg:ed clearly in article to assess each element, 
also there must be voice society in it 3) Arrangement there must be clearer in 
order not to happened overlap authority in changing death penalty decision 
become for a lifetime or 20 (twenty) years among Article 89 Pamgraph (2) with 
Article 90. Change of punishment from a lifetime become 20 ( twenty) years in 
Article 89 Paragraph (2) having to with Decision of President. ln deciding grasi, 
president should be listen consideration of Minister Punish an<! Human Rights. ln 
criminal justice system there must be coordination related to administ:ration data 
order concerning process punish to be punlshed. 

Keyword : death penalty 
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1. I Latar Belakang 

BABl 
PENDAHULUAN 

1 

Pidana mati merupakan jenis sanksi pidana terbemt yang hedaku 

dal•m hokum pidana di dunia. Dilibat dari sejamhnya, jenis pidana ini telah 

dikenal dalam hukum bangsa-bangsa di dunia sejak dahuluuya. Pidana mati 

dijatu.bkan dengan eara menghilangkan nyawa seseorang yang terbukti secarn 

sah dan meyakinkan menurut hukum Ielah melakukan suatu tindak pidana 

yang tendapat ~UWaman hukuman mati di dalamnya. Apabila pidana mati Ielah 

dilaksanakan, maka berakhirlah riwayat si terbukum.1 Bedaku ateu tidakuya 

pidana mati dalam hukum positif di suatu negara, tetgantung dengllll kondisi 

sosiologis dan sejarah suatu ba.ngsa? 

Di dunia intemasional, ada sekitar 71 (tujuh puluh satu) negara 

yang termasuk dalam kelompo~ retentionist country, yoitu secara de jure dan 

de facto memperta.hankan pidana mati untuk berbagai jenis kejahatan 

tennasuk ordinary crime, 3 Kelompok tersebut di antarnnya, Indonesia~ 

Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Afrika. Sementara itu, ada sekitar 

129 (semtus dua puluh sembilan) nega-ra yang merupakan kelompok negara 

abolisionis, yaitu negara yang telah menghapuskan pidana mati~ termasuk 

diantaranya Belanda (sebagai pewaris KUHP Indonesia).4 

Seirlng dengan perkembangan. banyak dari negara~negara d1 dunia 

sudah mulai meninggalkan pidana mati secara petlahan-Jahan. Di negara~ 

negara Eropa pada umumnya, mereka telah mengganti pldana mati dengan 

pidana 1ainnya yang berlaku di negam tersebut Seperti contoh Belanda, yang 

mengganti pidana mati menjadi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu 

1 Noorwabidah (1994), Pidrma Mali dalam Hukum Pidana !slam, Surabaya: A1 
lkhlas, hat16. 

1httn:fl~hablblecenter.Qr.idlindex.cfm7fuseactjon~keglatan.detall~~ 
~b!:!Elnft, Pelaksanaan Hukuman Mali di Indonesia : Rclcvansi dan Sig~liflkansinya. 
Diakses pada Tanggal2<i Mel 2008. 

'btip,;llwww.hablbiecenler.Qr.idlinclex.cfm?fuss;acljon-ke&iatan,dela!l~ 
6&bbr:jna, Op., Cit. 

4http:f/www.hukumonlitte.com/detal!.am?id=17888&.ci=Berj_t£!. Ten'kat 
Konvensi Internasional, flukuman Mali Mesti Jalan Terus Putusan MK, Diakses pada 
Tangga\5 Agustus 200S. 
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2 

atau pidana penjara seumur hidup betdasarkan undang-undatlg tanggal 17 

September tahun 1870 Slh.l62, Aknn telapi, untuk huknm pidana mlliter, 

jenis pidana mati masih telap dipertahankan1 khususnya untuk kejahatan~ 

~ahatan berat yang dilakukan pada masa perang. Hal ini dikaitkan pada 

kepentingan keamanan negara.5 

Meskipun bebernpa negara Ielah mengbapuskan pmktik pidana 

mati, Indonesia masih tetap mempertahankannya. Hal ini disebabkan karena 

secara nonnatif, Wldang-undang masih mengatur tentang pidana mati. Secara 

yuridis1 keberadaan pida.na mati di Indonesia telah memperoleh landasan 

dasar hukum yang kuat. Ketentuan mengenal pidana mati diatu.r dalam Pasal 

10 (a) (!e) KUHP Jo. UU No.2 PNPS 1964 tentang pelaksanaan pidana mati 

dari gantung menjadi tembak. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana 

mali !ermasuk salah sam jenis pidana pokok yang berlaku di Indoru>sia.6 

Pidana mati mernpakan pidana pokok tetberat dalam stelse/ pidana di 

Indonesia? 

- Pi dana mati- telah. dikenal di Indonesia jauh sebelum penjaja.h 

datang ke Indonesia.8 Pada awalnya, ketentuan tentang pidana mati terdapat 

di dalam buknm adat, bahkan pada zaman Majapahit (abed 13-16) sndlab 

dikenal adanya pidana mati dalam undang~undang dan dikategorikan juga 

sebagai pidana pokok di samping pidaua potong anggota badan, denda dan 

penggantian kerugian? Tata cam pelaksanaan pidana mati berbeda~beda 

5 W\VW.slett!bpe:MllyiofD.org. Dlljiar Negaru dan Hukuman Mati, Diakses pada 
Tanggal5 Agustus 200ft 

6 PasallO KUHP: Hukuman-hukuman ialah: 
Hukuman~hukuman pokok; 
a. Hukurnan mati; 
b. Hukuman pcnjara:; 
c. Hukuman kurungan; 
d. Hukuman denda. 
Hukumnn~hukuman lambahan: 
a. Penoabufan heherapa hak yang terlentu; 
h. Pentmpasan barang yang tertentu; 
c. Pengumuman keputusan bakim. 
1 Akhiar Salmi (1985), Eksistelui Pidana Mati, Jakarta: AksaraPetsada. haL 29. 
8 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu (1983}, Pitlana Mari di JndcneJia di Masa 

L4ltr, Kini don di Mc:sc Depa11, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 59. 
P Budiarlo {2001), Pidana Mati Do!am PerspektifPm:benmkcm Hukum Pidana 

Nasional (Makalah Pada Continuing Legal Education~BPHN), lakarh1.: IJet:mrtcmen 
Kehakiman dan HAM, haL 6. 
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antata setiap daerah. Dalam hukum adat, menurut plakat tertanggal 22 April 

1808, pengadilan diperkenankan untnk menjalubkan pidana:" 

I. Dibnkar hidup pnda saru tiang; 
2. Dimatikan dengan menggunakan kerls; 
3. Dieap bakar; 
4. Dipukul; 
5. Ketja paksa pada pekerjaan umum. 

Sistem pamidanaan dolam plnkat tersebut masih borlangsung 

hingga Tahun 1848. Pada Tahun 1848, lahir peraturan hukum pidana dengan 

nama Intennaire StrajbepalirJgen LNHB 1848 Nr.6. 11 Ketcntuan dalam Pasai 

1 menyebutkan: 

'"Peraturan ini meneruskan keadaan hl.lkum pidana yang sudah ada 
sebelum tahun 1848, terlceeuali bebarspa parubaban dalam 
penitensier. Perubeban mendasar dalam pars!Uran ini adalah 
tentang lata eara palnkaanaan pidona mali yang tidak lagi 
dilaksannkan dengan cam yang ganas separti menUitll plakat 22 
April 1808, tetapi dengan pidana gantung". 

Setelah KUHP mu!ai diberlakukan di Indunesia., maka jen~s- jenis 

hukuman sebagaimana terdapat dalam plnkat ad at tanggal 22 April !80S 

sudah tidnk berlaku lagi. Jenis hukuman sah yang dapat dijatuhkan oleb 

hakim adalah berdasarkan Pasal 10 KUHP. Hakim pi dana pada pengadilan 

negara tidak dapat menfakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai dasar 

untuk: rnemidanaY· Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang 

menyebutkan 1'Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas 

kekuatan ketentuan pidana dalam undang~undang yang ada terdabulu dari 

pada petbuatan itu". Ketentuan ini kemudian dikenal dengan asas legalitas. 

KUHP yang berlnku di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 

berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsclt-Ittdie (Stb 1915 No 

732), berdasarkan Pasal ll Aturan Perailhan Undang-Ucdang Dasar 1945 

(sebelum amandemen)." KUHP merupakan copy dari KUHP Belanda 

10 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op. Cit., hal. 47. 
11 Jbid .. hal. 48. 
ll ibid, 
u Pasal 11 Atumn Peralihan UUD 1945 (Sebelum Amandemen): 
"SegaJa badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berl;llru , selama 

belum diadakan yang baru menurut UndangwUnclang Dasar ini". 
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berdasatkan asas konkotdansi (asas kesamaan)14 Pada mulanya, pelaksanaan 

pidana man di Indonesia dilaksanakan dengan cam digantung. Hal ini diatur 

dalam l'asal II KUHP1
' Seiring dengan perkembangan, ketentuan 

pelaksanaan pidana mati dengan cam digantung tidak diberlakaksn lagi. 

Ketentuan tersebut diganti dengan cam ditembak sesuai dengan adanya 

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan oleh 

Presiden SUkarno pada tanggal27 Aprill964." 

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mendapat kritikan dari 

beberapa negara, terutama negara Eropa. Kritikan itll dilihat dari sisi pantas 

atau lidaknya mempertahankan pidana mati di Indonesia dikallkan dengan 

hak asasi manusia (ltAM).17 Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Ma.hkamah 

Agung pa.da masa itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa stelsel pidaoa 

Indonesia berbeda dengan bebempa negara lain yang ada di dunia. 18 Menurut 

Yusril lhza Mahendra, memvonis pidana mati masih relevan untuk 

dilaksanakan di Indonesia. "Di dalam Al Qur'an pun mengenal pidana mati. 

Jadi,. bila.ada sekelompok tertentu tidak setuju dengan pidana tersebut. itu 

hanya sebuah fenomena kepentingan di masyarakaf' .19 Menurut Nicolaus 

Pira Bunga, pengamat hukum dan poiitik Universitas Nusa Cendana Kup&ng., 

pidana mati dalam-sislem hukum Indonesia (KUHP) masih sangal ruparlukan 

14 Akhlat Salmi, Op,Cit., haL 13, 
It Pasal 11 KUHP: 
"Hukuman maH dijalankan nlch algojo di tempat penggantungan, dcngan 
rnenggunllkM ~uah jerat di leher tethukum dan meugikatt::an jeral itu pada 
tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri". 
Penjelasan Pasal 11 KUHP (Kilab Undang.-Umlang Hukum Pidona (KUHP) 

Serta Komenlar-K<)111entamya Lengkap Pasal Demi Pasa/, Cet. VII, 
Olterjemahkan Oleh R. Soesilo. Bandung: Karya Nusanl.am, 19~3.lmL 37: 
"Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mali sebagaimana tersebut dalam 
pasalll in! tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi 
1ndonesiii, maka dcngan Penpres No. 111964 pclaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan ditembak sampai mali di suatu tempat dalam daerah hukum 
Pengadilan yang menjetuhkan putusan dalant tingkat lJet1arna". 

16 Penpres No. :211964: 
"Pelaksann:an tJidana modi dilakukan dengan ditembak sampai mat! di suatu 
tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjahlhkan putusan dalam 
tingk;:d pertama''. 

11 Harlan Padang Ekspres, Eksekrtsi Mati dan Hak Asasi Manusla, Sellin, 25 Juli 
2005, bal. 4. 

18 Harlan Media Indonesia, MA Abaikan Kecamem Ekselatsi Mati, Sablu, 7 
Agustus 2004, hal. 1. 

19 Harlan Slnggalang, Pidana Mati Masih Relevan, Minggu, 15 februari 2003, 
hal. 3. 
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untuk diber!aknkan di negara inl. "Sudah ada aturan pidal!a tnati saja ol1Ulg 

masih me!aknkan pembunuhan, apalagi tidak ada pengatul1Ul hukum tentang 

pidana mati, inl justru lebih betbahaya lagi. Tanpa adanya atumn huknm 

tersebut, orang bisa seena.knya: menghilangkan nyawa orang 1ain".20 

Ahli huknm dari Universitas Sumatera Utara Malnuud Mulyadi 

rnengatakan bahwa untuk kondisi Indonesia, masih d!perlukan huknman 

mati, akan tetapi kejabatannya haros selektif dan bellar-bellllt memhahayukan 

masyarakat. '"Indonesia sendiri hin:gga saat ini helwn punya tujuan 

pemidanaan yangjelas, apakah untuk efekjera, balas dendam atau pemuliban 

(restorative justice)n_ll Ia memandang Rancangan KtmP tnengakomadir 

tujuan pemidanaan yang cenderung meoganut tujuan pemu.lihan. Namun 

restorative justia tidak bisn diterapkan pada semua. jenis tindak pidana, 

termasuk kejahatan yang dianggap membahayakan masyarakat".21 Pendapat 

senada juga disampaikan oleh Muladi yang mengatakan bahwa vonis pidana 

mati masili relevan untuk dilaks!Ulakan di Indonesia} karena pidana itu telah 

diatur--dalarn sistem hukum nasional yang masih berlaku.23 Akan .tetapi~ 

meskipun pidana mati berlaku dalam hukutn positif di Indonesia, 

pelaksanaannya hanya dapat dilekekan jika proses peradilan sudeb bernifat 

final dan akUrat,24 

Di sisi lain, pihak yang menolak atau kontm dengan pemberlakuan 

pidana mati di Indonesia adaleb Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH 

berpendapat bahwa pidana mati melanggar nilai-nilai hidup manusia. "Yang 

berhak untuk mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang 

dapat menentukan hidup matinya seseorang".2.s Selain itu, menurut JE 

Sebetapy, membehaukan huknm pidana terutama dalam perspektif pidana 

sehagai antisipasi agar pidana mati dapat membuat yang jahat takut hingga 

tidak sampai melekakan kejahatan, adaleb meropekan suatu cilll-cita yang 

111 Harlan Haluan, Pidana Mcti Masfh Tetap Diperlulam di indonesia, Rabu.. S 
Juli 2006, haL 1. 

1llbid. 
21 Ibid. 
ll Harlan Kompas, Pemerintuh Mesti Tegru Soal Pidana Mati, Rabu, 23 Agustus 

2006, hal. 4._ 
14 Ibid. 
25 Akhiat Salmi, Op. Cit., haL 99. 
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terlalu muluk. "Hulrum ~idllllll tidak bertujuan untuk tnengubah atau 

memperbaiki hidup manusia. tugasnya rnelainkan hanya untuk mengatur 

agar manusia beljalan dalarn jalur lalu lintas hulrum yang sudah diatur dau 

ditentukan, berdasarkan nonna dan nilai yang dikehendaki oleh masyarakat 

sendhi dan atau oleh penguasa . .Peranan in.ilah yang barns dominan dan 

dilaksanakan secara meyakinka.n".26 

Pada tanggal 3U Oklober 2007, Mahkamah Konstitusi menolak uji 

mareri hukumau mati dalam Undaug-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika yang dimohonkan nleh ekspatriat asal Australia yaug tersangkut 

kasus Bali Nine, yalori Andrew Chan, Myunm Sukumaran dan Scott Anthony 

Ruah." Mahkarnah dalam putusannya menyatakan bahwa hnkaman mati 

da!am UU Narkotika tidal< bertentangan dengan hak hidup yang dijanriu 

UUD 1945 karena janriuan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak 

menganut asas kemutlakan. Menurot Mahkamah, b.ak asasi yang dijamin 

Pasal 28A hingga 28! UUD 1945 sudah dikunci oleh Pasal2BJ UUD 194528 

yang berfungsi sebagai batasan. Hak asasi dalam konstitusi barus digunakan 

dengan rnenghargai dan menghonnati hak asasi orang lain demi 

harlangsungnya ketertihan nmum dan keadilan sosial, Dengan denrikian, hak 

. asasi nianusia barns dibatasi dengan instrumen Undang~Undang. "Hak untuk 

bidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan" ?9 

Pandangan ahli menyatakan bahwa pidana mati bertentangau 

dengan filosofi pemidanaan di Indonesia yang menganut paham rehabilitasi 

16 JE Sahe!npy (1979), Ancaman Pidana Mall TerhaJop Pembunulwn 
Berencaua, Bandung: Alumni, haL 168. 

11 hUp;//www.kompas,comtkompas-cetaki0302!29fnasiooai/13B699.hlm. MK 
Aka11 P!ilwkon KonslirusionaUJas Httkuman Mr~ti, Diakses pada Tanggalll Agustus 2008. 

" Pasa! 28 J UUD 1945: 
A,.t (I)' 
'
1Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain datam ierlib 
kehidupan bennasyamk:a!, berbangsa dan bemegara". 

Ayat (2): 
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang dltetapkan dengan undang-undang dengan maksud sem.ata­
rnata untuk menjamin pengakuan swfa tlenghotmatau at.as hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi hmtu!'an yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral., nilai~nilal agama, keamanan dan ke!ertiban umum da1am suatu 
masyarakat demokratis", 

29 ht1p;l!www.hukumonline.com/detail.as.p?id=l7888&cl""E!erita. Op.Cit. 
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dan reintegrasi.30 Menurut MK, pandangan tersebut hanya berlaku pada 

kejahallln-kejahatan tertentu dalam kualillls tertentu yang masih mllllgkin 

untuk dilakub.an rehabilitasl dan reintegrasi sosial pada pelakunya.31 Salah 

satu alasan pertimbangan putusan menoiak uji materii1 disebabkan karena 

lndonesia te~ah terikat dengan konvensi intemasional narkotika dan 

psikoiropika yang Ieiah diratifikasi menjadi huknm oosional dnlam UU 

Nomor 22 Tahun 1997 lenlang Narkolika, Dengan demikian, menurul MK, 

Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredanm. 

ge1ap narkotlkn skala internasional. satah satunya dengan menerapkan 

huknman yang efeklif dan maksimlll32 

Dalam konvensi itu1 Indonesia telah mengakui kejabatan narkotika 

sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) 

sehingga penegakannya butuh perlakuan khllSUS, efeklif dan maksimal 

Menurot MK, salah satu perlakuan khusus antara lain dengan cam 

menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan 

hukuman berat melalui pidaoa. mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, 

MK berpendapat1 Indonesia tidak melanggar pe!janj ian intemasional apa pun, 

termasuk Konvensi Intemasional Hak Sipil dan Politik (Intemationaf 

·C:::Cvenam on Civil and Political Rights atau lebih dikenal dengan ICCPR) 

yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, 

Pasal 6 Ayat (2) ICCPR memperbolebkan masih diberlakukannya imkuman 

mati oleb negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. 33 

Menurut MK. kepulusan pembuat Undang-undang untuk 

tnenerapkan huku:rnan mati telah sejalan dengan Konveml PBB 1960 tentang 

Narkotika dan Konvensi Pllll 1988 tenlllng Pemberantasan Peredaran Gelap 

Narkulika dan Psikoiropika dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tenlllng HAM." 

:Y:! ibid. 
)I Ibid, 
3
' Ibid. 

~1 Pasa16 Ayat (2) ICCPR: 
"In countrie:; which have 11ot abolished tire dealfr penalty, se,tence of death may 
be imprued only for the most serimlS crimes". 

Terjernahan: 
"Di negara~negara yang belum menghapw;kan hukuntan tnat~ puWsno huknman 

mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serlus.", 
34 httu:lfwww,hykymon1ine.wmlde!ail.asp?td=:l2888&c!""Betita. Op.Cit 
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Hal lni disebabkan katena ancatnan hukuman mali dalam UU Narkotika Ielah 

ditutnuskan dengan hati-hati dan cetmat, tidak diancamkan pada semua 

tindak pidana narkotika yang dimuat dalam UU tersebut. Pidana mati hanya 

diancamkan pada ptodusen dan pengedar g:elap yang terbatas pada golongan 

I, seperti ganja dan heroin. Sedangkan untuk pengguna tidak dikenakan 

hukuman mati.35 MK juga mempertimbangkan kebati-hatian pengenaan 

pidana mati dalam W Narkotika yang dengan tegas mengharuskan 

pengenaan pidana mesti disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga 

pi dana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang san gat kuat. 36 

Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 Tabun 1999 tentang HAM, 

MK memandang bahwa UU itujuga mengakui adanya pembatasan hak. asasi 

seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. 

Dalam bal ini, MK beranggapan babwa hukuman mati merupakan bentuk 

pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak. korban?7 

Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belwn menjadi pandangan 

moral-yang- universal dari masyamkat-intemasional, meski--kecenderungan 

saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati 

dalam kebijakan hukum nasionalnya. Tanpa mengabaikan realitas 

perkembangan hukuman mati di berbagai negara, MK juga memandang 

dinamika hukum intemasional seperti ICCPR, Rome Statute of International 

Criminal Court, dan deklarasi HAM Eropa, ternyata masih memungkinkan 

diterapkannya hukuman rnati.38 

Dalam sidang pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika, :MK. juga mendatangkan sejurnlah ahli dari tim perumus 

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(Rancangan KUHP), agar terlihat jelas arah pemidanaan pidana mali di 

Indonesia. Menurut salah seorang saksi ahli, Mardjono Reksodiputro, 

perdebatan mengenai pidana mati sudah berlangsung sebelum tahun 1993, 

saat penyerahan Rancangan KUHP kepada Menteri Kehak.iman pada waktu 

JS Ibid. 
36 Ibid. 
17 Ibid. 
38 Ibid. 
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itu yaitu lsmael Saleh. balam Rancangan l<.UHP, pidana tnati hletupakan 

pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secata altettiatif, 

sebagaimana tercanhlm dalam Pasal 66 dan Pasal 87.39 Matdjono 

mengatakan, Rancangan KUHP masih mengadopsi hukwnan mati. 

"Hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. Ia hams 

3 ~ Pasal 65 Rancangan KUHP 2008: 
(I) Pidana pokok terdiri atas: 

a. pidana penjara; 
b. pidana tutupan; 
c. pidana pengawasan; 
d. pidana denda; dan 
e. pidana kelja sosial. 

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menentukan berat 
ringannya pidana. 

Pasa\66: 
"Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu 
diancamkan secara altematif". 

Pasal87: 
"Pidana mati secara altematif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk 

mengayomi masyarakat". 
Pasal 88: o 

(I) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh 
regu tembak; 

(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Hdak 
dilaksanakan di muka umum; 

(3) Pelaksanaan pidana mati lerhadap wanita hamil alau orang sakit jiwa 
ditunda sampai wanita lersebut melahirkan alau orang yang sakit jiwa 
tersebut sembuh; 

(4) Pidana mali baru dapat dilaksanakan selelah pennohonan grasi bagi 
terpidana ditolak Presiden. 

Pasal 89: 
(I} Pelaksanaan pi dana mali dapal dilunda dengan masa percobaan selama I 0 

(sepuluh) tahun, jika: 
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu bcsar; 
b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 

diperbaiki; 
c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 

penting;dan 
d. Ada alasan yang meringankan. 

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mali 
dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang hukum dan hak asasi manusla. 

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayal 
{1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada 
harapan untuk diperbaiki, maka pidana mali dapat dilaksanakan atas 
perlntah Jaksa Agung. 

Pasal90: 
"Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mali tidak 
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan 
diri, maka pldana mati lersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 
dengan Keputusan Preslden". 

Universitas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



!O 

tnonjadi pidana khusus yang diternpkan secara hatl-hati. selektif, 

dikhususkan padn kasus-kasus berbahaya dan harus dite!apkan hula! oleh 

majelis haldm" .4<l 

Pada tanggal 8 September 2008 yang lalu, Mahkamah l<oustitusi 

(MK) juga memutus perkara uji materiil yang diajukan oleh !etpidana mati 

Amrozi cs-t1, terkait pengujian atas UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cam 

Pelaksanaan Pidana Mati, yang telab ditetapkan menjadi undang·undang 

dengan Undang-undaug Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemya!aan Berbagai 

Penetapan Presiden dan Peratw"a.n Presiden Sehagai Undang·tmdang. Dalam 

UU ioi, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cam ditembak, 

menggantikan ketentuan Pasal II KUHP. Ada dua hal yang menjadi titik 

fokus dalam uji materiil UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksannan 

Pidana Mati oleh pemohon. Pertama, menurut Amrozi cs sebagai pel:UQhon. 

lata cara ini dianggnp me.nimbulktm kerugian berupa penyikmlan yang 

bersiliit khnsus (spesifik) berupa derita dan nestapa fwik dengan eara 

ditembak sampai matL Kedua, secara fonnil, pembentukan UU 21Pnps/l964 

tentang Tata Cara_ Peiaksanaan Pidana Mati menurut pemobon merupakan 

undang~undang yang pembentukannya tidak: memenuhi ketentuan UUD 1945 

karena pembentukannya didasarkan pada Penetapan Prosiden R1 dan disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.41 

Amar putusan MK nomor 21/PUU-Vl/2008 menolak keseluruhan 

pengujian formil maupun pengujian materiil Amrozi cs. Mahkamah dalam 

kesimpulannya bexpendapat bahwa berbagai altematif tentang tam cam 

pelaksanaan pidana mati selain earn ditembak, :seperti digantung~ dipenggal 

pada laher, disetrum tislrik, dimasulrkan ke dalam ruang gas dan disuntik 

mati. semuanya menimbulkan rasa sakit meskipun kecepatan kematiannya 

berbeda-beda. Selaiu itu, juga tidak ada satu cara pun menjantln tiadauya rasa 

!lE!!I!li!i!. RUU KUHP 
Diakses Tanggal5 

Amrozi, Ali Oufron ali.as Muklas dan Samudra Ielah dieksekusi pada 
langgal 9 November 2009 sekltar pukul 00.15 WIB. di lembah Lebay yang bexjarak dua 
ki!()JI1eter dati tapas Batu Nusakambaogan. 

41 Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi ttl. Putusan Nomor 21/PUU~ Vl/2008, 
Dimual dalarn Konstll!tsi, Berita Malrk:amah Ktmstitusi, No. 25, Edisi Ok!.ober-Ne>vemher 
2008. 
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sakit dalam pelaksanaannya. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 I UUD 194543
,' sehingga UU 

2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Mititer tidak 

bertentangan dengan UUD 1945.44 

Akhir Januari lalu, Kejaksaan Agung telab melayangkan surat 

kepada pengacara Gunawan Santoso. Dalam surat itu, Kejaksaan Agung 

memberikan waktu satu bulan bagi pengacam untuk mengajukan PK. Jika 

tidak, Kejaksaan segera mengeksekusi Gunawan yang menjadi terpidana mali 

karena pembunuhan bos Asaba.45 Menurut Kepala Pusat Penerangan dan 

Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, hingga saat ini 

sudah ada 31 (tiga puluh satu) orang terpidana mati yang masih menunggu 

walctu eksekusi. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung berharap agar MA segera 

mengeluarkan pemyataan sikapnya.46 

Mahkam.ah Agung sedang merampungkan fatwa mengenai waktu 

yang tepat dalam melaksanakan eksekusi pidana -mati.- Fatwa eksekusi pidana 

mati ini khusus mengatur pelaksanaan bagi terpidana mati yang tidak 

mengajukan peninjauan kembali dan grasi. Ketua Mahkamah Agung, Harifm 

-Tumpa mengatakan fatwa tersebut dimohonkan Kejaksaan Agung yang saat 

ini berencana akan mengeksekusi terpidana mali Gunawan Santoso. 

"KUHAP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan bisa dilakukan 

eksekusi apabila tidak mengajukan PK atau grasi".47 

43 Pasa\281 UUD 1945: 
Ayat (I)' 
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan bali 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntul alas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pWl" 

44 Ibid. 
4s Ibid. 
4iJttp:f/aulos.okezone.com/index..ohp/ReadStory/2009/03/05/l/198855/l/jadeadl 

ine-ma-30 hari-terbitkan-fatwa-hukuman-mati, JA Deadline MA 30 Hari Terbitkan Fatwa 
H11k11ma11 Mati, oleh Yudis Thea Marga Tuasamu, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009. 

47http://nasional.vivanews.com/news/read/36519ma segera terbitkan fatwa eks 
ekusl mati. Eksekusi Mati, oleh Ita Lismawati F. Malau dan Eko Huda S, Diakses pada 
tangga\5 Maret 2009. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pernngkat tujuan pemidanaan, tercakup dua hal, yaitu 

pertama, menampU.Ilg aspirnsi masyarakat yang menuntut pembalasan 

scbagai pengimbangan alas dasar tingkat kesalaban si pelaku dan yang kedua, 

teroakup tujuan pemidanaan berupa roemelibara sondaritas masyarakat, 

pemidanaan harus diarnhkan wtuk memelihara dan mempertahaakan 

kesatuan masyarakat 4i Meskipun pidana mati secara hukum memiliki dasar 

yang kuat untuk dilaksanakau menurut undang~undang sebagaimana 

teroantum dalam Pasal 10 KUHP, namun bal tersebut tidak meujadi alasan 

yaug mutlak bagi hakim untuk dijatubkan kepada terdakwa. 

Prospek pidana mali untuk pembabaruan hukem pidana ke depan 

dalam Rancangae KUHP Ielah mengalami perkembangan. Pidana mati tidak 

lagi diancamkan sebagai pidana pokok, akan te!api telah bergeser kepada 

pidana khusus ¥ang dianc:amkan secara alternati.f. Pengaturan ini mungkin 

akau menimbulkan permasalahan barn terkait bagaimana penerapannya di 

lapangan. Pertariyaiuihya ·adahili,·· mengapa pidana mati ·druam Rarii:angan 

KUHP dikategorikan sebegai pidana pokok yang diancam.kan secara khusus 

alternatif, tidak lagi sebagai pidana pokok, bagaimana konsep serta 

penempannya. 

Selain itu, petmasalahan yang mu.ngkin Wnbul kemudian adalah 

terkait rumusan Pasal 89 Raneangan KUHP, dengan adanyn masa percobaan 

terbadap pidana mati. Mengapa pidaua mati itu perlu diancamkan dengan 

cara adanya masa percobaan secara bersyarat selama 10 (sepuluh) tahun 

terlebih dahulu, bagaitnana konsekaensi dari rumusan unsur-unsur dalam 

Pasal 89 ayat (I) tersebut sebagai syarnt dapat dibarlakukonnya mas a 

percobaan. Perubaban pidana mali meqjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua 

puluh) tahun juga teedapat pennasalaban karena adanya tumpong tindih 

petbedaan pejabat yang berwenang sebagaitnana tercantum dalam Pasal 89 

ayat (2) dengan Pasal 90. Dalam Pasal 89 ayat (2), pernbaban pernidanaan 

tel1!ebut dapat diubab dengan Keputusan Menteri Hukem dan Hak Asasi 

48 htm:!/Hbrary..Ym!,ac,WI®wnloadlfhl»ld-syahrmk!jn,pdt Pidt:ma Muti Menurut 
Hukum PidanalnMnesla, oleh Syahruddin Huscin, Diakses pada Tanggal 29 Juli 2008. 
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Manusia. Di sisi lain dalam l'asal 90, perubaban pemidanaan ltu dilakukan 

dengan Keputusan Presiden. 

Agar pembnhasan dalam penelitian ini dapat lebili terarah, penulis 

merumuska.n beberapa pennasalahan di alas dalam bentuk pertanyaan secam 

terperinci, yaitu: 

1. Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana ma.ti sebagai pidana 

pnkuk yang borsifat khusus dan selalu diancamkan altematif dalam 

Rancangan KUHP? 

2. Bagaimana konsekuensi rwnusan WISur·unsur Pasal89 ayat (1) Rancangan 

KUHP sebagai syarat dapat diberlatrukannya masa. percobaan tetbadap 

terpidana mad? 

3. Apa yang menjadi. dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang 

berwenang dalam mengubah pida.na mati menjadi pidana seumur hidup 

dalam Pasal 89 ayat (Z) deogan Pasal90 Rancangon KUHP? 

.1.3 Tujuan Penelltlan 

Berkaitan dengan pennasalahan penerapan pidana mati sebagai 

pi dana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP, 

maka berdasarkan rumusan masalah yang telah dik:emukakan di atas, tujuan 

yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah sebagai berilrut: 

!. Untuk dapat mengetahui lronsep dan tujuao peagaturan pidona mali 

sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan 

alternatif dalam Rancangan KUHP; 

2. Untuk dapat mengetahui konsekuensi terpenuhinya unsur-unsur syarat dari 

pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 

89 ayat (I) Rancangan KUHP; 

3. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya 

perbedaan pejabat yang berwemmg dalam mengubah pidann mati menjadi 

pidana seumur hidup dalam Pasal 89 ayat (2) dangan Pasal 90 Rancangan 

KUHP. 
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1.4 Manfaat PeneHtian 

Manfaat dari penelitian yang Ielah penulis lakukan dapat 

dikelompokkan alas 2 (dua), yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat rnenambah infurmasi dan pengetahuan 

berkai!an dengan pennasalaban dan atunm hukum mengenai penempan 

pidana mati sebagai pidana polrok yang bersifat khusus dan alterpatif 

dalam Raneangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu 

usaha pembaharuan hukutn pidana di Indonesia di masa tnendatang, 

terutama bagi (kalangan akademisi) dan pengembangan Hmu hukum, 

khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana. 

2. Manli!at Praktis 

Bagi praktisi hukum separti penegak hukum, basil penelitian ini 

dihampkan akan dapat bannanli!at sabagai masukan dalam rangka 

menyelesaikan kasus~kasus terkait pada masa mendatang. 

1.5. Kerangka Teori 

Dalam filsafat hukum, tujuan hukuman terdiri atas:49 

L Teori pembalasan (Vergelding$-theorie) oleh E. Kant, babwa 
hukum.an adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah 
kuno: "siapa membunuh harus dibunuh'*; 

2, Teori mempertakutkan (!J.fchrikkings-tf;eorie) dikemukakan 
oleh Feurbach bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan 
supaya jan:gan berbuat salah; 

3. Teori memperbaiki (Verbeterings-theorie) bahwa hukuman 
bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat 
kejabatan; 

4. Teori gabungan, disebutkan bahwa dasar penjatuban hukuman 
adalah pembalaSlUJ. akan telapi makaud lain-lainnya tidak 
diabaikan yaitu pancegaban mempertakutkan, rnempertabankan 
tata tertib kahidupan bersama, memperbaiki orang yang telab 
berlmat jabat 

49 JE Sahetapy, Op. Cit., haL 173. 
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Menurut Muladi, teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenatan 

dan tujuan pidana), dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:50 

1. Teori absolutlpembalasan (retributive/verge/dings them·ieen) 

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan suatu kejahatan a tau tindak pidana (quia peccatum est). 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai :::.uatu pembr.la;;an 

kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar dari pemb,enaran dari 

pidana terletak. pada adanya atau teljadinya kejahatan itu sendiri. 

Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" 

seperti dilrutip oleh Muladi sebagai berikut:51 

" ... Pidana tidak. pemah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk mempromosikan tujuan!kebaikan lain, baik bagi si pelaku 
itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal 
hams dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah 
melalrukan suatu kejahatan". 

Kant memandang pidana sebagai "Kategorische Jmperatief', 

yakni seseomng hams dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan 

kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu 

tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de 

gerechtigheid). Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan 

kesusilaan.52 

2. Teori relatif atau teori tujuan (Utilitarian/doe/ theorieen) 

Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan a tau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu 

tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. 

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak 

pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena 

orang membuat kejahatan), melainkan "ne peccetur'' (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan). 

so Muladi dan Barda Nawawi ArieF (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 
Bandung: Alumni, hal. 10. 

'
1 Jbid.,hai. 11. 

s2 /bid.,hal.ll-12. 
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Menurut kari.O.cbristiansen seperti dilrutip oleh Muladi, ada 

tetdapat petbedaaan ciri~lri pokok atau karakteristik antam teori retributive 

dan teori utilitarian, yaitu:51 

1. Teorl Retribution: 
a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dallllllllya tidak 

mengandung satana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 
kesejahteman masyarnkat; 

c. Kesalahan mentpakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; 
d. Pi dana barns disesuaikan dengan kesalahan si pelanggat; 
e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan peru:elaan yang murni 

dan tujuaJltlya tidak untuk mempetbaiki, mendidik atau 
memasyamkuikan kembali si pelanggar. 

2. Teori Utilitarian: 
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
b. Pencegahan bukan tujuan akbir tetapi bnnya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyamkat; 
c. Hanya pelanuarnn-pelanggaran hulrum yang dapet dipersalahkan 

kepadn si pelaku saja (misal karena sengajaldolus atau lalailculpa) 
yang mewenuhi syarat 11ntuk: adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahari kejahatan; 

e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat 
mengandung UJlSU1' pencelaan. tetapi baik u.nsur pencelaan maupun 
unsur penahalasan tidak dapat diterima apabi!a tidak membantu 
pencegahnn kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 
masyamkat. 

Herbert L Packer sebagaimana dikutip oleh Jan Remmelink dalam 

bukunya, menyatakan pidana itu menjadi penjamin yang utama (prime 

guarantor) a.pabila digunak.an dengan cermat, hati~hati (providently) dan 

secara manusiawi (humanly). Akan tetapi sebalilrnya, pidana bisa menjadi 

pengancam yang membahayakan (prime threatener) apabila digunakan 

secara indiscriminately dan coercively.54 Dalam mencar:i alasan pembenaran 

temadap penjatuhnn sRnksi pidana atau hulruman kepada pelaku kejabatan 

H Jbid.,hal.lf. 
S' Remmelink, Jan {2003). Hukum Pidana Komenrar Atas Pasal-Pasal 

Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hulrum Pidana Belanda dan Padanannya dalam 
Kilab Undw1g-Undcmg Hukum Pidana Indonesia. Diterjemahkan oleh Tristan Pascal 
Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, haL 600. 
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dalrun hukum pidana, ada terdapat tiga teori pembenaran pemidanaan, 

yaitu:55 

a. Teori Absolut!feori Pembalasan (Vergeldi11gs Teorie) 
MenWl.lt teori ini, pidana merupakan keniscayaan yang terlepas 
dari dampaknya di masa depan (res absoluta ab effectu jithtro). 
Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, 
karena telah dilakukan dosa (quia peccatum). lni berarii pidana 
dipakai untuk melakukan pemhalasan. l>idana itu dimaksudkan 
untuk mencapai tujuan praktis dan jug~ untuk menimbulkan 
nestapa bagi orang ternebut. 

b. Teori Relatiflfeori Tujuan (Doel Theorie) 
Menurut teorl ini, pidana dipandang sebagai upaya atau sara.na 
pembelaan diri. Pidana :tnerupakan alat untuk mencapai tujuan, 
yaitu untuk mencegah adanya kejahatan. 

c. Teori Gabungan (Gemende Theorie) 
Salah satu penga.nut ajamn 1ni adalah Hugo Grotius. Meuurot teori 
lni, siapa yang herbuat jabal, ia akau terkena derita. Penderitaan 
adalah sesuatu yang wajar ditanggung oleh pelaku kejahatan, 
namun dalam batasan apa yang ditanggung pelaku ternebut, 
kemanfimtan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang 
layak dijatuhkan (puniendis nemo est ultra merilum; intra merili 
veTo ·mofliim mfigis aut minus peccate puni:mtur pro utilitate). 
Dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembaJasan, akan tetapi 
maksud lain-laimtya tidak diabaikan yaitu pern::egahan 
mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bernma> 
memperbaiki orang yang telah beibuat jahat 

Menurut pakar huktun pidana Universitas Aidangga, Didik Endro 

PurwoJeksono, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis> tujuan pidana 

dapat dibagi atas 4 ( empat), yaitu56 

L Refonnation, yang bernrti memperbaiki atau merehabilitasi 
penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyamkat; 

2, Restraint, yang berarti mengasingkan pelanggar darl 
masyarakat; 

3. Retribution, yang berarti pembalasan terbadap pelanggar 
karena telah melakukan kejahatan; 

4. Deten-ence, yang berarti menjera atau mencegah sehingga. baik 
terdakwa sebagei individual maupun orang lain yang potensial 
menjedi penjahat akau jern alau take! untuk melakuken 
kejaha!an dengan melibat pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa. 

H /bid. 
S(O Todung Muly.t Lubis dan Alexander Lay (2009), KonJroversi JWkummt Mati 

Perbedaan Pendapat Hakim KmiStilflsi, Jakarta: Kompa.s, hal. 251. 
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Masih menurut lJidik Endro Purwoleksono, sebagaimana dikutip 

o1eh Todung Mulya Lubis, fungsl hokum pidana ada dua yaitu: 57 

1. Fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingah hukutn 
terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas ata.u kegiatan yang 
membahayakao; 

2. Fungsi umurn, yaitu untuk tnengatur kehidupan 
kemasyarn.kata:n. 

Kerentingan hukum dapat dibagi atas tiga, yaitu:58 

1. Kepentingan hukum terhadap negarn 
Negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan atau 
aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahka14 
membahayakan, menggulingkan Pemerintahan yang sah, 
tennasllk perbuatan yang dapat membabayakan 
kelangsungan hidup berbangsa dan bamegara. 

2. Kepentingan hukum temadap masyarakat 
Masyarakat horus dilindungi dari setiap ornng yang 
melakukan perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang 
membabayakan kehidupan masyarnkat. 

3. Kepenlingan hukum temadap imlividu 
Individn horus dibari perlindungan alas perbuatan atau 
aktivitas atau tindakan dari setiap orang yang 
rnembahayakan kepantingan hllkunmya. 

Pidana yang akan diterapkan adalah pidana yang diharapkan dapat 

memmjang tercapainya tujuan. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu 

sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti 

keseluruhannya yaitu "perJindungnn masyarakat untuk mencnpai 

kesejahteraan. Menurut Ba.rda Nawawi Arief, pidana itu mempunyai dua 

slsi:59 

1. Untuk perlindungaJ:I masyarakat; 
2. Untuk perlindungan individu. 

Menurut Roeslan Saleh dalam bllknnya yang be~udul "suatu 

reorientasl dalam hul..."Um pidana" sebagaimana dikutip oleh Mu1adi, 

dikemukakan bahwa pada hakik:alnya ada dua poros yang menentukan garis­

garis bukwn pidana yaitu:00 

.H Ibid., hal. 248-250. 
n Ibid. 
~~ Muladi dan Barda Nawawi Alief, Op. Cit., hal. 91. 
60 Ibid., hal. 22. 
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a. Segi prevensi, yailu bahwa hukum pidana adalah hukum 
sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian 
hldup bersama dengan melakukan pancegahan kejahatan; 

b. Segi pambalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus 
merupakan pula penentuan bukum, merupakan koreksi dari dan 
reaksi alas sesuatu yang bersifat tidak hukum. 

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu 

perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan yang 

melawan hukum Di sarnping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa 

pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diliarapkan sebagai 

sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses 

pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalarn 

masyarakat61 

Bisman Siregar dalam karyanya yang berjudul "Tentang pemberian 

pidana'' pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasiona! di Semarang 

tabun 1980, sebagaimana dikutip oleb Muladi, menyalakan antara lain:61 

"... yang pertarna-tarna patut diperhatikan dalarn pamberian 
pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai 
sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu 
akibat perbuatan si tertuduh karena tujuan penghukuman tiada lain 
mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia". 

Menurut B. Arief Sidbarta, agar saaksi pidana dapat 

dipertanggungjawabkan antara lain: 63 

!. Sanksi pidana barns rnerupakan persyaratan secara koukrit 
tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang 
dilakukan oleh terpidana; bahwa perbuatan ilu buruk menindas 
martabat sesamanya dan mernbahayakan eksistensi masyarakat 
manusia yang sehat ( cerminan dari ketidaksetujuan masyarakat 
atas perbuatan itu); 

2. Sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang 
menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan 
pidana itu (pencegahan umum); 

3. Pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana 
agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga 

(i 1lbid. 
62 Ibid, hat 23-24. 
61 B. Ariel: Sidb.arta (1982), Analisa Filasofis Terltadap Hukunum Mati Di 

Indonesia, Prasarana Pada Simposium Tahun 19&0 di Universitas Diponegoro (Simposium 
Hukuman Mali Sebagai Sanksi Pidan~ Kerjasama Antara Kcjaksaan Agung Rl dengan FH 
UNDIP di Semarang, 5-6 November I9S2.), hal. 59. 
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akan tnatnpu tnengendalikan kecendrungan~kecendrungan yang 
negatlf (pencegahan khusus berupa rehabilitasi atau 
mempetbaiki diri)." 

Menurut 'todung Mulya Lubis, ada terdapat dua pembenaran 

umum penggu.i:taan sanksi pidana:65 

I. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan ornng 
lain atau tnasyarekat dengan melanggar peratunm, ada suatu 
ketidakseimbanga.n sosial dan moral datam keadilan yang 
hanya bisa dipulihlian dengan memberikan hukuman kepada 
pelakn pelanggaran. Biasanya peloku pelanggacan tersebut 
dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang 
dilaknkan o!ehnya. 
tujuan dari pembenacao bulruman adalab untuk memulihkan 
keseimhnagan keadi!an da!am masylll1lkat. Setiap bentuk 
hulruman sehanding dengan besar keei!nya kerugian yang 
dithnbulkan oleh pebmggacao hukum tenehut. lui 
dimaksudkan uutuk mensosialisasikan kepada masyarakat 
tentang keterkaitan an- tindaken-tindaken kejabatan dan 
kerugian, serta kewajiban-kewajihan moral masylll1lkat uutuk 
memu1ihkan keseimbangan ketika kerngian timbul. 

2. Tujuan sankei pidana ad!llab bersifat pemanfuatan dan snrana 
pengendaH untuk meminimalisasi kemungkinan bahwa 
pelakn pelanggacan yang sama akan mengulangi kejahatan. 
Sekti.n itu. rnasyarakat yang Jain akan melihat bahwa tindakan 
kejahatan mendatangkan sanbi-sanksi pidana. sebingga 
diharapkan mereka akan mengh.indari tindakan pelanggaran 
hukwn yang sama atau yang lebih buruk. 
Tujuan dari pembenaran yang kedua adalah sebagai sarana 
pencegahan masyarakat secaca umum (prevensi umum). 

Penjatuhan pidana mati menurut Prof. Sudarto. SH mempunyai dua 

1. Utnutn ialah menyangkut pemhentuk undang-undang yaitu 
menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (penjatuhan pidana 
secata in abtracto) (arti legislasi); 

M Menurut B. Arief. Sidharta. sanksi pidana merup:tkan sanksi yang dijatuhk:m 
sebagai balasan alas pcrbuatan yang dilarang olcb hukum, untuk rncmperlihalk<ln bahwa 
perlmatan itu dapat berakibat butUk dalam masyarakat. Oleh katena itu, penjaluhan sanksi 
bertujuan untuk memberi peringatan bahv.-a perbuatan ltu adalah perbuatan yang dilarang, 
agar masyarakat ataupun pelalru menjauhi atau tidak mengulangi perbuatan terlo.nmg itu lagi 
di masa yang akan datang. 

u tod!.lrlg Mulya Lubis dan Al~~~;ander Lay, Op. Cit., hat 236-238. 
66 Ojoko Prakoso dan Nurwachid {1984}, Pidana Mali di Indonesia Dewasa ini, 

Jakarta: Oha1ia tndones!a, hal. Pengantsr. 
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2. Khusus ialah menya11gkut berbagai badan atau jawatan yang 
kesemuanya ltlendukung dan me1aksanakan stelsel sanksi 
hukum pidana itu (art! eksekusi). 

Menurut Cesare Beccaria seperli dikutip o!ah Muladi, hukum 

seharusnya hanya ada untuk melindungilmempettahankan kese!uruhan 

kernerdekaan ynng dikorbankan terbadap pel1ll!lpasan kemenlekann yang 

dilakukao oleh ornng lain." Beccaria tidak yakin dengan pidana yang barat 

dan kejam. A1asan utama cl'ari penjatuban pidana adalah untuk menjarnin 

kelangsungan bidup masynrakat dan untuk meocegah orang melakukan 

kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang bemt1 akan tetapi 

dari pidana yang patut (appropriate), tepat (prompt) dan pasli (inevitable)'' 

Beccaria berperutapat bahwa pidana mati tidak dapat meacegah 

dan hal itu merupakan kebrutalan (brutality and violence).la mengernnkakan 

bahwa:69 

"Pidann. mati menyia-nyiakan surnber daya manusia yang 
merupakan modal utama bagi negara. Selanjutnya, ia 
mengemukakan bahwa pidana mati menggoneangkan sentimen 
mora) pads umumnya. Kenyataan kegoncangan itu diperlibatkan 
oleh kebencian umum daripada pe!aksana pidana mati dan hasilnya 
melemahktm moralitas hukum yang seharusnya dipertahankan I 
diperkuat olehhukum". 

Lebili lanjut Be¢caria menolak pidana mati berdasar aja.ran kontrak 

sosial. Ia mengemukakan bahwa:1<l 

"Tidak seorang pun mempunyai hak alami menyerahkan I 
menghentikan I mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena 
itu1 tidak soorang pun dengan perjanjian dapat memberikan hak 
hidup dan mati atas dirinya pada raja I penguasanya; oleh karena 
itu konttak sosial tidak dapat membenarka.n pidana mati". 

Ala san Beccaria tidak setuju dengan pi dana mati yaitu: 71 

a. Pidaaa mati tidak dapat mencegah seseornng rnelakukan tindak 
pidana dan meropakan tindakan yang brutalserta kejam; 

b. Pidana mati menyia-nyiakan sumbet daya manusia yang 
merupakan modalutama suatu negara~ 

61 Muladi dan Barda Navvawi Arief, Op.. Cit., hal. 28-30. 
6
' lbid. 

4* Ibid. 
10 Ibid. 
71 lbid,, tud. 41. 
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c. Pidana tnati menggoncangkan rasa susila masyatakat, yang 
sebenarnya oleh hukumjustru harus dipetkuat; 

d. Berdasarkan dokbin kontrak sosial, maka tidak seorang pun 
yang mempunyai hak a1amiah a.kah tnenyetahkan jiwanya dan 
tidak seorang pun dengan kontrak sosial dapat dianugerahl hak 
untuk hidup dan rnati. 

1.6 Kerangka Konseptual 

Straf merup!.kan penderitaan yang ditimpakan kepado seseorang 

oleh nndong-undang pidona, dikaitkan dengan tdah terjadinya pelanggaran 

temadop SUBtu norma yang dengan pntusan hakim telah dijatuhkan bagi 

sesoorang yang barsalah. 72 Penjatuban pidana adalah merupnkan solah satu 

penderitaan yang dijntuhkan temadnp seseorang yang melakukan suatu 

pelanggaran hukuru dengan tujuan menetralisir adanya ketidak-seirubangan 

individu dan masyamkat 

Sanksi pidana roerupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, 

yaitu akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang karena 

perbuatannya telah memenuhi larangan syarat~syarnt yang ditetapkan dal.a.nt 

kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarnt tertentu itu 

pada dasamya adalah perbuatan yang langsung menindas martabl\t manusia.73 

Oleh karena itu~ sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan 

pengenaan penderitao.n atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak 

(merugikan) bagi yang dikenaL Pengenaan penderltaan kepada seseorang 

oleh negara menuntut pertanggungjawahan. 74 

Pidana mati ada1ah pidana yang dijatubkan tcrhadap orang yang 

terbukti :recara sah dan meyakinkan menurut hukum tdah melakukan tindak 

pido.na dengan tara mengh.ilangkan nyawa orang tersebut, sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku?S" Menurut Pasa111 KUHP, dikatakan 

bahwa hukuman man dilakukan oleh algojo pnda tempnt gantungan dengan 

n Tim Penyusun (200;!), Diktat H11kt1m Penintesier, lladang: Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, haL 12. 

1~ Jurnal Legis/ad Indonesia. Hukuman Mati Di h1donesia, Jakarla: birektorat 
Jcnderal Peraturan Perundang~Undangan Departemen 1-lukum clan liAM Rl, VolA No.4 
Desember 2007, hal. 26. 

1~ Ibid. 
15 Akhiar Salmi, Op. Cit., bat 47-
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mengern.tkan tali yang terikat di liang gantungan pada Ieber 'erpidana, 

kemudian meujatuhkan papan tempat terpidana berdirl. Akan tetapi, ketentuan 

tenlang pelaksanaan pidana mati tersebul Ielah diubah dengan Penpres Nomor 

2 Tahun 1964, yaitu dengan earn ditembak. Pasall Lembaran Negara Hindia 

Belanda Nomor 123 Tahun 1945 menyebu!kan bahwa hukuman mat! yang 

dilaksanakan terhadap diri orang-orang sipil, kecuaii ditentubn !3in, akan 

di!aksanakan dengan menembak (dengan peluru) terhade.p orang yang 

beraangkutan76 

Pengertian pidana mati menurut Hugo Adam Bedau:77 

111Ihe death penalty is the only punishment proportionate to the 
gravity of the offense. The death penalty is the only punishment 
where by the murdered can expiate Iris crime. The death penalty is 
more humane than life imprisonment in capital punishment the 
state ind14/ges the very lust for vergeance it denies to its citizens, 
capital punishment violates the sanctity of human life, life 
imprisonment is more humane than <Xlpital punishment. neither 
aboflonist nor retentionist has any monopoly ou these non 
empirical arguments". 

Teijemahan behas penulis: 

uHulruman mati adalah satu-satunya hukurnan yang sebanding 
dengan beratnya kesaiahan pelaku dan kejahatannya dapat ditebus 
dengan membunuh si pelaku. Hukuman mati lebih balk 
dibandingkan dengan bukuman penjam seumur hidup. Akan 
tetapi, menurut kaum abolisionis1 hukuman rnati melang.gar 
kesucian hidup manusia, dan beranggapan bahwa hukuman 
penjara seumur hidup lebih baik dibanding hukuman mati10

• 

Menurut hukurn Islam, pi dana mati diartikan dengan Qis!Jaaslt, 

yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana 

sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban), Jika ,seseornng membunuh 

orang lain secara sewenang~wenang, mak:a wali korban diberikan hak untuk 

menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pelaku pidana tersebut. 

Qisllaash hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa a tau anggota 

bada.n seseorang11
•
78 

16 Hllman Hadikusuma (1992}, Bahasa HJtkum JndotJesia, B.mdung: Alumni, 
hal. tl8 

n Hugo Adam lkdau (t97li), The Courts. The ConstUwion Ami Capital 
P11nishment, toronto~ l..eldngton Books, hal. 6. 

71 HUman Hadikusuma., Op, Cit. 
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Datam Alqut' an1 Surat An Nissa ayat 93, disebutkan: 

"Batartg siapa dengan sengaja membunuh orang nmkmin, maka 
ancatJWl hukumatmya adalah neraka jahanam. Allah akan 
memurkainya, mengutulcinya dan menyiksanya dengan bernt". 

Dalam Sural A! l3aqa'"h ayat 178 juga disebutkan: 

''telapi juga bagi orang beriman diwajibkan untuk me!akukan 
kisa.s (balasan yang sama dengan perbuatan) sebab memblUluh 
orang. 

JStilah eksekusi bemsal dari istilah asing (Belanda: executie, 

lnggris: execution), yang artinya adalah pe1aksanaan, melaksanakan putusan 

alau bal me!a!rukanlmkuman. Hal melaksa!lBkan putusan dalam perkara yang 

pada tingkat pe.rtama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pe.lakaaannya 

dilakaanakan alas perinlah dan dengan pimpinan hakim katua yang 

memeriksa perkam tersebut pada tingkat perlama (Pasall95 ayat (I) l!IR),79 

1.7 Metode Penelitlan 

Untuk: memperoleh hasH penelitian yang dapat 

diperta.nggungjawabkan seca.ra ilmiah, maka penuJis menetapkan suatu 

metode penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan dengan 

pennasalaban yang dikaji. Metode penelitian se.cara rinci terdiri dari 

sistematilm sebagai berikut: 

L Metode Penelitian 

Mengacu pada permasalaha.n peuelitian yang telah penulis 

kemukakan di atas. metode yang digunakan dalam penelitinn ini adalah 

yurldis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum 

dengan mengkaji dokumen·dokumen hukum terka.it, berupa rancangan 

peraturan perundang-undangan peraturan-peraturan hukum terkait 

lainnya, teori-teori hukum dan pendapat para pakat hukum seria didukung 

dengan wawa.ncara. 

19 Ibid., hal. 185. 
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2. Sumber data: 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelltian pustaka dari 

berhagai literatur mengenai masalah yahg berkeitan dengan pidana 

mati. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini dipetoleh dati buku­

buku, peraturan tJtrundang-undangan serta bahan~bahan ilmiah 

perulukung lainnya dati internet. 

b .. Data prirner yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, 

yakni rnelakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini, yaitu: Sire Analisis Bareskrim Mabes Polri, Bagian 

Upaya hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan 

Agung, Kepala Bidang Pembinaan lembaga Pemasyarakatan Kelas I A 

Cipinang (penulis memllih lokasi Lapas Cipinang kurena Lapas 

Cipinang merupakan selah satu barometer Lapas teroeser di Indonesia, 

sehingga diharapkan dapat mewalcili kondisi lembaga pemasyamkatan 

secara umum). Panitera Muda Bagian Pidana Khusus Mahkamah 

Agung Rl, Kopala Biro Hukum Sekretariat Negara RI, Direktorat 

Jendeml Pemasyamkatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusta, 

Direktmat Jenderal Hukum dan Pernndang-undangan Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pakar Hukum Pidana, 

3. Penyajian dan AnaJisis Data 

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, disusun 

secara sistematis untuk kemudiau diolab dan dianalisis secara kuallta.tif, 

dihubungkan dengan permasaiahan dan teori yang relevan sehingga dapat 

diperoleb gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah penu1is 

banas dan teliti. 

Universitas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



26 

1.8 Sistematika Penullsan 

Untuk lebih memudebkan pemahrunan terhadap konsep pokok 

permasalahan yang dikajl, maka dalam penullsan akan diuraikaa menjadl 

bebernpa bagian yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Memuat U..""aian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masa1ah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Twri, Kerangka 

Konsepsiona!, Metode Penelitian dan Sistematika Penutisan. 

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Di Indonesia 

Memuat ura!an mengenai tinjauan umum tentang penerapan pidana 

mati secarn umum di dunia dan di Indonesia, pengatumn pidana mati 

dalam KUHP, Undang-Undang di luar KUHP dan R.ancangan 

KUHP. 

~A--~ Ill Pid~_na f..:fa~i Seba~i. Pidana Pi~ana P<?kok ~-~su~ d~ _Altematif 

Dalam Rancangan KUHP 

Memuat uraian mengenai konsep dan tujuan pengaturan pidana mati 

dalam Rancangan KUHP, konSekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1) 

Rancangan KUHP serta perbedaan kewenangan perubahan pidana 

ma.ti menjadi seumur hidup atau 20 {dua puluh) tahun dnlam Pasal 

89 Ayat (2) dengan Pasal90 Rancangan KUHP. 

BAB IV Penutup 

Memuat uraian mengenai kesimputan dan saran yang diperoleh dati 

hasil pembahasan dan analisis dari penelitian yang penulis lakukan. 
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BABII 
tlNJAUAN UMUM TENTANG !'!DANA MAT! 

2.1 Pldana Mali Seeara Umum 

2.1.1 Penerapan Pldana Matt Dl Dunla 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I secara sekilas, terdapat 

4 (empat) jenis bagian pengelompokkan negarn-negara di dunia terl:ait dengan 

sitmp mereka terhadap pidana mati, yaitu:ro 

l. Meoghapuskan pidane IUilti terhadap seluruh tindak pidane (abolish far all 

crimes); 

2. Menghapuskan pidana mali terhadap kejahatan-kejabatau biasa 

(abolitionist for ordinary crimes only};. 

3. Menghapuskan pidana mati dalam ptaktek (abolitionist in practice); 

4. Masih menempkan pidana mati (retentionisf). 

Tnbel2.1 Negara-Negara Yang M~nghapuskan Hukumau Mati Terhadap 
Seluruh Tindak PI dana (abcnish for all crimes) 

No. NEGARA No. NEGARA No. NEGARA 

1. Albania 31. Haiti 61. Pru:aguay 

2. Andorra 32. Honduras 62. Philippines 

3. Angola 33. Huogary 63. Poland 

4. Armenia 34. Iceland 64. Portugal 

5. Australia 35. Ireland 65. Romania 

6. Austria 36. Italy 66. Rwanda 

7. Azerbaijan 37. Kiribati 67. Samoa 

B. Belgium 38. Liberia 68. San marino 

9. Bhutan 39. Liechtenstein 69. Sao Tome And 
Preincipe 

10. Bosnia- 40. Lithuania 70. Senegal 
Herzegovina 

f-rr Bulgaria 41. Luxembourg 71. Serbia 

12. Cambodia 42. Macedonia 72. Seychelles 

M Jurnal Legi:rlasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Op.Cif., bal. 24-27. 
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13. Canada 43. Malta 73. Slovakia 

14. Cape Verde 44. Marshall Islands 74. Slovenia 

15. Colombia 45. Mauritius 75. Solomon islands 

16. Costa Rica 46. Mexico 76. South Africa 

17. Cote D'lvoire 47. Micronesia 77. Spain 

18. Croatia 48. Moldova 78. Sweden 

19. Cyprus 49. Monaco 79. Switzerland 

20. Czech Republic 50. Montenegro 80. Timor-Leste 

21. Denmark 51. Mozambique 81. Turkey 

22. Djibouti 52. Namibia 82. Turkmenistan 

23. Dominican 53. Nepal 83. Tuvalu 
Republic 

24. Ecuador, Estonia 54. Netherlands 84. Ukraine 

25. Finland 55. New Zealand 85. United Kingdom 

26. Fmnce 56. Nicaragua 86. Uruguay 

27. Georgia 57. Niue 87. Vanuatu 

28. Germany 58. Noiway- 88. Vatican City State 

29. Greece 59. Palau 89. Venezuela 

30. Guinea-bissau 60. Panama 
. Swnber : Jumal Legislasi Indonesia, Hukuman Man D1 Indonesm, Jakarta: Drrektorat 

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Rl, 
Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 107-109. 

NO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tabel2.2 Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mali Bagi 
Kejahatan-Kejahatan Biasa (abolitionist for ordinary crimes only) 

NEGARA No. NEGARA 

Argentina 7. Fiji 

Bolivia 8. Israel 

Brnzil 9. Kyrgyzstan 

Chile 10. Latvia 

Cook Islands 11. Peru 

El Salvador 
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Sumbet: Ju.mal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Df Indonesia, Jakarta: Oirektorat 
Jendernl Peraturan Jlerundang~Undangan Deparlemen Hukum dan HAM Rl, 
VolA No.4 Desember2007, hat 109. 

No. 

!. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tabe12.3 Nogara-Negara Yang Da!am Praktlknya Menghapuskan 
Rukuman Mati (abolitionist in practice) 

NEGARA No. NEGARA No. NEGARA 

Algeria 11 Kl>nya 21 Papua J;1ew Guinea 

Benin 12 Madagascar 22 Russian Federation 

Brunei Darussalam 13 Malawwi 23 Sri Lanka 

Budcina Faso 14 Maldives 24 Suriname 

Central Afiiean 15 Mali 25 Swaziland 
RepubUc 

Congo Republic 16 Mauritania 26 Tanzania 

Gabon 17 Morocco 27 Togo 

Gambia 18 Myanmar 28 Tonga 

Ghana 19 Nauru 29 Tunisia 

Grenada 20 Niger 30 Zambia 
. . . Sumber : Jurnal Legwlas1 Indonesm, Hukuman Matt D1 Indonesia, Jakarta: D1rektorat 

Jenderal P1mturan Pcrundang~Undnngan Departerncn Hukum dan HAM RI. 
Vo1.4 No.4 Desember 2007, hal. 110. 

No. 

!. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabel2. 4 Negua-Negara Yang Masih M(merapkan Hukuman Mati 
(retentiouist) 

NEGARA No. NEGARA No. NEGARA 

Afgauistan 23 GuJnea 45. Palestinian Authority 

Antigua And 24 Guyana 46. Qatar 
Barbuda 

Bahamas 25 India 47. Saint Christopher & 
Nevis 

Bbarain 26 Indonesia 48. Saint Lucia 

Bangladesh 27 Iran 49. Saint Vincent & 
Grenadines 

Barbados 28 Iraq 50. Saudi Arabia 

Belarus 29 Jamaica 51. Sierra Leone 

Belize 30 Japan 52. Singapore 
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9. Botswana 31. Jordan 53. Somalia 

10. Burundi 32. Kazakstan 54. Sudan 

II. Cameroon 33. Korea(Nortb) 55. Syria 

12. Chad 34. Korea (South) 56. Taiwan 

13. China 35. Kuwait 57. Tajikistan 

14. Comoros 36 Laos 58. Thailand 

15. Congo 37. l.ebanon 59. Trinidad A11d Tobago . 
16. Cuba 38. Lesotho 60. Uganda 

17. Dominica 39. Libya 61. United Arab Emi.rntes 

18. Egypt 4Q. Malaysia 62. United Slates Of 
Atnerica 

19. Equatorial Gu.inea 41. Mongolia 63. Uzbekistan 

20, Eritrea 42. Nigeria 64. Vietnam 

21. Ethiopia 43. Oman 65. Yemen 

22. Guatemala 44. Pakistan 66. Zimbabwe 
. . Sumber : Jumal LegiSicw Indonesia, Hukuman Mat1 D1 1ndanesw, Jakarta: DHektorat 

·~-~·~lendemLPemturan_l'~nmdang,.UndangaaD"Parl<men.Jiukum dan HAM .Rl, 
Vol.4 No.4 Desember2007, hal. lll-ll2. 

Di negara-negara yang menganut pidana mati. ada arab 

perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaanleksekusi pidana 

matit yaitu:81 

l. Melakukan Penundaan pidana mati (suspended death penalty, suspendrrd 

execution alau moratorillm) 

1. Amerika 

Dl negaraMnegara bagian Arnerika. penundaan pidana mati 

atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan atau penghentian 

sementam waktu penjatuhan pidana mati, sambil menunggu kajian 

yang lebih mendalam dan tuntas mengenai sistem pldana mati yang 

ada. Penundaan pidatm mati ini ada yang berdasarkan putusan 

Mahkarnah Agung, dengan 'executive order' dari Gubernur atau 

melalui badau legislatif. Negara-negara bagian USA, sebagian besar 

aJ Bard a Nawawi Arief (2007), Masalah l>idama Mati Dalatn f>erspektif Global dan 
Perspektif Pembaharoan Hukum f'id<ma Dl Indonesia, dalam Jumal Lef#slasi Jndonesffl, 
HukumanMatf Di lndorresia, Op.CU., haL 3. 
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tnenunda pelaksanaan pidana mati (suspension) sejak tabun 1972, 

telapi kemudian menghidupkannya kembali.82 

Tabel2.5 Pldana Mall D! Negara-Negara Bagian Amerlka 

!No. Negara 

m ~9o 
174 ~92 
n 1997 

~--+-----~-~--~ 

83 

~~~-----+----~19"~---+-------~19-~81----~ 
95 97 

83 

:;· )74 194,--------
, 18. l75 

\~. -*~! 1994 
~ 1973 1979 

f-~ ~~; : 

(New~s=---+-,19~s9~~!~u.~-----"w=_0~1 --~ 

(26 ~ 

29. 

n !bid., haL 4. 

~=m~-4---~19=-84--~ 
1974 1999 
1973 199( 

1996 
1995 
1985 
-
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Vintinia 1975 1982 
Washin~ton 1975 1993 
Wvomin~ 1977 1992 
U.S.Goverrunent 1988 2001 
U.S.Militarv 1984 -

. . Sumber . Jurnal Legtslas: lndones:a, Huk~tman Mall Dt lndonesza, Jakarta . 
Direktorat lendera1 Peraturnn Perundang-Undangan Departemen 
Hukum dan HAM Rl, Vo1.4 No.4 Desember 2007, hal4-5, diolah 
dari http://deadpOilllltyinfo.msu.edu/clsfllWII!oflllllloW..pdf. 

2. China 

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China 

lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidaua (strafmodus I 

mode of sanction). Yang ditunda bukan penjatuha:nipenerapan pidana 

matinya, akan tempi pe1aksanaannya, sehingga lebib tepat disebut 

'penundaan pelaksana1m pidana mati' atau 'pidana mati tertunda? 

(suspended deoth sentence/penalty). Pidana mati tertunda di Cbina 

diatur da1am KUHP China diatur sehagai berikut:" 

a~ Dalam hal si pelaku seharusnya dijatuhl pidana mati, tetapi tidak 
diper1ukan eksekusi dengan segera (immediate execution is not 
essentiaT), maka penundaan ekselrusi se1ama 2 (dua) tabun dapat 
diputuskan pada saa.t penjatuhan pidana rnati itu (Article 48); 

b. Apabila s.eseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak 
berkeinginan melak:ukan kejabatan seJo.ma waktn penundaan, ia 
diberi pengurangan pidana penjara · seumur hidup; apabila ia 
menunjukkan pengabdian yang beljasa. ia mendapat pengurangan 
pidana tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun dan tidak lebih dari 
20 (dua puluh) tabun pidana pcnjara; apabila terbnkti bahwa ia 
melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mali 
dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (Article 50); 

c. Waktullamanya penu.udaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejok 
putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Waktullannmya pidana 
yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjam 
da.lam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakbimya tnasa 
penundaan (Article 51). 

!l lb!'d., hal. 6. 
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Meskipun dalam Pasal48, pidana mali tertunda dapat diberikan 

apabila 'immediate execution is not essential', namun untuk kejahatan­

kejahatan tertentu, menurut Qi Shenghui pengadilan rlapat menjatuhknn 

hal itu karena adanya alasan~alasnn hukutn yang meringankan. Dengan 

adanya l'asal 50 di alas, pidana mali tertunda di China dapat juga dikatkan 

sebagai 1pidnna mati bersyaratt .84 

Contoh Kasus Pidana Mati Tertunda di China: 

I. Pembunuban Oleb Orang Sakit Jiwa" 

Seorang laki-laki sakitjiwa di Propinsi Guangdong (Huang Wenyi, 34 

tabun) dijatuhi pidana mali tertunda untuk sel!lllla 2 ( dua) tabun dalam 

kasus pembunuban S (linsa) anggota keluarganya (ibu, anal<, rnertua, 

saudaranya) pada tanggal 28 Desember 2006 setelah ribut dengan 

istrinya 

2, Korupsi!Penyuapan,. 

a. Cao Wenzhuang selama masa jabatannya (sebagai Kepala Bagian 

_ Pendaftaran Obat-Obatan) telah memherikan persetujuan tethadap 

obat-obatan dan pemlatan medis yang diproduksi oleh 2 (dua} 

perusahaan fa.mlasi itu dan ia telah menerima lebih dari 2,4 juta 

yuan~ 

b. Cao oleh Pengadilan Beijing dipersalahkan telab melakukan 

penerimaan suap dan me1alaikan tugas kewajibannya; 

c. Untuk tuduhan menerima sua:p, la dijatuhi pidana mati dengan 

penunda.an!pcnangguhan 2 (dua) tahun (a suspended death 

sentence with a two-year reprieve) dan 7 (tujuh) tahun penjara 

untuk tuduhan melalaikan tugas kewajiban (dereliction of duty). 

Semua kekayaannya dirampas dun dicabut hak~hak politiknya 

selama~lamanya. 

a~ Ibid., Qi Shengshui, Strike Hard, hnp;!twww.bRl;.~,org,uk/33aflic!e4.hlm, 
IS Ibid., 

bl!p:lltlmesofindia.indinllmeu:omrrop Heas!ljoos/Chinese man given suspended death pe 
natty for mu!Uple murders/artieleshow/222134t£ms. 
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2, Menawatkan Pidana Matl Secara Ahematif(a/tenlative to death penalty) 

MenWllt B. A. Robinson sebagaimana dikutip oleh Batda 

Nawawi Arief. bampir semua penilaian dalam penelitian (polling) 

pendapat publik pada umumnya mengajukan pertanyaan sederhana, 

apakah anda setuju atau tidak terhadap pidana mati. Dalam _pertanyaan 

jarang diajukan!ditawarkan pidana mati secara altematif. Dukungan puhlik 

terhadap pidana mati sangat met;urun, ketika ditawarkan 'altematives to 

the death penalty'. Pusat infunnasi Pidana Mati (711e Dcatlt Penalty 

Information Centre) melapotkan pada tahun 1993, bahwa polling yang 

dilakukan di catirornia, Florida, Georgia, Kentucky, Minnesota~ Nebraska, 

New York, Oklahoma, Virginia dan West Virginia menyimpulkan: orang­

orang lebih suka pada bermacam-macam jenis alternatif pidana mati 

(people prefer various alternative sentences to the death penalty).81 

Dalam bebempa smvey/penelitianlpengumpulan pendapat 

(polling) di Amerika, diajukan bebernpa jenis altematif pidana mati 

sebagai berikut88 

1. A lifo sentence with no possibility of parole for 25 years, 
combined with a restituti(m program requiring the prisoner to 
work for money with a restitution program requiring the prism1er 
to work for money that would go to families of murder victims; 

2, Life sentences wit/tout any chance of parole for .15 years; 
3. Life imprisonment provision which excludes the possibility of 

parole at any time. 

Te~emeban bebas penulis: 

1, Hukuman tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat 
untuk 25 ( dua pulub lima) tahun, dikombinasikan dengan suatu 
program penggantia.n kerugian yang menuntut narapidana itu 
untuk bekeQa mendapatkan uang untuk diberikan kepada 
keluarga korban pembunuhan tersebut~ 

2. Hukuman tanpa kesempatan pembebasan bemyarat untuk 25 (dua 
puluh lima) tahun; 

3. Ketetapan hukuman penjara mengelu.arkan I meniadakan 
kemungkinan membabaskun barsyamt pada setiap waktu. 

51 Ibid., hal. 7, B.A. Robinson, Airernativer to Capitqf Punishmmrt {The Death 
Penally), bttp'.l/www.religjoosto!etallCe.l'?trJcxecut2.hlm. 

Kl Jbid..., haL 8. 
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Hasil sutvey/penelltianlpoliing tethadap altematif di atas 

berbecla-beda dan masih berobah-ubah, !llltarn lain sebagai berikut:" 

I, Penguonpulan pendapat yang dilakuknn oleh Universitas Virginia 
pada !ahun 1989 mengajukan pertanyaan kepada respunden 
sebagai berikut: 
a. Apakah nnda mendukung pidana mati Wltuk para 

pembunult?; dan 
b. Apakah anda lebih suka penghapusan pidana mati, apabila 

altemalifilya adalah pidana seumur hidup tanpa kemungkinan 
mendapatlom 'pelepasan bersyarat (parole) selama 25 (dua 
puluh lima) !ahun dan digabnng dengan program restitusi 
(pemberian ganli rugi) yang rnewajibkan kepada Narapidana 
untuk bekeda mendapetkan uang yang akan diberikan kepada 
korban pembWlultan? f!asil polling: kebanyakan responden 
memilih altwnatif(b). 

2. Hasil survl(Y !ahun 1997 oleh Unit penelitian Fakal!as llmu 
Sosial dan Perilaku deri Ohio Slate University terbadap 805 
orang responden (berdasarhun metoda random sampling): 59 % 
mendukung altm:natif pidana mali apebila alternatifnya adalah 
pidana seurour hidap lllnpa kesempe!ao untuk memperoleh 
pelepasan bersyarat (parole) dan dikenakan kewajiban ke!ja 
selama di p~ata dan uangnya diberikan kepada keluarga 
korban; 

3. PoJJing nasional tahun 1997: 'Apakah anda tetap setuju pidana 
tnati, apabila para pembunuh dikenakan pidana sewnur hidup 
tanpa kemungkinan mendapatkan pelepa.san bersyarat (parole)?'. 
Sebagia11 besar responden (75,7 .%) masih tetap memilih p·idana 
mati. Jadi mereka lebih suka 'death penalty' daripada 'life 
sentence withol;t the p<MSibility of parole'. Hasil S'UrveJ' ini lebih 
tinggi daripada survey nasional tahun 1993 (hanya 49 %). 

Menurut penulis, dikaitkan dengan amh perkembangan pengaturan 

ptdana mati di atas, maka di Indonesia arah perkembangan sebagaimana diatur 

dalam Rancangatt KUHP adalah mencakup kedua-duanya yaitu penundaan 

pelaksanaan pidana mati dan menawarkan pidana altematif sebagai pengganti 

dari pidana mati. 

19 Ibid. 
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2.1.2 Penerapan Pldatta Mat! Dl Indonesia 

Indonesia merupakan negata yang tnasih menerapkan pidatta tnati, 

baik dalam Undang-undang maupun dahun prakteknya (recemionist). 

Penerapan pidana mati tentunya tidak terlepas dati tnasalah pro dah kontra. 

Secara unnnn, ada beberapa alasan mengapa pidana mali itu harus 

dipertahankan atau dihapuskan:"' 

L Mempertahankan (retentionisl) 
a. Untuk kejobatan-kejabatan tertentu, hukuman mali adoloh 

yang paling sesuai don tepa!; 
b. Hukwnan mati bersifat menakut.ka.n dan mempunyai daya 

mencegah; 
c. Mereka yang melakukan tindak pidona tertentu yang ~am, 

harus dnpat dihukum mali deml untuk melindungi 
masyarakat umumnya; 

d. Hukeman mati lebih ekonomis daripada hukuman sewnur 
hidup; 

e. Pidana mati masih tercantwn dalam penmdang-undangan. 

2, Menghapuskon (abolitionist) 
a. Ancarnan pida:na mati secarn historik lidak bersumber pada 

pansacila, karena KUHP yang digunakon adnlah wmisan 
Belanda, bahkon Belandn sendlri !emlasuk salah sam 
negarn yang Ielah mengbapuskon pidona mali; 

b. Pelaksannan pidnna mali dengan upaya dan untuk kejahatan 
apap~ adalah kejam, tidak berperikemanusiaaJ\ dan bina; 

c. Pidnna mati (pada dasamya pembunuban berencana) 
merupakan sesuatu yang amat berbahaya hila yang 
bersanglmtan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan 
suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati~ 

d. Tidak. terdapat bukti yang meyakinkan hahwa pidana mati 
bersifat dapat mencegah perbuatan kejahatan dibandingkan 
dengan hukuman penjant; 

e. Mereka yang htenentang pidana mati menghargai nllai~nHai 
pribadi, martabat kemanusiaau umumnya dan mengahrgai 
pribadf, martabat suatu pendekatan ilmiah untuk memahami 
motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia, 

911 A. Karim Nasution, llukumon Mat/ Dtfln}au dati Segt Penegak Hukum, 
Prasatar~a pad a Simposium Tahun 1980 di Universitas Dlponegoro, bal. 98. 
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Dari segi falsafah Pancasila dan UUD 1945, juga terdapat beberapa 

perbedaan pendapat di kalangan ahli hukwn mengenai pro dan konlra pidana 

mati, antarnlain yaitu : 

a. Setuju pidana mati: 

1. Bambang Poernomo 

Menurutnya, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan 

datam. ne~.ara Pancasila yang diwujudkau sebagai perlindungan 

individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya 

keadilan dan kebenanm hulmm berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.'1 Berdasarkan pertim!rangan basil penelitian prektek 

pelakaanaann)'ll, pidana penjam yang diderita dalam waktu yang 

cnknp lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambaognn dan 

landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup plntu terhadap 

eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa 

masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama 

terhadap kejahatan bemt. kejahatan IIU!knr. kejahatan korupsi dan 

kejahatan penyelundupan.92 

2. Didik Endro Purwoleksono 

Menurutnya, ancaman pidana mati tidak bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tetap perlu dipertahankan dengan alasan demi 

kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, sudah merupakan 

kewajiban negara untuk melindungi tumpah darah warganya dari 

tindakan atau perbuatan~perbuatan yang merusak~ membahayakan 

kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik 

Indonesia) yang berteuta.ngan dengan UUD 1945. seperti contoh 

narkotika, karena narkotika merupakan jenls tindak pidana yaog 

sangat serius. 91 

91 Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indrmesia, Op.Cit ,, haL 28-30. 
91 Ibid. 
n Todung Mu!ya Lubis dan Alexander Lay. Op. Cit., haL 259. 
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3. M. Arief Am.rullah 

Menuru!nya, untuk melindungi kepentingan hukum 

nasional yang lebih besar sebagaimana tercantwn dalam pembukaan 

uun 1945, tJidana mati bertujuan untuk menegaklcan tertib hukurn 

dan melindungi masyamkat hukum. Dengan dijatuhkannya pidana 

mati kepada seseorang pelaku tindak pidana) tnaka. eaton korban 

(pote,ntial victim) akan menjadi terlindungi. Apnbila dikaHkan dengan 

konstitusi l'asal 28 A sarnpai dengan Pasal 28 1 UUD 1945, terkait 

dengan pengaturan hak asasi rnanusia {HAM) yang tidak boleh 

dilanggar, menurut beliau, dalam Pasal 28 J UUD 1945 sudah 

tnengakomodir ketentuan mengenai pengeeualian tersebut 94 

b. Menolak pidana mali 

I. Roeslan Saleh 

Menwutnya, ada dua hal mengapa ia tidak setuju dengau pidana mati, 

yaitu: 9S 

· a. Kalau ada kekeliruan putusan hakim, apabila hukuman mati itu 
sudah dijalaakan, make tidak dapat diperbaiki lagi; 

b, Mendasarkan kepada Falsafah Negam Pancasila, maka pidana 
mati itu dipandang bertentangan dengan perlkemanusiaan. 

2. Soedarto 96 

1. Manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila 
dtingat bahwa bakim bisa salah dalam menjatuhkan hukuman; 

2. Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuH agar orang tidak 
berbuat jahat, b1rena nafsu tidak dapat dibendung dengan 
ancaman. 

3. Yap Thian Hien 

Menurubtya, hukuman mati secara pemidanaant menurut 

falaafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk 

mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. "Hukuman mati 

hanya menunjukkan keUdakmampuan mendidik narapidanal', 97 

"' lbid., bal. 266~267. 
9..1 JllniQ/ Legislasi Indonesia, Hulmman Mali Di Indonesia, Op.Cir., hal.30. 
96 Ibid. 
91 /bid. 
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4. AriefB. Sidharta 

Menuru!nya, hukuman mali sebagai sanksi pidana tidak 

tnetnenuhi aspek-aspek yang harus ada pada sanksi pidana. Hukuman 

rnati hanya metnpunyai aspek untuk: mendeter (menangkal) orang lain 

agar jangan metaku.kan perbuatan yang menyebabkan pidana 

dikenakan hukwnau mati. Jadi pada hakikatnya, hukuman mati 

,menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tertentu, Ini berarti bahwa hukuman mati bertentangan langsung 

dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni 

penghormatan alas martabat manusia dalam kebernamaannya. Dengan 

dearildan, pada bakikatnya hukuman mali tidak mempunyai tempat 

dalam gagasao hukum henlasai:kan Pandangan Hidup Pancasila 

(kekeluargaan)." 

5. l.E. Sahetapy 

Menwutnya, pidana mati tidak sesuai dengan falsafah 

'p&,C8Sil8 disebabk8D at~~3 (tig8) fakto;, Yaitu:~xr -

1. Pidana mati merupakan bentuk penyiksaan tersendiri~ 

baik berupa jiwa ma.upun ba~ bagi si pelaku; 

2. Pidana mati adalah bentuk hukuman yang menakutkan 

dan tidak mendidik; 

3. Pidana mati mempertaruhk:an hati numni, karena tidak 

.sesuai dengan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang 

MaheEsa. 

~ Jurnai Legjslasi Indonesia, Hu!mma11 Mati Di Indonesia, Op.Cir., hal 24-27. 
'.1

9 J.B.Sahclapy, wawancara dengan penulis pada hari S~lasa, 14 April2009'. 
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Perdebatan mengenai pto dan kontra pidana tnati pada setinp waktu 

tertentu selalu muncul. Menurut Moebadi ZainaL tetdapat 4 (em pat) alasan 

rnengenai hal tersebu~ yaitu: 100 

a. Karena kesadaran hukum masyarakat se1alu betkembang maju, 

demikian pula rasa keadilan masyarnka~ 

b. KMena semua orang pada dasaraya ingin hidup rukun dan 

tenteram, aman tanpa ada kejahatan, apalagi kejahatan-kejahatau 

yang selain meratnpas hak seseotang berupa barta bendat juga 

disertai dellgell perampasan terbadap bak yang paling asasi ialah 

nyawa a:tau pemhunuhan; 

c. KMena orang selalu mengbendaki agar setiap pelaku kejahatan 

diberi pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya, hingga 

tertib masyamkat kembali normal; 

d. K.arena pidana mati mempunyai pengaruh yang besar 

kegnnaannya dahun keseluruban sistem hukum dan usaha 

perlindungan ketenteraman hidup masyarakat. 

Menwut Pakar hukum pidana Universitas Sumatera Ut~ Mahmud 

Mulyadi, sebagaimano dikutip dalam buku Todung Mulya Lubis, bahwa untuk 
-

menilai apakah pldana mati bertentangan a tau tidak dengan Pancasila dan-

UUD 1945, dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu: 101 

1. Pendekatan Filosofis 

Secara filosofis, penjatuhan pidallR terhadap pelaku kejahatan 

berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui 

penerapan pemidanaan. Artinya1 asas filosofis keadilan hendak dicapai 

melalul tujuan pemida.naan. Pidana mati tidak bersumber dari falsafah 

balas dendam, melainkan bersumber dari proporsionaJitas antara petbuatan 

pelaku dengan bukuman yang layak diterima oleh pelaku tindak 

pidanalkejahatan tersebut 

too Moehad! Zainal, (198.4) Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan., 
Yogyakarta: Hanindlla, Cel.akan ~ertama, bal. 1-2. 

101 iodung Mulya Luhls dan Alexander lay, Op. Cit., haL l72-296, 
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2. Pendekatan Ywidis 

Secara yuridis, penjatuhan pidana mali selatu dikaitkan dengan 

Pancaslla dan UUD 1945. Berkaitan dengan PancasHa, sila pertama 

Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua K.emanuslaan Yang Adil dan 

Berndab) membuktikan bahwa negara menjamin kebebasan untuk 

memeiuk a gam a bagi seliap warga negaranya. Sehlngga, pidana mati j ika 

dikaitkan dengan Pancasila selalu dililrnt dari perspektif agama. Sementa.ra 

itu. apabila dikaitkan dengan UUD 1945t pidana mati selalu diperdebatkan 

terkait dengan bak hidup yang merupakan hak a.sasi manusia sebagaimana 

diatur dalam Paso! 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945. Akan tetapi, 

ketentnan dalam Pasal tersebut telah dijawab melalui Pasal 28 J UUD 

1945. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan keadaan yang teijadi dalam 

masyarakat seeara nyata dan berkembang. Seperti contoh kejahatan 

narkotika., merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati karena 

dipandang sebagai suatu kejahatan yang telah menghancurkan kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Menurut Andi Hamzah, pidana mati terbagi atas 5 (lima) kelompok 

berdasarkanjenis~jenis tindak pidana yang diancamkan:102 

1. Pidana rnati bagi tindak pidana umum; 

2. Pidana mati terhadap peJanggaran HAM berat dan terorisme; 

3. Pidana mati yang dihapuskan secara keseluruhan; 

4. P:idana mati yang berlaku secara hukum, akan tetapi ditunda 

Indonesia termasuk dalam kelompok ini1 sebagaimana diatur 

datam Rancangan KUHP, 

5. Pidana mati yang berlaku secara hukum, akan tetapi dihapuskan 

secam de facto. 

mz Wawancara dengan Andi Hamzah pada hari Selasa, 23 April2009. 
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Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubts, 

untuk melindWlgi kepentingan bangsa dan negam, adn 4 (empat) kelompok 

pandl1.tlgan tnellgettai pidana tnati, yaitu:103 

1. Pandangan universal absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai 
universal. Kelompok ini tidak menghargai profil sosial budaya yang 
melekat pada masing-m.a.sing bangsa; 

2. Pandangan universal relatif, melihat persoalan HAM sebagai masalab 
universal, tetapi juga ada pengecua1ian yang didasad:an atas asrus-asas 
hukmn intemasio!llll. Sebagai eontoh teroapet dnlam ketentuan Pasal 
29 Ayat (2} Universal Declaration of Human Rights; 

3. Pandnagan pattiknlaristik absolut, melihat HAM sebagai persoalan 
masing-masing bangsa, tanpa .tnernberikan alasan yang kuat dalam 
melakukan penolakan terhadnp berlakunya dokumen-dokumen 
intettu1sional; 

4. Pandangan pa.rtikularistik relatif, memandang HAM di samping sebagai 
ma.salah universal, juga sebagai masalah nasional masing-masing 
bangsa. Berlakunya dokumen--dokumen intemazional barus 
diselamskan, dlsernsikan dan dtseitnbangkan serta memperoleh 
dnkangan dan tertanam dalam budaya bangsa. 

Berdnsarkan keempat pendangan di alas, menurut Muladi, Indonesia 

. m,eyg_:m_q_t p~~&~'m .. ~laristik r~httif. Penga~tl pida~ .mati di 

Indonesia adalah dengan berusaha menemukan titi.k dialogis antara keempat 

pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa 

. mengesampingkan substansi dok:umenpdokwnen intemasional tentang 

HAM.'04 

2.2 Pengatutan Pidana Mati 

2.2.1 Pidana Mati Dalam KUHP 

Di dalam ketentuan KUHP. terdapat jenis-jenis tindak pi dana yang 

mengandung a.ncaman pidana mati di dalamny~ yaitu kejaha.tan-kejahatan 

yang dapat dikategoriknn sebagai kejahatan yang amat berat. Kejabatan­

kejahatan yang diancnm pidana mati tersebut di dalam KUHP yaitu:ws 

1. Makar, membunuh Kepala Negara (Paso! 104 KUHP); 

2. Mengajak negam asing untuk menyerang Indonesia (Pasal Ill KUHP 

Ayat (2)); 

WJ Todung MuJya l.ubis dan Alexander Lay. Op. Cit,, hal. 269. 
IW Jbid. 
w> Akhiar Salmi, Op. Cit., hal 29-34. 
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3. Member! pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan 

perang (Pasall24 Ayat (3) kUHP); 

4. !'ada wnktu perang menganjurkan huru-hara pemberontakan (Pasal 124 bis 

KUHP); 

5. Membunnh Kopala Negara Sahabat (Pasal140 kUHP Ayat (3)); 

6. Pembnnuhau yang direncanakan terlebih dahulu (J>asal 340 KUHP); 

7. Pencurian dengan keketasan (J>asal365 Ayat ( 4) KUHP); 

8. Pemernsan dengan pemberatan (Pasal368 Ayat (2) KUHP); 

9. Pembajaklin di !aut, pesisit, pautai dan kali (Pasal444 KUHP); 

10. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana I prasarana 

penerbangan (J>asal479 K Ayat (2), Pasal479 0 Ayat (2) KUHP). 

2.2.2 Pidana Mall Dalam Undang-Undang di Luar KUHP 

Di samping diatur di dalam KUHP, pidana mati juga diatur di dalam 

undang-undang pidaua khusus di luar KUHP dan ketentuan pidana dalam 

- undang-undang non pldana di luar KUHP. Ketentuan pernturan perundang­

undangan, baik undang-undang pidana khusus maupun uadang-undang yang 

ada ketentuan pidana di dalamnya, memberikan ancaman pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana tertentu. Tindak pidana rertentu di luar KUHP yang 

memuat ancaman pidana mati yair:u: 105 

!. Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Senjata Api (J>asa1 I Ayat 

(1) yang merubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Stb 1948 

Nomor 17); 

2. Penetapan Presiden RI No mot 5 Tahun 1959 lentang W ewenang Jaksa 

Agung/Jaksa Tentara Aguag dan Tentang Memperbemt Ancaman 

Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelakaauaan 

Perlengkapan Sandang-Pangan (Pasal2); 

3. Pemturan Pemeriotah Pengganti Undang-Undang (Pe!J>u) Nomor 21 

Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tethadap Tindak 

Pidana Ekonomi (J>llSall Ayat (1)); 

106 Ibid., 34-41. 
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4. Urulang-Undsng Nomor 11/PNI'S Tahun 1963 tentang Pembelll!!tasan 

Kegiatan Subversi; 

5. Undang-undaug Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan l<itab Undang­

Undang Hukum Pidana Terkait Kejahatan Terhadap Salll!!a !>enerbangan 

(Menambah Bab XXIX A, Pasa1479 (a) sampai dengan l'asa1479 (r)); 

6. Undang-Undang Nnmnr 22 Tahun 1997 tentang Nar:kol!ika (Pasal80 Ayat 

(1) huruf (a), Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf (a), !>asal 81 Ayat (1) 

huruf~~ruhuruf~~a~OJhuruf~~zhuruf~ 

Ayat (3) huruf(a)); 

7. Urulang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pslkotropika (Pasal 59 

Ayat (2)); 

8. Undang-Undang Nnmor 31 Tahun 1999 tentang Tirulak Pidana Korupsi 

(Pasal2 Ayat (2)); 

9. Urulang-urulang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadihm Hak Asasi 

Manusia (Pasal36, Pasal37, Pasal41). 

10 .. Undang-urulang No=r.23 .Tahnn 2002 tenillng PerlindunganAnak (Pasal 

89 Ayat (1)); 

11. Undang~Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme 

(Pasal6, Pasnl8, Pasal9, PasallO, Pasal14, Pasall5, Pasall6); 

2.2.3 Pidana Mali Dalan Rancangan KUHP 

KUHP yang berlaka sekarang dl Indonesia merupakun warisan dari 

zaman Belanda. Seiring dengan petkembangan zaman, hukum juga 

mengalami perkembangan. Oleh karena itu, dilakukan usaha pembaha.ruan 

hukum pidana nasional untuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia, 

Pembaharuan hukum dilakukan untuk menuju kehidupan yang berkeadilan 

sesuai dengan ni1ai·nitai dan budaya bangsa. Pembaharnan hukutn pidana 

yang menyalnruh metiputi hukum pldana materiil, irulunn pidana formil secara 

bersama-sama untuk dapat menjamin teroapainya keadilan dan kepastian 

hukum.107 

101 Sudarto (1986h Pembaharuan Hukum Pidana dt !mlmresia, dalam Slmposlum 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, haL 26. 
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Dalam Rancangan KmrP, pidana mati tidak terdapat dalam urutan 

pidana pokok."" Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk 

menunjukkan bahwajenis pidana tersebut benar~benar bersifat khusus sebagai 

upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 66 disebutkan 

bahwa pidana mati rnerupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu 

diancamkan secara ahematif. Pidana mati diatur secara altematif dengan rnasa 

peroobaan so lama I 0 (""!'uluh) tahun. Pidana mali ialah pidana yang paling 

berat dan hams sela1u diancamkan secam altematif dengan jeWs pidana 

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

Tindak pidana yang diaru:am dengan pidana mali di dalam 

Rancangan KUHP yaitu: 

I. MakarTerbadap Presidendan Wakil Presiden: Pasal215; 

2. Pengkhlanatan Terhadap Negara dan Pemhncoran Ruhasia Negara: 

Pasal228 Ayat (2); 

3. Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang: Pasal237 Ayat (3); 

4. Tindak Pidana Terorisme: Pasa1242; 

5. Terorisme Dengan Menggunakan Bahan-bahan Kimie.: Pasal 244; 

6. Penggernkan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan Untuk Terorisme: 

Pasal247; 

7. Perbuatan Yang Membahayakan Kesalamatan Penerbangan: Pasal262 

Ayat (2); 

8. Makar Terhadap Kepala Neg am Saba bat: Pasal269 Ayat (2); 

1011 Pcnjelasan Umum Rancangan KUHP 2008: 
"Pidana mali tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pida.na mati ditentukan 
dttlam pasal tetsendiri unmk memmjukkan hahwa jenis pidana lni benar-bcnar 
bersifat khusus sehagsi upa:ya lcrakhir untuk men,gayomi masyarakat. Pidana mati 
adalah pidana yang paling bemt dan harus selah1 dianeamkan secara altemalif 
denganjcnis pidana seumur hldup atau pidana penjata paling lama 20 (dua putub) 
!ahun. Pidana mati dapat dijatuhlom pula secara bcrnyarat, dengan memberibn 
masa pcr<:obaan, sehingga dalam tenggang waktu m~ percobaan tersebut 
terpidana diharapkan dapat memperbaiki dirl sehingga pidana mati tida.k perlu 
dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana pernmpasan kemetdekaan". 

Penjelasan Pasal66 : 
"Pi dana mail dicanlumkan dalam pasallcrsendiri untuk menunjukkan bahwa jenis 
pidana ini benat·benar bcrsifat khusus. Jika dibandlngktw dcngan jenis: t~tdana 
yang lain, pidana ntati mcrupakan jenls pi dana yang paling berat. Oleh kate.na itu, 
harus selalu diancamkan secara altematif dengan jenis pidana lal.nnya yakni 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tm}ing lama 20 (lahun)" 
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9" Tindak Pidana Genosida: Pasal 394 Ayat (I); 

10" TindakPidanaKemanusiaan: Pasal395 Ayat(l); 

II" Tindak Pidana Dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata: Pasal 396 

sampai dengan Pasal 399; 

12" Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Pasal 509; 

13" Tindak Pidana Penyalabgunaan Psikottopika: Pasal 515; 

14. Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Pembunuhan Ber<l!lcana: Pasal 572 ; 

15. Tindak Pidana Koru~if Penyalahgunaan Wewenang Yang Merugikan 

Keuangan Negara: Pasal684 

Dengan melibat pada pengaturan alas tiga undang-undang di atas 

mengenai pldana mati, yaitu dalam KUHP. Undang-undang khusus di luar 

KUHP haik undang-undang pidana kbusus maupun undang-undang yang ada 

ketentuan pidana di dalt!lllllya serta Rancangan KUHP, dapat dilibat adanya 

perbedaan jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati. 

Rancangan KUHP mengakomodir jenis tindak pidana yang selama ini tidak 

termasuk dalam ketentuan KUHP. Meskipun ada penambahan tindak: pidana 

dalam Rancangan KUHP yang mengakomodir ketentuan undang·undang di 

luar KUHP, temyata ada jenls tindak pidana dalam KUHP yang dihilangkan 
. 

sebagai tindak pidana yang diancamkan pidana mati, yaitu: 

1. Peneurian dengan kekerasan; 

2. Pemerasan dengan pemberatan; 

3. Pernbajakan di laut, pesisir pantai dan kali. 

Dalam Rancangan KUHP, jenis pi dana umum yang masih 

dipertahankan dengan ancaman pidana mati adalah pembunuhan berencana. 

Menurut penulis, adanya pengunmgan pasal pidana mali dalaru KUHl' ke 

dalam Rancangan KUHP adalab untuk menunjukknn kehati-hatian babwa 

pidana mati yang berlaku di Indonesia untuk masa ke depan nantinya, adalab 

benar-benar jenis tindak pidana yang dikategorikan berat atau suatu kejabatan 

yang dianggap bersifat luar biasa dan mempunyai dampak yang luas. Penulis 

menggolongkan kejahatan tersebut dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut: 
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1. Tindak pidana tetbadap negara (makar, pengkhiatan terhadap negarn 

serta lindak pidatJa dalam masa pernng); 

2. Tindak pidana umum terhadap nyawa (pembunuhan berencana); 

3. Tindak pi<lana narkotikaipsikotropika; 

4. Tindak pidaoa terorisme/pelanggatan HAM hera~ 

5. Tindak pidaoa korupsi, 

Se1ain adanya perbedaan jenis pi dana yang diancamkan pidana mali 

antara KUHP dengan Rancangan KUHP, perbedaan prinsip yang mendasar 

alas kedua pengatumn tersebut edalab berlakunya masa percobaan selama iQ 

(sepuluh) tabun Secai1il bersyarn! terhadap putusan pidana mati yang 

dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam Ranclltlgan KUHP, pidana mali 

diancamkan secara •:ltematif dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan 

pidana selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Dengan edanya ancaman pidaoa 

altematif, maka hakim tidak se!alu menjatuhkan pidana mali bagi kejabatan­

k<liahatan yang diancam dengan pidana mati. Berdasarkan prinsip itu, hakim 

·- · bebas· dalam·;nernilib dan memperlimbangkan apakab ·akan menjatuhkan 

pidana penjarn seumur hidup ataupun pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. 

Apabila Rancangan KUHP telah diberlakokan menjadi KUHP, maka 

ketentuan undang-undang lain di luar KUHP hams betpedoman pada KUHP. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Ketentuan Penutup, Pasal211 

Rancangnn KUHP yang menyebutkan: 

"Bahwa ketentuan datam Bah I sampai dengan Bab V, buku Kesatu 
berlaku juga bagi perbuatan~perbuatan yang dapat dipidana menurut 
peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan Jain menurut 
peratumn perundang-undangantersebuf'. 

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang menjadi penghubung 

berlakunya daya mengikat peraturan-pernturan lain di luar KUHP terbadap 

Rancangan KUHP sebagai pedoman apabila Rancangan KUHP ini telab 

dibarlakukan menjadi KUHP nantinya. 
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PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK KHUSUS DAN 

ALTERNATIF DALAM RANCANGAN KUHP 

3.1 Kousep dan Tujuan Pengatnrau Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP 

3.1.1 Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati Dalam Ra'leangan KUHP 

4S 

Dalam Ram:angan KUHP, pidana mati tidak termasuk dalam jcnis­

jenis pidana pokok. Pasal60 menyebutkan ·bahwa pidana mati merupakan pidana 

pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara altematif. Menurut 

Mardjono Reksodiputro selaku ketua Tim Perumus Rancangan KUHP tahun 

1987 sampai tahun 1992, sakitar akhir tahun 1970'an suttah ada perdebatan di 

Indonesia mengenai apakah kita masih memerlukan pidana mati atau tidak. 

Perdebatan itu menjadi alasan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai 

pidana pdkok.109 Menurut beliau, ada dua alasan untuk berargumentasi mengenai 

masih diperlukannya atau tidak pidana mati:110 

1. Pendapat tidak setuju pidana mati: 

(1) Pidana mnti bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), karena 

HAM menyatakan bahwa jiwa manusin itu selalu harus dilindungi dan ini 

ditafsirkan bahwa manusia tidak boleh mengambil nyawa manusia lain; 

(2) Sudah banyak negara. yang menghapuskan pidana mati dengan alasan 

dari negara-negam itu, bahwa kalau terjadi kekeliruan penerapan hukum 

(miss-carried of justice) dan orang itu kemudian diliukum mati, maka 

tidak ada cara untuk membatalkannya. 

2. Pendapat setuju pidana mati: 

(1) Pidana mati masih dibutuhkan karena pidana mati dapat merupak:an 

ancaman1 penangka1an (deterrence) terhadap kejahatan yang kejamlsadis. 

Pelaku. kejabatan itu yang telab melakukan suatu perbuatnn yang amat 

sangat mengganggu rasa keadilan di da1am rnasyaraka~ misalnya seorang 

suami membunuh isterinya atau anaknya atau yang serupa dengan itu, 

Hw Wawancara dengan Mardjono R.eksodiputro pada tangga[ l3 Mei 2009. 
IW!bid. --

Universitas Indonesia 
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maka si pelaku sebenamya sudah kehilangan haknya untuk dilindungi 

atau dengan kala lain pantas untuk dihukum mati; 

(2) Oikemukakan oleb mereka yang beragama Islam yang menyatakan 

bahwa hukuman mati diperkenankan oleh ldtab suci Alqur'an. Oleh 

karena ini adalah fuman Tuhan, maka tidak dilarang manusia 

menghukum mali manusia lain ynng ber-salah. 

Perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati tersebut tetbawa 

dalam Tim Perumus Rancaugan KUHP yang pada waktu itu masih diphnpin 

oleh Soedarto. Tim tidak bisa menyelesoikan pardebatan itu, sebingga kemudian 

tim mengambil jalan kompromL Oleh karena itu, pidana mati telap dimasuk.<an 

dalam Raneangan KUHP, akan tetapi tidak lagi pada jellls pldana pekok. 

"Baiklah !rita teb>p meneantumkan pldana mali dalam Raneangan KUHP 

Nasional, nrunun ldta akan menyatakan bahwa ancaman pidana mati ini adalah 

suatu pidana khusus dan pi dana khusus barus selalu dialternatifkan" .111 

Burdasaakan pemildran di alas mengenallatar helakang dimasukkannya 

pidana mali dalam Rancangan KUHP, menurut Mnrdjono Reksodiputro, ada tiga 

hal muncul sebagai konselruensi dari ketentuan tersebut, yaitu: 112 

(l) Kanma dinamakan pidana khusus, maka tidak bisa masuk dalam 
kelompek pidana polrok,jadi diberikan pasal khusus; 

(2) Menurut tim, Indonesia tidak lngln menglkuti model yang ada di 
Singapura dan Malaysia terhadap pelaku tindak pidana narlroba. Di 
sana, pidana mati wajib dijatuhk:an. Apabila hakim beranggapan bahwa 
seseorangl terdakwa sudah memenuhi unsur delik narkoba, maka tidak 
ada altematiflain selain menjatuhkan pidana matt; 

(3) Pidana khusus diterapkan dalam hal-hal yang luar biasa dan selalu 
diterapkan altematif. lni juga untuk menghilangkan pandangan bahwa 
hakim itu dikekang, tidak bisa harakspresi dalam menjatuhkan pidana 
mati atau tidak. 

HI /bid. 
ttl Ibid. 

Unlversl1as Indonesia 
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3.1.2 Koosep Pidaoa Mali l>alam Raocaogao KUHP 

Menurut Barda Nawawi Arief, kedudukan!posisi pidana mali dan 

pidana seumur hidup secara teoritik: 113 

"Pidana mati a tau seumur hidup termasuk pidana absolut (absolute 
punishment). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi 
dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat 
kemutlakan (absolute), yaitu: sudah melakukan kejahatan yang 
secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarekat; ada 
kesalahan absolut (maksimaVfatal); dao si pelaku itu diaoggap 
secara absolutlmutlak sudah tidak. dapat berubah!diperbaiki. Dilihat 
dari sudut kebijakan penal, pandangan asumsi absolut yang 
demikian patut dipermasalahkan. 

Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut 

(1 00 % bersalah) pada diri seseomng, terlebih karena faktor "kausa dan 

kondisi" yang menyebabkan teijadinya kejahatan cukup banyak, sehingga 

tidak dapat 100 % dibebankan pad a kesalahan si pelalru. Kenyataan lain 

menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah 

atau tidak bisa diperbaikilmemperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang 

bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada 

pandangan/asu.msi dasar/kebijakan yang absolut itu. 114 

Meskipun pidana mati tetap dipertahank:an dalam Rancangan 

KUHP, akan tetapi tidak berorientasi pada kebijakan/paradigma absolut 

sebagaimana diurnikan di atas. Status pidana mat:i dalam Rancangan KUHP 

tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana 

khusus (eksepsional). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 Konsep 2000. 

Namun, dalam perkembangannya, Konsep 2004 (Pasal 62), Konsep 2005 

serta 2006, Pasal 66 (terbaru Konsep 2008) menyebutnya dengan istilah 

('pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara 

altematiP' .115 

113 Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mat! Dalam Perspektif Global dan 
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. dalam Jurnal Legi.sla.si Indonesia. 
HukumanMatf Dl Indonesia, Op. Cir., ha1.14. 

114 Ibid, 
m Ibid., hal. 15. 

Universitas Indonesia 
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Berdasarkan ide dasar dan tujua.n perlindUilgan tnasyarakat serta 

bertolak dari basil penelitian116, maka Rancangan tetap Jnempertabankan 

je:nis-jenis pidana berat, yaihl pidana mati dan penjara sewnur hidup. Namun 

dalam kebijakannya juga mempertimbangkan perlindungan I kepentingan 

individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:111 

a. "Penundaan pelaksanaan pidana mati" atlm "pidana mati bersyarat", 
y•itu apabila dalam masa peroobaan (10) tabun terpidana 
menunjukkan sil<ap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi 
pidana penjam seumur bidup atau penjarn 20 (dua puluh) tahun (Pasnl 
82 Konsep 2000, Pas! 86 Konsep 2004, Pasal 89 Konsep 2005 & 
2006); 

b. Dapnt diubabuya pidana penjam seumur bidup menjadi penjam 15 
(lima belas) tabun epabila terpidana telah menjabun pidana minimal 
10 (sepulub) tahun dangan berkelakuan baik {Pillllll 65 Knnsep 2000; 
Pasal 67 Konsep 2004). Dalam Pasal 70 Konsep 2005 & 2006 
mi:nimalnya diubah, ·~elah menjalani paling kurang 17 (tujub belas) 
tahWl". Dengan adanya ketentuan ini, dimungkinkan terpidana 
mendapatkan "pelepasan bersyarat'' (conditional release/parole). 

Konsep pidana mati dalam Rancangan KUHP adalah pidana pokok 

yang bersifat khusus dan s~lu diancamkan secara altetnatif, sebagaimana 

diatur daban Pasal 66 Rancangan KUHP. Maksud dati kekhususan pidana 

mati adalah karena pidana meti tidak lag! dimasukkan dahun pidana pokok, 

akan tetapi diatur dalam pasal khusus. Pidana mati yang dicantumkan dalam 

pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana 

yang bersifat istimewa dan hanya diancamkan pada jenis tindak pidana 

tertentu saja yang dianggap merupakan jenis pidana berat. Maksud 

diancamkan altematif adalah, bahwa apabUa suatu tindak pldana diancam 

dengan pidana mali, oleb Jal= Penuntut Umum (JPU) tidak pernab 

diancamkan secara berdiri sendiri. Artinya1 apabila 1PU mengancamkan 

dengan pi dana mati. rnaka barns diikuti dengan ancamn.n • a tau pidana 

seumur hid11p atau pida11a penjara p(J(in,g lama 20 (dua puluh) ta.hun', 

Dalam menjatuhka.n putusan, hakim mempunyai kebebasan berdasarkan aJat~ 

116 tapo:ran Penelitian, Op. Cit, ~nyalal<an bah\\oa pandangan yang pro terhadap 
pidana mali betdasatkan alasan "sarana ternkhir perlindung.an masyarakar' berjumlah :56, 63 % 
(iumlah% terhanyak, pen). 

111 Barda Nawawi A.rief {2001}, Masalah Pidana Mati t>alatn PetstJeldif Global dan 
Pen;pektif Pembaharuan Hukum Pidana Di indonesia, da1am Junwl Legislasi lndonesio, 
Hukuman Matl Di Indonesia, Op, Cit., hal. 9-10. 
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alat bukli dan fakta di persidangan serla keyakinan dllll hati nurani untuk 

menentukan apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana alternatif. 

3.1.3 Tujuan hmldanaan Pldana Matl Dalam Rancangan KUHP 

Konsep Rancangan KUHP di!atarbelakangi oleh berhagai pokok 

pemikiran yang secara garis besar dapat disebut 'ide keseimbangan'. Ide 

keseimbangan ini a.ntam lain ro.encakup: 1 18 

a. Keseimbangan monodualistik antara 'kepentingan umum I masyarakat' 
dan 'kepentingan individu I perorangan•; 

b. Keseimbangan antara perlindunganllrepenlingan pelakn lindak pidana 
(ide individuallsasi pirlana) dan korban tindak pidana keseimbangan 
antam unsur/fakior 'objektif' (perbuatan!lahiriab) dan 'subjektir 
(oranglbatiniah!sikap batin); ide 'daad-dader strafrecht' (kesempatan 
hagi pelaku untuk berubab menjadi omng yang lebih baik}; 

c. Keseimbangan antara kriteria 'fonnal~ dan 'material~ (berkaitan dengan 
asaslegall!as); 

d. Keseimbangan antara 'kepaslian hukem', kelenturan I elaslisitas I 
fleksibllitas' dan ~keadilan?; 

e. Keseimbangan oilai~nilai nasional dan niJai-niJai globaJ I internasional/ 
universal. 

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. maka tujua.n 

pemidanaan menurut Raneangan diamhkan pad a dua sasaran pokok, yaitu: 119 

L Pedindungan masyarakat; 

2. Perlindunganlpembinaan individu. 

Apabila dikaitkan dengan pidana mati, maka ide keseimbangan tersebut 

adalah berkenaan dengan sasa.ran pokok sebagai ide dasar untuk tujuan 

perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan masyarakat 

yaitu berupa dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku kejabatan dan 

perlindungan invidu yaitu perlindungan terhadap pelaku kejahatanfterpidana 

mati untuk tnendapatkan masa penundaan dan masa percobaan.110 

Menurut Barda Nawawi arief, toJak ukur dari pi dana mati jika ditinjau 

dari tujuan pemidanaan adaiah untuk _ efek pencegahan. Dalam pelaksanaannya, 

111 Bards Nawawl Arlef {2007), Masalab Pi dana Mati Dalam Perspektif Global dan 
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di indonesia, dalam Jumal .Legislasi lndanesia, 
Hukuman Mali 1:>i Jmionesfa, Jakarta: Diroktorat Jenderal Peraturan Perundang~Undangan 
Devartemen Hukum dan HAM lU, VolA No.4 Desembcr 2007, haL 9. 

ll? Ibid. 
llO /bid. 
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efek pencegahan itu tidak semuanya menjadi efektif. Akan tetapi banyak 

dikaitkan, ada efek pencegaban untuk yang lain, maka bisa dijadikan tolak ukur 

dengan dijatuhkan pidana mati, "ApabHa dilihat dari sisi pelaku, ada suatu nilai 

pesimis untuk mengakur bahwa adanya efekjera". '" 

Dipertabankannya pldana mali juga didasarkan pada ide menghindari 

tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendarn, emosionaJ, sewenang­

wenang, tak terkendaU atau bersifat ,"extra-legal executionl'.tu Artinya~ 

disediakannya pidona mat! dalam Undang-Undang dimaksndkan untuk 

memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pldana mati 

dalam Undang-Undang, tidak merupakan jaminan tidak adanya pidana mati 

dalam kenya !rum di masyamkat. Oleh lrnrena itu, untuk menghindari emosi balas 

dendam pribadiimasyamkat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana 

apabila pidana mati tetap tersedin dalam Undang-Undang. Dengan demikian, 

diharapkan penempannya oleb bakim akan lebih selektif dan berdasarkan 

pertimbangan yang rasionaVtedkandali. Pidana mati dimaksudkan juga untuk 

memberikan perlindungan individulwarga masyarakat dari pembalasan yang 

sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat J:U 

Pola pemildran di atas didasarkan pada. pnndangan teoritik, 

sebagaimana dikelompokkan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu: 124 

1. Emile Durkheim', salah satu tujuan pidana itu adalah kemungkinan untuk 

melepaskan emosl atns tindak pidana yang tel]adi (To create a possibility for 

the release of emotir:ms that are aroused by the crime); 

2. Sebwartz & Skolnick, tujuan pidana itu adalah unluk menyalurkan atau 

memberi akses atas reaksl dari motifbaJas dendam (To provide a chamud for 

the expression of retaliatory motives). 

m Ibid. 
tu Ibid, 
!:!.} lbid. 
124 Bania Nawawi Arief (2000), Kebijakru; Leg!slatif Oalam £l'enanggulangan 

Kejahatan Den!Pln P'idtma P'enjll.m, Semarang: Badan Penerbit UNDIP cetakan ke«3, haL 87. 
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Selain pola pemlkirnn di atas, pidana mati juga didasarlain pada 

pertimbangan. ba:hwa extra-legal execution sangat ditentang oleh tnasyarakat 

dunia. Tindakan sewenang-weuang di luar hukum. secata tegas ditentang oleh 

kongres PBB ke-6 !ahun 1980. Dalam resolusi ke-5 mengenai extra-/ega/ 

executions antara lain dinyatakan:1
lS 

1. "Deplores and condemns the practice of killing and executing 
political opponents or suspected offenders carried out by armed 
forces, law enforcement•or other governmental agencies acting witlt 
the tacit or other support of such forces or agencies'~ (Menyesalkan 
dan mengutuk ptaktek pembunuhan dan pelaksanaan bukuman mati 
terhadap lawan-lewen pnlitik atau pam tersangka pelanggar hukum 
yang dilaksanaken oleh kekoatan-kekoatan bersenjata, penegak 
bukum atau aparat-epamt pemerin!ah lainnya atau kelompnk­
kelompnk yatlg benifilt kemiliteran ateu oleh kelompnk·kelompnk 
politik yang dilakakatl secam diam-dilllll atau deegatl dukungan lain 
dari kekuatan-kekoatan atau aparat-aparat serupe itu). 

2. "'Affirm that such acts constitute a particulary abhorrent crime the 
eradiCJ'JtiOn of which is a high international priority .. (Menegask:an 
habwa tindakan.iiodakan serupa itu merupakan suatu kejahatan yang 
sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan suatu prioritas 
intemasional yang sangat utama). 

Dikeluarkannya pidana mati dari komposisilderet.an pidana pokok 

dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus/ekseptional, 

disebabkan hal-hal sebagai berikut126 

L Dilihat dari tujuan pemidanaao. pidana mati pada hakikatnya hukan 
sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkari dan 
memperbaiki indivldulrnasyarakat. Pidana mati banya merupakan 
sarnna terak.hir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan 
"amputasiiopc:rasi" di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya 
juga bukan sarana!obat utama, tetapi hanya merupakan upaya 
perkecualian sebagai saranalobat temkhir. 
Oleh karena itu ditegasken dalam Konsep (Pasal 8012000; Pasal 
8412004; Pasal 8712005·2006, teroaru 2008) behwa "pidana mati 
secara al-atif dijaruhken sebagai upaya terakbir untuk 
mengayomi masyarakatu. 

2. Dati basil penelitian yang pemeh dilakukan (seperti dikemukakan 
di alas), kelamyakan respnnden (56, 63 % ) menyatsken petlunya 
pidana mati dipettahatlken sebagai "sarana ternkhlr" melindungi 
masyarakat dari ~enjabat sadis dan sukar diperbaiki lagi.127 

n.s Jbr'd,, haL U3. 
n6 }bid. 
m Laponm Penelltian'1Ancaman Hukurnan Mati Dalam Sistem PemidanaatJ", 

Kerjasama Kejaksaan Agung R1 dan t:H UNDJP",I981/i982, ba1anum 13. 
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Terkait dengan tujuan Pemidanaan, dalam Rancangan l<.UHP diatttt 

dalarn Pasal54: 128 

Ayat (!): 
Pemidanaan bertujuan: 
a. mencegah dilakukarutya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat; 
b. men;asyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingg~ I!lenjadi orang yang baik dan berguna; 
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keSeimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan 
e. memaafkan terpidana. 

Ayat (2): 
"Pem.idanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia". 

Dikaitkan dengan kerangka teori mengenai sanksi pidana menurut B. 

AriefSidharta sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, maka pidana mati 

sebagai sanksi pidana yang dapat dipertanggungajawabkan, memenuhi dua 

aspek, yaitu: 129 

1. Aspek penilaian rnasyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan 
oleh terpidana bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bll11.lk, 
menindas martabat sesama dan membahayakan eksistensi 
masyarakat manusia yang sehat; 

2. Hukuman mati dimaksudkan untuk menangkaU mencegah 
(deterrence) ornng lain agar jangan melakukan perbuatan 
sebagaimana yang telah terpidana lakukan yang menyebabkan ia 
dihukum mati. 

128 Penjelasan Pasal55 Rancangan KUHP: 
Ayat (l) 
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim 
penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh. dalam kasus 
tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu 
sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabililasi, dan resosialisasi, !Jemenuhan 
pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk mengbilangkan rasa bersalah 
bagi yang bersangkutan. 
Ayat (2) 
Meskipun pidana pada dasamya merupakan suatu nesla!Ja, namun pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan marlabat manusia. 
129 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009), Kontrover.si Hulmman Mati 

Perbet!aan Pendapat Hakim Konstitmi, Jakarta: Kompas, hal. 236-238. 
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3.1.4 Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Rancangan KUHP 

Dalam Konsep Rancangan KUHP, bentuk pidana mati bersifat khusus. 

Pengkhususan ini apabila diperhatikan bersifat total dan menyeluruh. Artinya, 

konsep pidana mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa, sehingga ia 

tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati. 130 Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwCI dewasa ini pidana 

mati dianggap tidak la~i mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat modem 

karena menyerahkan ketentuan mengenai kehidupan individu manusia ke tangan 

seorang bakim. 131 

Dalam penjelasan Rancangan KUHP, makna pidana mati merupakan 

pidana pokok yang bersifat khusus maksudnya adalah bahwa pidana mati yang 

dica.ntumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini 

benar-benar bersifat isti.mewa. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, 

pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu harus 

diancamkan secara altematif. ''Temyata dari penjelasan, kita tidak memperoleh 

kejelasan apa makna khusus tersebut, akan tetapi yang ada adalah mengapa 

ditempatkan pada bagian yang khusus dan tidak menjadi satu dengan pidana 

pokok lainnya" .132 

Menurut Barela Nawawi Arief, sebagaimana dikutlp oleh Rudy 

Satriyo: 133 

" ... pertimbangan utama digesemya kedudukan pidana mati itu 
didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pernidanaan dan 
tujuan diadakannya/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu 
sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati pada 
hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk 
mengatur, menertibkan dan rnemperbaiki masyarakat. Pidana mati 
hanya merupakan sarana perkecualian". Jadi, kata khusus tersebut 
tidak hanya sekedar menunjuk pada penempatannya yang khusus, 
akan tetapi juga dengan mengingat dari sifat pidana mati yang 

130 Jimly Asshiddiqie (1996), Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Bandung: 
Angkasa, hal. 228. 

Ill /bid. 
132 Rudy Satriyo Mukantardjo (2005), Rancangan KUHP Nasional Menghindari 

Pidana Mali, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuma11 Mati Di Indonesia, Jakarta; Direktorat 
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Rl, Vol.2 No.I Mareta 
2005, hal. 44. 

m Ibid., hal. 45. 
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"bukanlah satalla utatna (sarana pokok) untuk tnengatur, menertibkan 
dan lnemperbailci tnasyarnkat". 

Makna 'dan selalu diancamkau secara alternatif menunjukkan bahwa 

sanksi pidana maH tidak pemah d!ancamkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

secara berdiri seudiri, Artinya, kalau JPU mengancamkan atas tindak pidana 

yang diancamkan dengan hukuman matl, harus dilkuti dengan 'atau perrJara 

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua pululr) talum', Semua 

ini dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasai &0 (konsep terbaru 2008~ 

Pasal 87} bahwa. "Pidana mati secara altematif dijatu.hkan sebagai upaya terakhir 

untuk mengayomi masya.rakaf'. Sampai dengan pengatumn dan penje1asannya 

Pasal 61 dan Pasal 80 (konsep terbaru 2008, Pasal 66 dan Pasal 87), maka 

meskipun ada peegakaan mengeeai pidana mati dalam RUU KUIIP Nasional, 

namun dalam pelaksanaannya menjadi sangat selektif dan Umitatif 134 

Meskipun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan alasan 

kepentiogan urnurn (pertiodungan masyamkat), oamun di dalam pelakaanannya 

juga _memperhatikan kepentinganlperlindungan individu (ide keseimbangan 

monodualistik). Hal ini terlihat dari ketentuan sebagai berikut: 13s 

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang 
sakit jiwa; 

2. Penundaim pelaksanaan pidana mali (pidana mail bersyarat) dengan 
masa percobaan; 

3, Perobahan pidana mati dalam masa percobaan 10 (sepu1ub) tahun 
menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjarn 20 (dua puluh) 
tahun; 

4. Penundaan pelaksanaan pidana mati sampai permohonan grasi 
ditolak oleh Presiden; 

5. Perubahan pjdana ma.ti menjadi seumur hidup apabila pidana mati 
tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena 
terpidana melarikan diri. 

Penundaan pelaksanaan pidana mad juga terlihat daJam Resolusi 

Konlisi HAM PBB 1996/61, menghimbau negara-negara yang masih 

mempertahankan pidana mati untuk menetapkan "penundaan eksekusi pidana 

mati'' atau a moratorium em executions with a view to completely aboslisJdng the 

134 Ibid., hal. 46. 
m Jla.rda Nawawi Arief{2007}, Masalah Pidana Mati Dalam PerspektifGiobal dan 

Perspeklif I'ernbaharuan liukum Pidana Di Indonesia, dalam Jurnal Legislosi Indonesia, 
HulmmanMati Dl !ndcmesin, Op. Cit., hal. 16. 
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death penalty"1Yl Pidana matt dan penjara seumut bidup tnenwut Konsep 

Rancangan KUHP tidak dapat dijatubkan terhadap anak. Menurut Pasal 1!9 

Ayat (2) Konsep 2000 (menjadi Pasal 12312004, Pasal 12612005·2006, terbaro 

Konsep 2008 Pasall26 Ayat (3)): 

"Jika tindak pidana yang dilakukan anak tnerupakan tindak pidana 
yang dianca.m dengan pidana mati atau penjara seumur bidup1 maka 
pidana yang dijatubkan adalah pidana pelliara paling lama to 
(~epuluh) tahun". 

Dalarn penjelasan l'asal 126 Ayat (3) RUU KUHP, disebutkaa bahwa 

Ancaman pidana mali dan pldana penjara seumur hidup tidak dapat dljalnbkan 

kepada anak, dengan harapan anak tersehnt masih dapat dibina untuk dipetbaiki 

baik budl pekerti maupun akblaknya. Pidana penjarn untuk anak paling lama 10 

(sepulub) tahun dianggnp telah euknp untuk membina anak derni kehidupan 

selanjutnya. 

Sedangkan ketentuan mengenai penundaan pidana mati bagi wa.nita 

hamil atau orang sakitjiwa1 dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 8S Ayat 

(3): 

"Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita bamil atau orang yang saki! 
jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang salcit 
jiwa tersebut sembuh". 

Mardjono Reksodiputro mempunyai pandangan ternendiri tentang 

ketentuan mengenai orang sakitjiwa:137 

.. Dl Indonesia, ketentuan apakah seseorang itu mempunyai sakit jiwa, 
ditentukan oleh saksi ahli yang adalah seorang dokter penyakit jiwa 
(psikiater). Dalam Rancangan KUHP, ketentuannya memang sama 
dengan KUHP klta yang sekarang berlaku. ada ketentuan bahwa 
seseonwg yang sakit jiwanya, karena dia tidak bisa membedakan an tara 
salah dan benar, maka ia tidak pantas untuk dibukum. Tapi dalam 
Rancangan KUHP kita, Tim perumus juga sebenarnya memasukkan 
sebuah pasal lentang "berkurang rasa tanggung jawabnya". Jadi dia 
tidak saki! jiwa total atau gila, akan tetapi berkurang. Jadi ada 
degradasi atau tingketan. Memang pada waktu dlJUmuakan tidak ada 
perbineangan ini lebih mendalam. Akan letapi, hakhn horus percaya 
saja psda dokter abH jiwa". 

1!6 lbid. 
m Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal13 Mel 2009. 
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Mardjono Reksodiputro mempunyai pemikiran baru terkait hal di 

(I) Orang gila 
Pada saat seseornng itu melakukan pembunuhan, ia sakit jiwa. Jadi 
pada saat itu, dia tidak: sadar atau tidak btsa membedakan mana 
perbuatan yang benar atau salah. Orang gila Udak dapat dtrointa 
perta11ggungjawaban pidananya, sebagaimana diatur dalrun J>-1 44 
KTJHP, lis! ini juga harus dikaitkan dengan presumption of inno11ce1tt 
(praduga lidak bersalah). Praduga tidak bersalah sering dipertentangkan 
dengan praduga bersalah. Asasnya, aparat harus menerapkan praduga 
tidak bersalab. Polisi atau penyidik selalu akan memakai praduga 
bersalah, karena jika tidak dia tidak mungkin akan menangkap orang. 
lni berkaitan dengan guilt. Pengertian guilt pada awal adala.h legal 
guilt, salah menurut hokum yang hanya dapat ditempkan melalui 
pengadilan sesuai dengan keputusan hokum tetap. Faktual guilt adalah 
salah menurut fakta. Seperti contoh, omng gila yang membunuh. 
Secara faktrtal guilt, ia bersalah karena secam fakta jelas menunjukkan 
ia bersala.h. Akan tetapi, secara legal guilt, ia. tidak dapat diperea.lahkan. 

(2) Jbu hamil 
Pada saat melakukan suatu tindak: pidana. seorang ibu hamil 
sebenarnya tidak dapat dijanrin mempunyai pemilrinm :rosional. Alasan 
tidak dapat pidana mati dijatubkan kepada omng gila dan ibu hamil, 
karena pada saat dia meiakukan perbuatan itu. tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Tapi apabila dapat dibuktikan, bakim barus 
mempercayai keterangan saksi ahli dokter jiwa tersebut, dan dapat 
menjatuhkan putusannya berdasarkan .keyakinan. Pela.ksanaan eksekusi 
bagi ibu harnil yaitu setelah. 40 (empat puluh) hari melahirkan. 

(3) Pada saat melakukan tindak pidana, dia tidak salcit jiwa. Akan tetapi, 
pada saat dia dihukwn, dia mengalami sakitjiwa, 

berikut: 

Menurut beliau, pelaksa.naan eksekusi harus menunggu sampa\ 
terpidana tersebut sembuh, meskipun kurun waktunya tidak dapat 
diukur. 

Pemikiran baru mengenai hal tersebut, dapat penuUs simpulkan sebagai 

I. Orang gila/sakit jiwa yang rnelakakan tindak pidana, pada daS8Ulya 

tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya; 

2. lbu bamil yang melakukan tindak pidana yang dlancamkan pidana 

mnti, pelaksanaan pidana matinya ditunda sampai dengan 40 

(empat puluh) hari setclab melahlrkan; 

l~t Ibid. 

Unlvetsltas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



so 

3. Pelaku tindak pidana yang diancamkan pidana mali menjadi 

gita/sakit jiwa pada saat menjalani pidana sementara (setelalt 

selesai putusan hakimfproses persidangan), pelaksanaan pidana 

maUnya ditunda sampai orang tersebut dinyatakan benar-benar 

sembuh melalui dokter yang menangani kejiwaan. 

Menurut penulis, sifat kekhususan dan ~elalu Uiancatnkan seca.ra 

n1tematjf dari penerapan pi dana mati da.lam Rancangan KUHP, dapat dirinci 

sebagai berikut: 

I. Sifat kekhususan 

a. Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana tertentu yang 

dipandang sebagai suatu tindak pidana serius; 

b. Berka.itan dengan adanya pemberlakuan syarat-syarat pidana percobaan 

se!ama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (I) 

Rancongan KUHl'; 

c. Adanya penundaan peiaksanaan pidana mati terhadap terpidana ibn hatnil 

dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) 

Rancangan KUHP. 

2. Sifat diancamkan secara alternatif 

a. Pidana altematif dalam persidangan 

: Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perkara 

yang diancamkan pidana mati, maka tuntutan pidana tersebut tidak 

pemah berdiri sendirildakwaan tunggal. Tuntutan JPU harus selalui 

diik:uti dengan pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau 

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun; 

b. Terpenuhinya syarat~syarat kekhusuan, berupa: 

1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hldup atau pidana 

penjara 20 (dua puluh) tahun disebabkan adanya masa percobaan 10 

(sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (I) 

Rancangan KUHP; 

2, Adanya perubahan pidana matl menjadi seumur h.idup atau pidana 

penjarn 20 (dua) tahun disehabkan karena eksekusi mati tidak 

Unlversltas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



Gl 

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grnsi dito1ak Presiden 

sebagaimana diatur dalam Pasal90 Rancangan KUHP. 

Oengan demikian ancaman secara alternatif, mempakan konsekuensi 

lanjutan dati sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat kekhususan pidana mati 

tersebut te1ah terpenuhi) maka dengan sendirinya pidana yang diterapkan adala.b 

pi dana altematif berupa pidana sewnur hidup a tau 20 ( dua puluh) tahun. Dengan 

demikian pengatutan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan 

altematif dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang 

sating berkaitan. 

3.2 Konsekuensl Berlakunya Masa Percobaan Dalam Rumusan P:asal 89 Ayat 

(I) Rancangan KUHP 

Dalam Rancangan KUHP, pida.na mati diatur dengan adanya masa 

percobaan. Dalam debat-debat tim penyusun Rancangan KUHP. ada yang 

benmggapan, jangan srunpai teijadi lagi kekefuuan hukum (menghukwn orang) 

sebagaimana dulu pemah terjadi dalam kasus sengkon·karta:''9 Menurut Muladi, 

sebagai salah satu Tim Penunus Rancangan KUHP, memaparkan bahwa di Cioa 

sekitar tahun 1985, ada orang yang dihukum mati dengan rnasa percobaan. 

Bercermin pada keadaan di Cina tersebut, Muladi bernnggapan, kenapa ldta 

tidak memberJakukannya juga di Indonesia, Dengan memberikan masa 

percobaan, diharapkan agar dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut 

terpidana dapat memperbaiki diri, sehingga pidana mati tidak perlu 

dilaksanakan. Pidana mati dapat diganti dengan pidana perampasan 

kemerdekaan: 

IN Kasus Sengkon KarUt, yaitu pelalru pembunuhan berenr:ana yang diaocam mastng~ 
tnasiog diancam bukuman i 2 (dua be las) talnm dan 1 {tujuh) tahun oleh Penpdilan Negeri 
Bekasi. pada tanggal20 Oktober t9n dengan nom. or perkara 02/KTS/Bks/191?. Temyata, dalam 
proses hulrum. ada temuan barn (novum) bahwa bukan mereka pelakun)'a. Dalam tingkatan MA, 
meteka herdua dibehaskan dari semua tuduban. Kasus ini juga sebagai role making lahimya 
!JERMA No i Tahun 1980 !entang Peninjau<m Kembali {PK}. 
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Syarat adanya mass peroobaan dalam pidana mati diatur dalam Pasal 

89 Ayat (1}: 

Pelaksanaan pi dana mati dapat ditunda dengan masa perrobaan selama 10 
(sepuluh) tahun,jika: 

a. Reaksi masyarakat terhadap le!Jlidana tidak terlalu besar; 
b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; 
c. Kedudukan letpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 

pe11ting; dan 
d. Ada alasan yang meringankan. 

Apabila nantinya rumusan Pasal 89 Ayat (1) ini benar-benar diterapkan 

di lapangan, menurut penulis. ke-4 (empat) unsur~unsur di atas aknn 

mcnimbulkan permasalaban tcrsendiri. Untuk lebih lcngkapnya, penulis nkan 

membahas unsur~unsur inl secata lebih rinci, yaitu: 

A. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terhdu besar 

Rutnusan unsur ini menimbulkan permasalahan baru, terkait dengan 

hal: 

1. Bagaimana cara menentukan bahwa reaksi masyarakat terhadap terpidana 

'tidak terlalu-- besar'. Kriteria dan ukurnn "apa yang dapat di~n, 

apakab banya diletakkan pada tingkat pemberitaannya di media massa 

( cetek dan/a tau elekl!:onik). Bagaimana apabila '""'tu kasus pi dana mali 

luput dari pemberitaan, apakab berarti terhadup te:Jpidana akan 

memperoleh masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun atau tidak; 

2. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; masyarakat 

yang mana yang akan dijadikan pedornan, padahal kelompok masyarnkat 

itu terbagi dalam golongan masyara.kat pro dan kontra, 

Mardjono Reksodiputro sebagai akademisi dan juga Ketua Tim 

Peraneang KUHP (tahun 1987 sampai dengan tahun 1992), mempunyai 

pandangan menanggapi dua permasalahan di atas. Menurut beliaul ada 

dua pennasalahan yang sangat mendasar terkait dengan hal terse but: 140 

a. Permasalaban di pengadilan (yudikatif) 

!41:! Wawancara tieng,an Mardjono Reksodiputto ~a tanggal J3 Mei 2tl09. 
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Dalam persidangan di pengadilan, hakim mempunyai 

keyakinan tersendiri terhadap kasus yang sedaug ditangani berdasarkan 

fakta persidangan. Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus tanpa 

adanya tekanan dari pihak manapun. Akan tetapi, putusan bakim 

kemungkinan juga dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Misalnya dalam 

suatu perkarn yang mendapat perhatian hesar dari lnlll!yatakat. Dallllil 

hal mi sebenamya secara tidak langsung hakim dipengaruhi oleh 

mnsyarakat, Akan tetapl, kelompok masyarakat yang mana yang hams 

didcngarkan oleh halcim, kategori masyarakat yang pro ataukeh 

masyarakat yang kontra terhadap huknman mati. Ketika akan 

memberikan putusan pada setiap kasus, hakim haru.s memutuska.n 

berdasarkan alat-alat bukti serta fakta per1lidangan dengan keya.kinan 

yang berlandaskan atas hoti numni. Dengan demlkian, pe£1l0alan bakim 

horus rnendengar suarn kelompok masyarnkat yang mana adalah 

merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Haruskeh bakim 

_mendengarkan suam_ masyarnkat Temyata~Jaw:abann}!a_ya. _Hakim 

harus mendengar. tetapi tidak berarti hams mengikuti. Hakim 

mempunyai kewenangan tersendiri tanpa edanya tekarum dan campur 

tangan dari pihak lain dalam memutus perkara. 

b. Pennasalahan di pen jam ( eksekutil} 

Unluk menentukan penilaian dalam rangka memberikan 

keringanan hukumanlremisi bagi setiap warga binaan (narnpidana), 

sebenamya juga ada suat'R masyarakat yang harus didengar. Pemberian 

remisi barns diputus oleh suatu panitia khusus dan harus ada 

ukuranlpatokan baku ketik:a akan memutuskan remisL Masyarakat 

barus mengetahui alasan, kenapa seseomng warga binaa..n itu 

mendapatkan remisi. Dalam hal ini, harus ada transparansi, akuntabe1, 

kcterbukaan dan bertanggungjawab. 
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Sementara itu, menumt salah satu sumbet yang penulis temui dari 

lembaga pemasyarakatan (lapas), Edi Yunarto, jenls penggolongan 

masyarakat sebagaimana disebutkan daiam Pasal 89 Ayat (1) poin (n), 

dapat dikategorikan rnenjadi dua, yaitu: 141 

1. Masyarakat secara umum dan; 

2. Masyarakat yang menjadi korban. 

Sedangkan untuk mengukur apakah reaksi masyatakat itu besar 

atau tidak secara umum, ada terdapat (4) empat ukuran yaitu:142 

t. Pihak kotban sudah bisa menerima atau belum alas tindak 

pidana yang telah dilakukan, haik merupakan lrorhan secara 

langsung, ataupun masyarakat yang berada di sekitar 

kejadian; 

2. Apakah ada demo atau tidak, meskipun dimual atau tidak 

dalam media masa; 

3. Terkait jabatan si pelaku, untuk kasus tertentu, reaksi 

masyarakat _betbeda, misalnya saja kasus korupsi yang 

melibatkan seorang pejabat negara dibandingkan dengan 

kasus pencwian biasa yang dilakukan oleh masyarakat 

· berbeda; 

4. Ukuran pemahaman hukum masyarakat yang tidak sama 

antara satu dan lainnya. 

Menurut Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat 

Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan Hak A.<:msi Manusia RI, 

Suhariyono A.R, kategori masya.rakat yang dimaksudkan adalah 

masyarnkat yang berhubungan langsung dengan lingknngan kejadian atau 

yang terkena dampak secara langsung atau tidak akibat adanya tindak 

pidana itu, tidak terfokus kepada masyamkat yang diekspos oleh media. 

Untuk mengukur bagaimana reaksi masyarakat atas kejahatan yang terjadl 

tersebut, maka menurut beliau dapat diukur dari aparat desa atau petugas 

yang 1angsung turun ke lokasi dimana kejadian tersebut. Misalnya Lurah, 

141 Wawaneara deng;m Edi Yunarto, Kepala Sub llidang Sta!istik dan Dokumenta.~ 
Direktorat Jenderal Pemasyarakalan Oepartemen Hukum dan HAM RJ, Selasa 5 Mei 2009. 

141 Ibid, 
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dapat secara langsung menanyakan baik itu lisan kepada korban ataupun 

keluarga korban.143 

Dari ketentuan Pasal 89 Ayat (1) pain (a) penulis menyimpulkan 

bahwa ada dua pennasalahan penting untuk dipertegas dalam rumusan 

pasal terse but, yaitu: 

1. J enis masyarakat yang mana; 

2. Ukunm reaksi masyarakat. 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, penulis 

mempunyai pendapat tersendiri yang berbeda. Menurut penulis, ada 3 

(tiga) jenis masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana yang teijadi, 

yaitu: 

1. Masyarakat korban 

Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat korban adalah 

masyarakat yang langsung menjadi korban dari tindak pidana itu secara 

langsung dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kejadian tempat 

tindak pidana itu teijadi. 

2. Masyarakat pelaku 

Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat pelaku adalah 

pelaku ataupun keluarga pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana 

yang teijadi. 

3. Masyarak:atumum 

Menurut penulis, masyarakat umum adalah kelompok masyarakat yang 

secara wnwn tidak berkaitan dengan tindak pidana ternebut. 

Apabila dikaitkan dengan ukuran untuk menilai apakah suatu 

reaksi masyarakat tersebut besar atau tidak, maka menurut penulis 

sebenamya tidak ada ukuran pasti yang dapat dijadikan standar baku. 

Pendapat yang dikemuk:akan oleh Edi Yunarto dari lembaga 

pemasyarakatan berkaitan dengan 4 (em pat) ukuran tersebut hanyalah 

sebuah ukuran yang dikelompokkan secara umum. Ukuran itu dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk: pertimbangan, bukan dasar untuk 

143 Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat 
Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM Rl, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H, 
Kamis 30 April2009. 
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memutuskan pcn.ilaian. Untuk meni1ai ukutan .teaksi masyarakat tersebut 

besar atau tidak, penllaiannya dilakukan oleb hakitn. 

B. Terptdana menuujukkan rasa tncnyesal dan ada barapan untuk 

diperbalkl 

Rumusan unsur yang kcdua ini juga menlmbulkan pcnnasalaban 

tmendiri. Bagaimana camnya untuk menentukan bahwa terpidann telah 

menunjakkan rasa menyesal. Apabila ditanyakan kepcda te<pidana apakah 

mereka menyesal telalt melakukan tindak pidana yang berakibat 

dijatuhkannya pidana tnati; maka dapat dipastikan meteka akan menjawab 

menyesal. Apcbila ukumu yang digunakan adalalt dengan melihat perilaka 

selama di dalam lapas, warga binaa.n dalam setiap kesempatan bertemu 

dengan petugas tapas pasti be<perilaku untuk menunjukkan pcnyesalan abis 

perbuatannya. 

Menurut Edi Yunarto dari Direktomt Jenderal Pemasyarakatan, 

untuk meagukur sikap dan prilaku narapidana selama dibina dalam lembaga 

pemasyamkatan, dinilai oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas 

merupakan lembaga yang dibentuk dengan melakuk:an penelitian 

masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bapas adalah valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk: menilai apa.kah terpidana menun}ukkan rasa 

menyesal atau tidak. penelitian dilaku.kan secarn rutin per 3 (tiga) bulan.144 

Di samping itu, dl dalam lapas juga ada psikolog yang hertugas untuk 

mendampingi narapidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas merupakan 

salah satu bentuk balai pembinaan dalam yang ada dalam lapas. 

Sementam itu, menurut Direktur Pemncangan Perundang~unda11gan 

Direktorat Jendernl Perundang-Undangan Hukum dan HAM RJ, Suhariyono 

A.R, untuk mengukur apakalt seomng nampidana berbuat balk atau dapat 

rnenunjukkan rasa penyesalan, dapat dipantau atau dinilai oleh eksekutor. 

dalam hal ini jajarnn kejaksalln. Hal ini disebabkan karena nru:apidnna itu 

berada dalam lapas adalab tnerupakan konsekuensi dari menjalanlom putusan 

hakim di P=idangan, sehingga untuk melihal pcrkembangannya, seharusnya 

144 Wawancara dengan Edi Yilllarto, Kepala Sub Bidang Statistik dan Ookumentasi 
Direktorat Jr:nd.erall>emasyarakatan Departemen Hukurn dan HAM ru. Sclasa 5 Mei 2009. 
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juga tidak boleh dilepaskan dari ins!ansi kejaksaan, meskipun sedang dibina 

oleh lapas.145 

Menurut penulis, untuk menentukan apakah soorang warga 

binaanfnarapidana telah menunjukkan rasa menyesa1. diukur berdasarkan 

penilaian yang dilakukan s~ara berkelanju:tan dari Bapas dan adanya panitia 

khusus. Dalam Lapas, tentunya seorang warga binaan dibina sesuai dengan 

standar bake yeng telah ditentukan, dengan hampan bahwa seorang warga 

binaan itu dapat berbuat baik dan bertobat, sehingga nantinya diharapkrm 

dapat dikembalikan kepada masyarnkat apabila telab selesai menjalanl 

hukuman. Terkait dengan terpidana mati, tenh!nya hatapau seorang warga · 

binaan ternebut dapat berl>uat baik dan menunjukkan rasa menyesal adnlah 

berhubungan deogan masa percobaan. Apabila seonmg terpidana mati itu 

menunjukkan rnsa menyesal dan ada barapan untuk diperbaiki berdasarkan 

penilaian yang dilakekan oleh Bapas, maka terpidana mali itu dapat 

dlpertimbangkan untuk mendapatkan peruba.han hukuman dari pidana mati 

menjadi pi dana seumur hid up a tau 20 ( dua puluh) tahun. 

Menurut penulis, dikarenakan Bapas mempunyai kewenangan 

untuk melakukan penilaia:n lerhadap sikap dan perilaku terpidana selama 

berada di dalam Lapas. maka standar penilaian yang dilakukan oleb Bapas 

haruslah suatu penilaian yang objektif berdasarkan fakta di lapangan yang 

benar~benar harus dapat dipertan&.,uungjawabkan secara tnmspanm. Penilaian 

dari Bapas terkait dengan penilaian terhadap seorang terpidana. mati, tersebut 

nantinya dapat digunakan sebagai rekomendas:i kepada tim/panitia khusus 

yang dibentuk untuk melakukan perubaban putusan pidnna mati menjadi 

pidana semnur hidup atau 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kewenangan 

Menteri Hnkmn dan HAM. 

145 Wawan-cara dengan Oircktur Pera.:ncangan Perundang-undangan Dlreklorat 
Jendera! Perundang·Undangan Hukum dan HAM Rl, Dapak Dr. Suhariyooo A.R., S.H., M.H, 
Kamis 30 Aprll2009. 
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C. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pldana tidak terlalu 

penting 

Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasa1 56 

KUHP, dalam penjelasan pasal dapat dikelompokkan alas 4 (empat) orang 

bagian: 

1. Orang yang melalrukan (pleger) 

: Orang ini ialah seseomng yang sendirian telah berbuat mcwujudkan 

segala ansir atau elemen dari peristiwa pidana; 

2. Orang yangmenyeruh melalrukan (does p/egen) 

: Pengerti.an orang disini ialah bukan orang itu sendiri yang melakukan 

peristiwa pidana a.tau kejahatan1 akan tetapi ia menyuruh omng lain 

untuk melakukan kejahatan tersebut; 

3. Orang yang turut melalrukan (medepleger) 

: Turut melakukan daJam arti kata bersama:-sama mclakukan. 

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 

kekernsan. dengan sengaja membujuk perbuatan itu (uitlokkar) 

: Orang ini harus dengon s~ngaja membujuk orang lain atau dengon 

pemberian untuk melak:ukan perbuatan pidana itu. 

Menurut Rudy Satriyo, \stHah penyertaan pidana terkait dengan 

aturan dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 (Paaal 21 Rancangan KUHP 

2008). Dari sekian jenis penyertaan, maka yang dimungkiukan untuk 

dlkaitkan dalam persoalan perwbaan sebagaimana dalam Rumusan Pasal 89 

Ayat (I) adalah:146 

1. penyertaan dalam bentuk 'turut serta melukukan tindak pidana• 

(medeplegen) dan 

2. 'mernbantu melakukan tindak pidana (medeplicl!ting) tidak unluk 

~mengge.rokkan melakukan tindak pidana' (uitlokker). 

Meskipun sama-sama dipidana 'sebagai pelaku', apabila tingkat 

keterlibatan pelaku lebih rendah dengan pelaku lainnya, maka pidananya 

tidak disamakan dengan pelaku tidak langsung (intellectual dader).147 

•~• Rudy Satriyo Mukantardju. Op. Cit., hal. 48-49. 
141 Ibid. 
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Dalam penyertaan, pelaku dati tindak pidatla adalah lebih dati satu 

pelaku. Kaitan dengan turut serta tersebut, peranan dati setiap pelaku dapat 

dibagi menjadi beberapa; 

1. Posisi terpidana yang satu dengan yang 1alnnya dominan atau 

kecil; 

2. Terpidatla be!pernn dalam 'membantu' terjadinya tindak 

pidana; atau 

3. Terpidana berperan dalam •turut melak:ukan', 

Dalam kaitan dengan peoyertaan, penutis sependapat dengan 

pemaparan yang dikemukakan oleh Rudy Satriyo. Hal iiri disebabkao karena 

dalam sctiap penyertaan tindak pidaoa tersebut, barus dilihat sccam jclas dan 

benar bagaimana kedudukan antara masing-masing pelaku, apakah seorang 

pelaku ler.!ebut mempunyai tingkat keterlibatan yang dnminan, keci~ atau 

babkan tidak terlibal sama sekali. Dalam hal ini, baldm barus jeli untuk 

melibat tingkat keterlibatan le!pidatla tersebut. Dengan demikian, kedudukan 

te!pidana _yang berhak dalam mendapatkan masa peteobaan sebagaimana 

dirumuskan dalam poin (c). adalah kedudukan tetpidana sebagai: 

1. Orang yang tumt melaku.kan (medeplenger); 

2. Orang yang membujuk rnelakukan (uit/okker). 

D. Ada alasan yang meringankan 

Sehubungan dengan unsur alasan-alasan yang meringankan, apabila 

yang dimalcsudkan sebagai a1asan yang meringankan dalam ketentuan ini 

sama dengan isi di dalam Bagian Kesembilan Remisi Pasal 34 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cam Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka terdapat 3 (tiga) alasan untuk 

meringankan, yaitu: 

1. Berbuat jnsa kepada negara; 

2. Melakukan perbuatan yeng bermanfaat bagi negars atau lremanusiaan; 

atau 

3. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan tapas. 
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Melihat pada nnnusan unsur-unsut l'asal 89 Ayal (I) Rancangan 

l<.UHP, tneskipun ada pengakuan mengenai keberadaan pidana mati dalam 

Rancangan KUHP Nasionai, namun datam j>e1aksanaannya menjadi sangat 

selektif dan limitatif ditarnbah 1agi menga1ami waktu transisi yaitu adanya 

masa percobaan. t.:l& 

Dalam konsep Rancangan l<.UHP, dirumuskan hal-hal yang meringankan: 

(I) Seseotang yang melakokan tindak pidana dan pada waktu itu 

ben.1mur 12 tahun atau lebih, tetapi masih di bawah wnur 18 tahun; 

(2) Seseomng meneoha melakukan atau membantu leJjadinya tindak 

pidana; 

(3) Seseorang setelah melakokan tindak pidana dengan sukarela 

menyembken diri kepada yang berwajib; 

(4) Seorang wanita bamil muda melakokan tindak pidana; 

(5) Seseorang setelah melakokan tindak pidana dengan sukarela memberi 

ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat 

perbuatannya; 

(6) Seseomng mela.kukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang 

sangat hebat sebagai akibat yang sangat bernt dari keadaan pribadi 

atau keluarganya 

Menurut penulis, a:lasan~aiasan yang meringankan di atas yang akan 

digunakan untuk masa percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 

ayat (1) poJn ( d} adalah yang sesuai dengan alasan-alasan yang meringankan 

sebagaimana telab diatur dalam Rancangan KUHP. lni harus dijadikan 

standat baku untuk mempertimbangkan syarat dalam Pasal 89 Ayat (1) 

terse but. 

Di samping empat u.usur-unsur di atas. temyata rumusan Pasal 89 

Ayat (1) tersebut juga masih ada menyisakan permasalahan, yaltu sejak 

kapan masa percohaan dapat dihitung. Sehubungan dengan unsur alasan­

alasan yang meringankan, khususnya menyoroti kapan masa pereobaan itu 

dihitung, meaurut Mmdjono Reksodiputro, masa peroobaan itu dihitung 

sejak putusao pangadilan itu sudah pasti atau berkekuatan hukutn tetop (in 

148 Ibid. 
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kracht van gewijsde), Perubaban putusan dari pidaua msU menjadi pidana 

seumur hidup atau pidana 20 (dua pu1uh) tahUll, menurut beliau tidak berlaku 

secara otomatis, tetapi haros diputuskan oleh penga.dilan, Akan tetapi, beHau 

juga berpendapat jika harus kembali ke pengadilan ruaka hal tersebut dirasa 

akan sulit, mengingat proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu 

yang lama. Menurut beliau, sebaiknya perubahan putusan ini dibicarakan 

antara Menteri Hukwn dan HAM dengan Jaksa Agung. Mengenai hal ini 

juga muncul persoalan baru. Ada suatu debat, apakab eksekutif dapat 

memberikan perubahan putusan pengadilan. Menurut beliau, jika hal ini 

dibenarkan oleh UU, kenapa tidak. Hal ini sama halnya dengan peruhahan 

remisi.149 

Ke-empat unsur rumusan J>asal 89 Ayat (2) di alas, menurut 

Maedjono Reksodiputro harus dikaitkan dengan pedoman pemidanaao 

sebagninaana dintur dahan l'asal55 Rancangan KUHP, yaitu:1" 

Ayat(l): 
Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 
a. kesa1ahan pembuat tihdak pidana; 
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. sikap batin pembuat tindak pidaaa; 
d, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 

149 Wawancara dengan Mardjooo Reksorliputro pada lartggall3 Mei 2009. 

m Penjclasan Pasal 55 Rancangan KUHP: 
Ayal(l) 
Kelenluan pada ayal lni memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim 
rlalam memperHmbangkan l.akarnn alau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, 
Dengan mempertimbangkan hai-hal yang rlirinci dalam pedoman tetsebut diharapkan 
pidana yang dijatuhkan bersifat tJroporsional dan dapat dipahami baik oteh 
masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat Umitatif; 
artinya halcim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang ten:a.ntum .(lada 
ayal (l) ini. Unsur "berencana" sebagaimana ditcmukan dalam Kitab Undang~ 
Undang Hukum Pidana yang lame. tidak dimasukkan dalam rumusan tindak p!dana 
yang dimuat dalam pa5al-pasa1 Buku Kerlua. Tidak dimuatnya unsur Jni Udak bernrti 
bahwa unsur herencana terscbut ditiada:kan, teta11! leb!h bijaksana jib dije1askan 
dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal in~ maka dalam menjatuhkan pidana 
hakim hams sela!u memperhatlkan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak 
f)ldana, motif, dan tujmm di!akukannya iindak pidana, "Cam tnelakukan tindak ~idana, 
dan sikap batln pembuat tindak pidana. 
Ayat (2) 
Kelent:uan pada ayat lni dikenal dengan asas recllterlijke pardon yang memberi 
kewenangan kepada hakim Wltuk memberi maar pada sese.orang yang bersalah 
melakukan tindak pidana ya11g sifatnya rlngan (tidak serlus). Pemberian maar in~ 
dlcanlwnknn dalam putusan haklm dan tetap harus dinyatakan bahwa tt~rdakwa 
terbukti melakukan Undak pidana yang didakwakan kepadanya. 
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e. cara melalrukan tittdak pidana; 
f. sikap dan tindakan pembuat seoudah melakukan tindak pidana; 
g, riwayat hidup dan keadaan sosia.l dan ekonomi pembuat tindak 

pidana; 
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidnna; 
i. pengaruh tindak pidana terhadap kotban atau keluarga korban; 
j. pemaafan dari korban dan/a tau keluarganya; dan/a tau 
k. pandangan masyarokat terbadap tindak pidana yang dilakakan. 

Ayat (2): 
"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan 
pada waktu dilakukan perbuatan atau yang tetjadi kemudian, dapat 
dijadikan dasac pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pldana ata.u 
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan 
dan kemanusiaan". 

Menurut Mardjono ReksOOiputro, unsur-unsur yang terkandung 

dalam Pasal89 Ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syarot terpenuhlnya 

masa percobaan adalah secara altematif, bukan kumulatif.ut 

Menurut Rudy Satriyo, keteotuan Pllllal 89 Ayat (I) dapat 

menggambarkan sedemilcian 'jauhnya' realisasi dari sanksi pidana matL 

A.dapun alasannya adalah karena_ adanya kesempatan untuk memasuki 

masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan akibat hukurn pidananya, 

kemudian dapat berubab menjadi pidana seumur h.idup atau pidana 

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Menurut heHau, ada beberapa 

permasalahan terkait dengan rumusan pasal tersebul, yaitu: 152 

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa peroobaan selama 

10 (sepuluh) tahun tersebut sifatnya adalah •dapaf, Penggunaan kata 

1dapat' mempunyai arti yang tidak pasti. Dengan digunakannya kata 

'dapat', ini dapat berarti 'ya• atau 'tidak', sangat tergantung pada 

ukuran yang juga tidak objektif dan sangat sulit untuk mencari 

ukurannya. yaitu: 

a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; 

b. Tetpidaua menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk 

diperbaiki; 

c. Kedudukan terpidaoa dalam penyertaan tindak pidana tidak 

terlalu penting~dan 

151 Wawancan dengan Mardjono R.eks<xliputro pada tangga113 Mci 2009. 
m Rudy Satriyo Mukantardjo, Op. Cit., hal. 47. 
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d. Ada alasan yang meringankan. 

2. Khusus untuk ukuran unsur-unsur dalam Pasal 89 Ayat (I) poin (a) 

sampai (d) tersebut di atas, apakah bersifat kumulatif ataukah 

arltematif, dengan adanya kata "dan" pada poin (c), menurut ll.udy 

Satriyo, sepertinya Rancangan KUHP Nasional menghendaki adanya 

sifat kumulatif. "Oapat dilcatakan sangat selektif sekali da!a.on 

pengaturan, pelaksanaan dan mungkin menjadi sangat sulit, sbgi 

seorang terpidana mati untuk dapat memenuhinya, atau dengan kata 

Jain sebetulnya Rancarrgan KUHP berprinsip sekali pidana mati 

dijatuhkan, maka tidak akan te!jadi perubahan"153 Pendapat ini 

herbedn dengan pendapat yang dipaparkan oleh Prof. Mardjono 

Reksodipulro. 

3. Pidana mati diterapkan secara alterna.tif. Terkait dengan adanya tnasa 

percobaan oolama 10 tahun, dirasa terlalu lama. 

4. Terkait masa percobaan, kapan evaluasi tersebut akan dilaksanakan. 

Apakab sudeh dimulai pada saat pelaku tindak pidana ditahan 

ataukah setelah ia menjalani pidana. Bukanbh proses 'pembinaan• 

dilaksanakan selama statusnya sebagai •narapidana'. 

Menurut Direk:tur Perancangan Perundang~u.ndangan Direktorat 

Jendernl Perundang~Undangan Hukum dan HAM Rl, Suhariyono A.R., 

rumusan Pasat 89 Ayat (2), konsekuensi agar dapat diternpkan masa 

percobaan adalah secarn altema1if. Adanya kata 'dapat' antara poin (c) 

dan (d), definisinya bukan kumulatif.154 

Berdasarkan pemaparan di atas, selaln permasalahan dalam 

Pasal 89 Ayat (!), pnin (a) sarnpai (d), juga terdapat dua permasalahnn 

barn, yaitu: 

151 Ibid. 

1. Kapan masa percobaan dihltung; 

2. Apakah rumusan Pasal 89 Ayat (1) diromuskan secara 

a1tematif atau kumuiatif. 

!$4 Wawancara dengan Direktur Penm.cangan Perundaog-undangan Direktorat 
.lenderal Perundang-tJ!'«langan Hukum clan HAM R!, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H, 
Kam1s30 AtJril 2009. 
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Menurot tJenulis, untuk menghitung masa percobaan Hu ada1ah 

dimulai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukean tetap (in kracht 

van gewljsde). Sedangkan tnengenai rumusan Pasal 89 Ayat (1) apakah 

bersifat alternatif atau t..-umulatif, rnenurut pe:oulis adalah ber:sifat 

altematif. lni dapat dilihat dari pemaparan Mardjono Reksodipuim dan 

Suhariyono A.R, sebagai orang-orang yang mewakili Tim Perancang 

KUHP. Dalam penjelaaan pasal tidak disebutkan secara leg"'! penerapan 

secara alternatif tersebut. Oleh karena itu, menurut penulist sebaiknya 

ketentuan altef'llatif ini juga dicantumkan dalam penjelasan pasal. 

3.3 Perbedaan Kewenangan Perubahan Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup 

Dalam l'asal89 Ayat (2) dengan l'asal 90 Ayat (2) Rancaogan KUliP 

Dalam perubahan pidana tmtti menjadi pidana seumur hidup atau 

pidana paling lama 20 (dua puluh) tuhun, terdapat dua kewenangan pejebat yang 

berbeda, sebagalaaane dietur dalam Pasal 89 Ayat (2) dan Pasal 90 Rancanegu 

KUHP, yaitu: 

L Pasal89 Ayat (2) Rancangan KUHP 

"Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap baik dan 
perbuatan yang terpuji, maka pidana mati yang diancamkan kepada 
terpidana teisebut, dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 
pidana penjarn paling lama 20 (dua puluh) tuhun dengan Kepurusan 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang bukmn dan hak asasi 
manusiaY!. 

2. Pasal 90 Rancangan KUHP 

: "Jika permohonan gmsi terpidana mati ditolak serta pidana mati ticlak 
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati ternebut dapat 
diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden". 

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP, perubaban pidana mati disebabknn 

karena adanya masa percohaan dan pejabat yang berweuang dalam 

merubah pidana mati menjadi pldana seumut hidup atau pidana paling 

lama 20 (dua puluh) laban adalah Menteri Hukum dan HAM; 

2. Pasal 90 Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena 

pidana mati tidak dllaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelab grasi 

Universitas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



75 

ditolak dan pejabat yang betwenang dalam metuhah pidana mati menjarli 

~idana seumur hidup adalah Presiden, 

Menurut Mardjono Reksodiputro, selaku Ketua Tim Perancang KUHP, 

terkait perbedaan kewenangan datam merubah putusan mati menjadi putusan 

seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, anlara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 

90 Rancnngan KUHP, ada dua perbedaan posisi:155 

a. ])alam Pasal 89 Ayat (2), perubahan pidana mati· me!lladi seurnur 

hidup atau 20 ( dua puluh) tahun dipandang sama seperti peru bah an 

pemberian remisi pada umumnyaj oteh karena itu meropakan 

kewenangan Menteri Hukum dan HAM; 

b. Sementara dalnm Pasal 90j perubahan putusan itu adalah melalui 

grasi, sehinggn menjadi wewenang Presiden. oleh karena itu dirubah 

dengan Keputusan Presiden. 

Menurut Direktur Perancangan Penmdang-undangan Direktorat 

Jendero.l Perundang~Undaugan Hukum dan HAM RI, Subariyono A.R., !S{j 

perbedaan kewenanga:n antam kedua pasa1 tersebutj. seharusnya tetap mengacu 

pada pedoman pemberian remisi dan grasi. Dalam hal ini terdapat perbedaa.n. 

Pasal 89 Aya.t (2) kedudukannya dianggap sama dengn.n pemberia.n remisi, 

sedangkan Pasal 9Q merupakan grasi yang dapat dirubah melalui Keputusan 

Presiden. Adanya ketakutan ~pang tindih antara dua peraturan tersebut, 

menurut beliau itu adalah ketakutan yang wajar. Akan tetapi, kita sebagai rakyat 
• 

hams memberikan kepercayaan kepada eksekutif yang memutuskan tersebut. 

HaJ lain, dalam pelaksaannya nanti, kedua peratunm ini hams diatur dalam 

peraturan pelaksana secara lebih tegas dan jelas.157 

tn Wawancara dengan Mardjono Rcksodiputro lfa.da tanggal l3 Mei 2009. 
lM Wawancara dengan Oirektur Pe111!Wangan Pen.tndang-undangan Direktotal 

Jenderat Perundang-Undangan Hukum dan HAM RJ, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H, 
Kaml' 30 Aoril2009. 

IS? lbfd. 
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3.3.1 Kewenangan dalam l'asal 89 Ayat (2) Rancangan KUll:P 
Dlkaltkan dengan Remis! 

Da1atn Rancangan KUHP, pida11a mali bukan sebagal sa1ah satu 

jenis: pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususan ini 

ditunjukkan bahwa' pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat 

selektif. Dalam hubungan ini) bakim pertama-tnma selalu 

mem.pertimbangkan secam htendalam apukah da1am kasus yang dihadapi 

dapat diterapkan pidana alternatif "~penjara seumur :hidup" ataupun "penjara 

20 (dna puluh) tahun". Dalam hal masih terdapat keraguau mengenai 

kemungkinan penggunaan salah satu pidana altematif tersebut untuk kasus 

yaug bersangkntan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuke kemungklnan 

bagi hakim untuk menjahlhkan '1pidana matt bersyarat". Dalam hal syruat­

syarat yang ten::antum daiam pasal ini dipenuhi oleb terpidana selanta masa 

penundaan 10 (sepuluh) tahun, make Menteri yang bertanggung jawab di 

bidang hukum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana 

altematif. 

Adanya kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam merubah 

putusan pidana mati menjadi pidana sewnur hidup atau pidana paling lama 

20 {dua puluh) tahun sebagahnana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2), menurut 

Mardjono Reksodiputro sebagai Ketua Tim Perancang KUHP, adalah 

disebabkan karena perubahan tcrsebut k:edudukannya sama dengan 

perubahan putusan berupa keringanan hukuman!remisi. Dengan demikitm, 

Tim Pernncang KUHP berpandangan bahwn kewenangan dalam Pasal 89 

Ayat (2) tersebut berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. 

3.3.1.1 Iternisi 

Pengertian remisi pada dasarnya adalah berupa potongan atau 

keringanan hukurn atau pengurangnn masa pidana yang diberlkan kepada 

seseorang yang sedang menjalani pidana~ sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dasar hukum pemberian remisi adalah Pasal 14 UUD 1945. Berdasarkan 

Keputusan Presiden .R1 Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. dalam Pasal 

I Ayat (2) disebutknn bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan 

Perundang~Undangan Rl Syamt bagi seorang warga binaan untuk 
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mendapatkan remisi ada1ah apabila warg-a biuaan tersebut berkelakuan baik 

selatna menjalani pidana. Bentuk-bentuk retnisi terdiri atas 3 (tiga). yaitu: 

l. R.emisi umum 

Remisi umum diberikan kepada warga binaan pada hari 

petingatan Proklamasi Kemerdekaan Rl, soliap langgal 17 Agustus. 

Besamya remisi umum sobagaimana diatur dalam Pasa1 4 Ayal (1) 

Keppres Rl Nomor 174 Tahun 1999, lerbagi alas 2 (dua), yaitu: 

a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang Ielah 

menjalanl pidana selama 6 (enam) sampal 12 (dua belas) bulan; 

dan 

b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang Ielah 

menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan alau Jebib. 

Dalam Ayat (2) disebulkan tenlang pelakaanaan pemberian remisi 

wnum, yaitu: 

a. Pada tabun pertama diberikan remisl sebagaimana dimaksud 

dalamAyal (I); 

b. Pada labun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 

c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 {em pat) bulan; 

d. Pada tahun keempa.t dan kelima rnasing-masing diberikan remisi 

5 (lima) bulan; dan 

e. Pada tahun keenam dan seterusnya. diberikan remisi 6 {en am 

bulan) seliap tahun. 

2. Rernisi khusus 

Remisi khusus diberikan kepada \Varga binaan pada hari besar 

keagamaan yang dianut oleh seornng warga binaan tersebut. Apabila 

suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan daiam 

selabun, maka yang dipilib adalab bari besar yang paling dimuliakan oleh 

penganut agama yang bersangkutan. Besarnya remisi khusus 

sebagabuana diatur dalam Pasal 5 Ayat (I) Keppres Rl Nomor 174 

Tahun 1999, te!bagi atas 2 (dua), yaitu: 
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a. 15 (lima belas) hati bagi narapidana dan anak pidana yang telah 

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai t2 (dua betas) bulan; 

dan 

b. I (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang Ielah 

menjalani pidana selama 12 (dua betas) bulan ainu lebih. 

Dalam Aynt (2) disebutkan tentang pelaksanaan pemberian remis.i 

khusus, yaitu: 

a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan 

dalam Ayat (I); 

b. Pada tahun kedua dan ketiga masing~masing diberikan remisi I 

(bulan); 

c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 

I (satu) bulan 15 (lima belas) bari; dan 

d. Pada tahun keenrun dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan 

setiap tahun. 

3. Remis.i Tambalum 

Selain remisl umum dan remisi khusus. juga dikenal adanya 

remisi tambahan. Dalam Posal3 Ayat (I) Keppres R1 Nomor 174 Tahun 

1999, seorang warga binaan mendapatkan remisi umum dan remisi 

khusus ditambah dengan remlsi tatnbahan apabHa selama menjalani 

pidana: 

a. Berbuat jasa kepada negam; 

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

kemanusiaan; atau 

c. Melak:ukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatau. 

Dalam Pasa16 disebutkan, besrunya remisi tambahan adalah: 

a. 'l1 (satu perdua) dari temisi umum yang diperoleh pada tahun 

yaog bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat 

jasa kepada negam atau metakukan perbuatan yang bermanfaat 

bagi negara atau kemanusiaan; dan 
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b. 113 (satu pertiga) dari temisi umum yang diperoleh pada tahun 

yang bersangkuum bagi narapidana druJ anak pidana yang Ielah 

melakukan perbuatan yoog membantu kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatnn sebagai pemuka. 

Ketiga jenis remisi di atas sebagsimana diatur dalam Pasal 11 

Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999,juga dapat diberiklln kepada: 

a. Narapidana dan anak pidana yang mengajukan permohonan grasi 

sambil menja1ankan pidananya; 

b. Narapidana dan anak pidana warga: negara asing. 

Pengecuatian pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 

Keppres RI Nomor 174 Tabun 1999 dilakaban apabila: 

a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan; 

b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaflar pada buku pelanggsrao 

lata tertib Lembaga Pemasyarskatan dalam kurun waktu yang 

diperhltungkan pada pemberlan remisi; 

c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB); atau 

d. Dijatuhi pklana kurungaa sebagal penggantt pidana denda. 

Da1am Pasal 13 Keppres R1 Nomor 174 Tahun 1999 disebutkan 

tentang tata cam pengajuan remisi, yaitu: 

1. Usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang­

undangan oleh Kepala Letnbaga Pemasyarakatan, Kepala Rumab 

Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara 

melalui Kepala Kantor Departemen Hnkum dan Perundang~ 

undangan; 

2, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang 

remis~ diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada 

hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan R1 setlap tanggaJ l7 

Agustus bagi mereka yang dibcrikan remisi umum dan atau pada 

bari keagamaan yaag dianut oleh narapldana dan anak pldana 

yang bersangkutan bagi mereka yang diberikan remisi khusus; 
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3. Apabila terdapat keraguan !entang hart besar keagamaan yang 

diauut oleh natapidana dan anak pidana, Menteri Hukum dan 

Perundang~undangan membiearakan hal tersebut dengan Menteri 

Agama. 

3.3.1.2 Perubaban Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana 

Penjata Scment?.ra Maksima120 (Dua Puluh) Tabun 

Dalam Pasal9 Keppres RINomor 174 Tahun 1999, terlmdap warga 

binaan 4£1pat diberikan perubaban putusan dari pidana seumur bidup menjadi 

pidana penjara sementara paling lama 20 (dun puluh) tahun. Warga binaan 

yang dapat mengajukan perulmlmm pidana ini adalah: 

!. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur bidup dan telah 

menjalani masa hukurmm paling sediltit 5 (lima) tahun berturnt­

turut; 

2. Narapidana berlrela!ruan baik. 

Perubahan putusan pidana dari seumur hldup menjadi pidana 

penjara sementarn paling lama 20 (dua puluh) tahun,. ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjata seumur hidup 

menjadi pidana penjarn sementara diajukan oleh warga hinaa.q. yang 

bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Pcrundang~ 

Ultdangan. Apabila pennohonan perubaban pidana tersebut dikabul~ maka 

lama sisa pidana yang masih harus dijalani oleh terpidana ada1ah paling lama 

15 (lima betas) tahun, serta terpidana mendapatkan hak untuk rnemperoleh 

remisi sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 16 Tahun 2008. ada 

sebanyak 41 (empat puluh satu) terpidana yang mendapatkan remisi berupa 

perubahan pidana dari pidana penjara seumur hldup menjadi pidana penjara 

sementara. Di bawah ini penulis paparkan secara 1engkap dalam tabel 

sebagai berikut 
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1'abel3.1 Daftar Nama-Nama Terpldana Yang Diberi Remisi Perubahan Dari 
Pldana Penjara Seumur Hldup Menjadi Pidana Penjara Sernentara 

(Keadaan/17 Agustus 2008) 

No. Nama Perkara Ditaban Dibebaskan La pas 

1. Bemadus Bria 340KUHP 13-0l-1987 13-01-2007 Kupang 
Nahak als. Ulu 
Fukuo 

2. Victor Klau Broun 340KUHP 20-06-1987 20·06-2007 Kupang 
als. Broun 

3. Paulus Bria als. Sen 340KUHP 24·06-1987 24-06-2007 Kupang 
AmaBrias 

14. Silvester Malimus 
a1s. Luk Ama Mali 

340KUHP 24-06-1987 24-06-2007 Kupang 

5. Joseph Siuk Pakae 340KUHP 27-10-1987 27-10-2007 Kupang 

6. Ali Muda Hambap 365KUHP 17-01-1992 17·01-2012 Sibo1ga 

7. Basarudin bin Abu 365 KUHP 22-01-1996 22-01-2016 Semarang 
Hasan 

8. -Pamajulis bt H. 340KUHP 29-03-1996 29·03-2016 Jambi 
Kasim Abdullah 

9. Achmad Asasillah 340KUHP 02-07-1996 02-07-2016 Sidowjo 

10. Abu Sakur als. 340KUHP 01-07-1996 03·07-2016 Sidoaijo 
Ceker 

II. Mujiono bin 340KUHP 01-10-1996 01-10-2016 Cipinang 
Samirin 

12. Jamaludin Latief 340KUHP 09-04-1998 09-04-2018 Cipinang 
B.H.M Jakuba 

13. M. Priyono bin 340 KUHP 02-06-1998 02-06-2018 Cipinang 
Saki at 

14. Haerun als. Muchsin 340KUHP 08-05-1995 08·05·2015 Makasar 
als. leal 

15. Bambang Subandi 340KUHP 03-07-1997 03-07-2017 Palembang 

16. A wan bin Abu Nawi 339KUHP 14-08-1997 14-08-2017 Bengkulu 

17. Muran Efendi bin 338KUHP 16-09-1997 16-09-2017 Bengkulu 
Asun 

18. Felix Felemon bin 365KUHP 09-11-1999 09-11-2019 Tangerang 
Alfred 

19. Marwan a.ls. Bawi 365KUHP 02-12-1999 02-12-2019 Tangerang 
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als. !wan bin Abbas 339KUHP 

20. Darmadj,als. Dat 340KUHP 11412-2000 ll-02-2020 Pontianak 
als. Sidik 

21. Zaenal Arifm als. 340KUHP 12-03-2000 12-03-2020 PermisanNK 
!pin bin Margono 
Jaya 

22- R. Maulawannan 340KUHP 08-07-2001 08-07-2021 Ptirmisan NK 
als. Mola bin 
Sunjaya Wijaya . 

23. Nasiman Muhtar 340KUHP 25-01-2001 25-01-2021 Ma1ang 

24. Erwin Suryono bin 340KUHP 03-04-1996 03-04 2016 B&tuNK 
Supar1an 

25. MatTusln 340KUHP 16-10-1995 16-10-2015 BatuNK 

26. M. Saleh bin Ladari 365KUHP 29-09-2001 29-09-2021 BatuNK 

27. Juharmau a1s. 340jo 365 13-06-1997 13-06-2017 BatuNK 
Herman bin Cikrun KUHP 

28. Aripin Nor als. !pin 340KUHP 29-09-1997 29-09-2017 Surobaya 
binMakmun 

29. · Suharjo als. Rejo -· · 365KUHP 24-01-1996 24-01-2016 Surabaya 
binMatCik 

30. Syamsul bin 365 jo 340 30-07-2000 30-07-2020 Surabaya 
Aminut:lin KUHP 

• . 
31. La Sawarudin bin 365KUHP 29-09-2001 29·09-2021 Surabaya 

La.Kopi 

32. Suwaryo als. Imam 340KUHP 10-10-2000 10-10-2020 Semarang 
Burhanuddin b:in 
Sanirip 

33. lriyanto bin Sukirto 340KUHP 02-0I-2001 I 02-01-2021 Semarang 

34. Jarot Subroto 340KUHP 25-08-2001 25-08-2021 Semarang 

35. Tumini 340 jo 55 Ol-05-1997 Ol-05-2017 W anita Medan 
Ayat (1) 
KUHP 

36. Yasoki W!lrUwu als. 340KUHP 11-06-2002 11-06-2022 Pdg. 
Sibaya Delima Sidempuan 

37. Mabmud bin Yabya 340KUHP 07-01-1997 07-01 2017 Jambi 

38. Said bin M. Yusuf 340KUHP 11-11-1996 ll-11-2016 Jambi 

39. Ali Adbari als. 340KUHP 22-01-1997 22-01-2017 Sukllmlskin 
Abau 

Unlversltas Indonesia 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



83 

40. Habullah als. Abud '365KUHP 20-01-1996 20-0I-2016 Sukamiskin 
bin Zulbaoi 

41. Johanes A lung als, 340KUHP 09-07-1996 09-07-2016 Maoado 
Buang 

. . . Sumber: BltO Hukum Sekretanat Nega.ra RI 

Berdasarkao paparan tabel di alas mengenai pembahan pidana penja!ll 

seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tabun hatus 

dlputuskan melalui Keputusan Presiden. OJeh karena itu, berkaitan dengan 

ketentuan Pa:sal 89 Ayat (2) mengenai perubahan pidana mati rnenjadi pidana 

seumur hidup atau pidana penja!ll palin~ lama 20 (dua puluh) tabun, penulis 

berbendapat hahwa dalam rumusan pasal tersebut sebenarnya te1ah melewati dua 

· tingkatan hukuman, yaitu dari pidana mati menjadi sewnur hidup dan pi dana 

seumur hidup menjadi pidana paling lama 20 (dua pulab) tahun. Penggunaan 

kata 'atau• diantara pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 

(dua) tahun, seolah-olab mengindikasikan hahwa Menteri Hukum dan HAM 

~bag;li _pejabat ,y~ng"~erwenang_ u~ merub!h,nya dapat m.ewilih apakah 

perubahan yang akan diberikan kepada terpidana adatah pidana seumur hidup 

atau pidana penjara paling lama 20 (dua) tahun. 

Penulis berpendapat hahwa dalam Pasal 89 Ayat (2) di alas, tidak. 

dibedakan tingkatan perubahan pidana tersebut. Padahal seharusnya tidak 

demikian. Untuk tingkatan perubahan yang pertama, penulis sependapat bahwa 

perubahan pidana terscbut adalah merupakan kewenangan Menteri Hukum dan 

HAM. Akan tetapi, terhadap pembahan putusan yang kedua yaitu pldana 

seumur hidup menjadi pidana 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan 

kewenangan Preslden betdasarkan Keputusan Presiden. Oleh karena itu) menurut 

penulis, dalam Pasal 89 Ayat (2), perubahan putusannya harus dibatasi pada 

pidana seumur hidup saja, 
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3.3.2 Kewenangan dalam Pasat 90 Rancangau KUHP Dikaitkan dengan 

Grasl 

Pasal 90 Rancangan KUHP menyebutkan bahwa dalam hal putusan 

hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum 

telap dan petmohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati 

terse but tertunda selama I 0 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana 

melarikan diri, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 

dengan Keputtlsan Presiden. Pidana mati berkaitan erat dengan grasi. Hal ini 

disebabkan karena grasi merupakan jalan terakhir untuk dapat merubah 

putusan dati pidana mati menjadi pidana seumur hidup a tau 20 (dua puluh) 

tahun, setelah semua upaya hokum yang ada selesai ditempuh. Seyogyanya, 

grasi diajukan setelah upaya hokum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). 

Grnsi bukanlah merupakan suatu upaya hukum. Grasi diberikan sebagai hak 

prerogatif Presiden dalam memberikan ampun kepada seseorang yang 

sedang tesangkut suatu perkara huk:um. 

3.3.2.1 Grasi 

Grasi bernsal dari bahasa Latin, gracia yang berarti ampun, 

pengampunan, yaitu hak Kepala Ncgaru untuk memberikan pengampurum 

kepada warganya yang dijatuhi pidana oleh pengadilan. 158 Gmsi sebenamya 

bukan termasuk upaya hukum. Berdasarkan definisinya, yang dimaksud 

dengan grusi adalah "Pengampunan, pembebasan atau pengurangan 

hukuman yang diberikan kepada seorang terhukum oleh Kepala Negarn.159 

Pasal l Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi, yang 

telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan: 

" Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehal:iman, 
baik militer maupun sipil yang tidak dapat diubab lagi, orang yang 
dihukum atau pihak lain dapat mengajukan pennohonan grasi kepada 
Presiden". 

Pasall ayat (!) Undang-Undang Grasi, menyebutkan: 

!Sa A Hamzah dan !rdan Dahlan (i984), Perbandingan KUHAP HIR dan Kmnentar. 
Jakarta: Ghalia lrulonesla, haL 134. 

u9 Akhiar Salmi, Op.Cit., hal 52. 
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"Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan 
alau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan 
oleh Presiden". 

Pemberian grnsi bukan merupakan persoalan teknis yuridis 

petadilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakha. 

Pemberian grasi bukanlah merupakan campur tangan Presiden dalam oidang 

yudikatif, meiainkan bak prerogatif Presiden untuk memberikan ampnnan 

kepada warganya, Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringank.an1 

mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang 

dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga 

bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. 160 

Dasar hukum dari Kepala Negara untuk memberikan grasi kepada 

si terhukum adalah betdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dnsnr . 
Republik: Indonesia 1945 yang berbunyi. "Presiden memberi grasi, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi", Pemberian grasi merupakan hak istimewa atau 

prerogatif Kepala Negam. Dasar p~berian grasi ialah berupa hak Kepala 

Negara untuk metnberi pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana. 

Hak tersebut didasarkan kepada pendapat masyarakat sendiri bahwa hak 

tunggal untuk mengbukum (jus pt(niendi) adalah negara (pemerintah), 

melalui alat kekuasaannya. Menurut Utrecht, di sampi.ng negara tiada suatu 

subjek hukum lain yang mempunyai jus puniendi itu. "Ditunjuknya negara 

sebagai pemegang jus pu11iendi bukanlah merupakan suatu persoalan. Oleh 

kflrena itu, pemerintah berhak menghukum, akan tetapi menghukurn itu harus 

dengan perantaraan alat~alat hukum pemerintah''. 161 

Berhubung grasi bukan merupakan suatu upaya hukwn~ oleh sebab 

itu grnsi tidak diatur dalam KUHAP. Undang-Undang l'okok Kekuasaan 

Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketcntuan grasi 

diatur secam tersendiri dalam Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950, 

yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang 

tersebut dianggap tidak sesuai 1agi dengan sistent ketatanegara;m Indonesia 

yang berlaku pada saat ini karena substansinya tidak sesuai dengan 

lW Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 lenlang Gro.si. 
161 A Hanuah dan lrdan Oahlan, Op. Cit., hal, 138. 
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perkembangan dan kebutuhan hukum tnasyarakat. Oleh karena itu, pada 

tahun 2002, Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 diperbabarui 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. 

Ruang linglrop pennohonan dan pemberian grnsi adatah ternadap 

putusan pengadilan yang Ielah memperoleh kekaallln hukum temp. Dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Grasi disebutkan bahwa pengajuan 

permohonan grnsi banya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan 

berupa: 

a. Pidana mati; 

b. Penjara seumur hidup; 

c. Penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 

Asas pengajuan permohonan grasi tidak alsan menunda eksekusi. 

kecuali terhadap putusan pidana mati. Permohonan grasi tidak dibatasi oleb 

!enggang waktu tertentu. Pengajuan grnsi hanya dapat dilakakan l (satu) 

kali, kecuali dalam bal: 

(I) Terpidana yang pemah ditolak permohonan grnsinya dan te!ah 

lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan 

permobonan grasi tersebut~ atau 

(2) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi 

pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) 

tahun sejak tanggal keputusan pemberian grnsi diterima. 

Di dalam undang-undaog, tidak ada ketentuan yang mengatur 

alasan grasi secara eksplisit. Namun menurut Utrecht. ten:lapat 4 (empat) 

alas an diberikannya grnsi, yaitu: 162 

a) Kepentingan keluarga dari terpidana; 

b) Terpidana pemah bexjasa bagi masyarakat; 

c) Tetpidana menderim penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

d) Terpidann betkelaknan baik se!ama di Lembaga 

Pennasyamkatan (Lapas) dan memperlihatkan keinsyafan 

alas kesalahallllya. 

U? Adami Chazawi (2002), Pefajaran Huk11m Pidana Bagfafl II, Jakarla: Raja 
Grafmdo Persada, hat 193. 
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Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang Ielah 

dipidana denga.n putusan yang telab mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari 

sudut hukum, dengan mengajukan gtasi berarti pemohon telah dinyatakan 

bersalah dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi}, berarti dia 

Ielah rnengakul akan kesalahannya itu. Sebab, hila dia tidak mengakui 

kesalahannya, dia tidak perlu mengajnkun gras~ tetapi dia dapet mengajnkun 

upaya hukum PIC.'" 

Pennohonan grasl dapat diajukan pihak lain selain oleh terpidana, 

akan tetapi harus mendapat persetujuan dari terpidana, kecuali terhadap 

omng yang dipidana mati. Terhadap terpidana tnati, pennohona.n g.rasi dapat 

diajukan oleh kelumga te1pidana tanpa persetuju.an terpidana: Apabila 

Pengadilan menjatuhkan pidana mali terbadap seseorang dan putusan itu 

tidak dapat dirubah lagi, maku melalui pengl\jUll!l pennohona.n graai masih 

ada kemwtgkinan untak merubahnya. Perubaban itu bisa berupa pembebasan 

atau pengurangan hukuman. Iadi grnsi dapat menghapuskan atau merubah 

jenis hukuman terhadap pidana mati, apabila grasi yang diajukan dikabulkan 

oleh Presiden.164 

Grasi sebagai sebuah konsep hakum dalam perspektif hakum 

pidana, dapat berkenaan berupa: 

(l) Pengampunan yang meeghilangken akibat hakum dari suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terpidana; 

(2) Perubahan dari jenis pidann yang telah dijatuhkan oleh hakim, misa1nya 

perubahan dari pidana mati me.qjadi pidana seumur hldup; 

(3) Pengurangan tamanya pidana penjara, pidana tutupan dan pidana 

kurungan; 

( 4) Pengurangan besamya uang denda seperti yang telah diputuskan bakiru 

bagi seorang terpidana. 

16
J Ibid., bal. l92. 

164 Akh.iarSalmi, Op.CII., haL 54. 
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Tata cara pengajuan gmsi tidak secara 1angsung disampaikan 

kepada Presiden. meskipun wewenang pemberian grnsi itu berada dl tangan 

Presiden. Mekanisme permohonan pengajuan grasi diajukan melalui Panitern: 

atau Ketua Pengadilan Negeri yang mernutus petkara pada tingkat pertam~ 

untuk kernudian dikirirnkan kepada Mahkanudt Agung, balarn jangka waktu 

paling lambat 20 (dua pulub) bari terllltung sejak tanggal penerirnaan salinan 

permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirirokan salinan 

permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mabkamah Agung. Selaiu 

melalui Panitera Pengadilan yang memutus tingkat pertama, pengajuan g:msi 

juga dapat dilakakan melalui pembesar daerabn)"l jika pemohon grasi bemda 

di luar daerah hukum pengadilan yang memutus perkara pada tingkat 

pettlma ataupunji.ka Panitem Pengadllan tidak berada di tempat. 16~ 

Permohonan grasi dan salina:nnya, juga dapat disampaikan oleh 

terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana 

.;neujalani pidana, Dalam hat permohonan gmsi dan salinannya diajukan 

melalui Kepala Lembaga Pemasya.rakatant maka Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan menyampaikan perrnohonan grasi tersebut kepada Presiden 

dan salinanrtya dikirimk:an kepada pengadilan yang memutu.s perkara pada 

tingkat pertama; paling lambat 7 {tujuh) hari terhltung sejak diterimanya. 

pennohonan grasi dan salinannya. 

Permohonan grasi melalui Panitera Pengadilan, dimaksudkan agar 

panitera dapat melengkapi berkas--berkas pcrkara, ditambah dengan: 

a. Pertimbangan-pertimbangan dari hakim atau Ketua Pengadilan 

Negeri tentang sifat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 

pemohon; 

b. Pe.rtirnbangan dan saran-sarnn dari jaksa penuntut umum yang 

telah melekukan peauntutan ataupun pertimbangan (saran) dari 

Kepala Kejaksaan; 

c. Pengiriman herkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan 

perkara dis-i pertimbangan-pertimbangan dari bakim dan jaksa 

155 A Hamzab dan Irdan Dahlan, Op, Cit., hal. 136. 
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penuntut umum dHakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada 

Mahkamah Agung, keclllli dalrun perkara ringan. 

Setelah Mahkamah Agung menerima berkas pennohonan grasi1 

maka se~era dibuat perlitnbangan~pertimbangan dan pendapat secara tertulis. 

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

diteri.manya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung 

mengirimkan pertimbangan dan pendapat tertulis tersebut kepada Presiden 

melalui Menteri Kehakiman. Jaksa Agung tidak mempunyai penman 

betkaitan dengan mekanisme pengajuan gmsi. Akan tetapi. lerkecuali dalam 

hal putusan pengadibm menangani pidana mati.166 

Jaksa Agung dapat menyampaikan pandapat kepada MA berkaitan 

dengan gresi yang diajukan, dahnn hal permobonan harupa: 

(1) Putusan pengadilan mengenai pidana mati; 

(2) MA membutubkan pendapat Jaksa Agung tentang 

kebijaksanaan penuntutan; 

(3) Jaksa Agung mengemukakan keinginannya untuk memberikan 

penrlapat. 

Menteri Kebakiman setelah menerima permohonan grasi dari :MA, 

segem mempClajarinya dan jika perlu, Menteri Kehakiman dapat meminta 

pertimbangan kepada menterl lainnya. Setelah itu, Menteri Kehakiman 

mengirimkan pennohonan grasi tersebut kepada Presiden. Presiden 

memberikan keputusan atas perrnohonan grasi setelah memperhatikan 

pertimbangan Mnhkamab Agung. Keputusan Presiden dapat berupa 

pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau peno1akan 

grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan terbitung sejak diterimanya pertimbangan 

Mahkamah Agung. Keputusan Presiden disnmpaikan kepada terpidnna da1am 

jangka waktu paling Jambat 14 (empat belas) hari terbitung sejak 

ditetapkannya Keputusan Presiden, 

Ltt> Ibid., hat 137, 
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Salinan keputusan disampaikan kepada: 

a) Mahkamah Agung; 

b) Pengadilan yang metnutus perkam pada tingkat pertama; 

c) Kejaksa:an negeri yang menuntut perkara terpidana; dan 

d) Lembaga Petnasyarakatan tempat terpidnna menjalani pidana. 

Bagi tetpidana mali, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang 

mengajukan pennohonan gmsi, pidana mali tidak dapat dilaksanakan 

sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima 

oleh letpidana. Pidana mali tidak dapat dilaksanakao selama 30 (tiga puluh) 

hrui sejak keputusan pengadilan menjadi tetap. Pidana mati lidak dapat 

dija!ankan sebelum Keputusan Presiden sampai kepada tangan Kepala 

Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkua menjalankan putusan (Pasal 2 ayat 

(3) jo Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950).167 Apabila 

dalam hal terpidana mali tidak mengajukan gmsi, maka setelah tenggang 

waktu 30 (tiga puluh) hari seja.k. adanya vonis pidana mati temebu~ panitera 

segera memberitahukannya kepada Ha.lrimJKetua Pengadilan serta 

Jaksa!Kepala Kejaksaan yang ben;angkntan. 168 

Dalam hal terpidana: anggota Tentara Nasiona.l Indonesia. salinan 

keputusan gmsi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Pemdilan 

Militer yang memutus perlm:rn pidana pada tingkat pertama dan oditurat 

mi1iter yang menuntut perkara terpidana. Selain itu saiinan keputusan grasi 

juga disampai.kan kepada Kepala Letnbaga Pemasyarakatan ~iliter tempat 

terpidana menjalani pidana. 

1
•1 ibid., haL 13.S. 

144 Jbiri, hal. 137-138. 
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3.3.2.2 Kerentnan Gras! Terka!t Dengan !'!dana Mali Dalatn 

RancanganKUHI' 

Dalam Ranca.ngan KUHP tetkait dengan pidana mati dan grasi. ada 

terdapat beberapa pasal, yaitu: 

I. Pasal 88 Ayat (4): 

"Pidann mali barn dapat dilaksanalatn setelab permohonan grasi 
bagi !etpidana ditolak Presiden". 

2. Pasa! 89 Ayat (2): 

''Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) menunjukkan sikap dan pernuatan yang tetpuji, tnaka 
pidana mali dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 20 (dua pulah) tahun dengan 
Keputusan Menteri yang bertanggang jawab di bidang hukum dan 
hak asasi manusia" 

3. Pasal90: 

"Jika permohonan grasi tetpidana mati dimlok dan pidana mali 
tidok dilaksanalatn selama to (sepuluh) tahun bnkan karena 
terpldana melarikan diri, maka pidana. mati ternebut dapat diubah 
menjadi pi dana- seumur bidup dengan Keputusan Presiden~. 

Da!am Pasal 89 Ayat (2), ingin ditunjukkan atau dimakaudkan 

adanya pemberian kepastian pelaksanaan pidana mati agar pidana mati dapat 

dtubalz menjadi pidana seumur hidup. Tiga syarat yang diberibn oleh pasal 

tersebut yaitu: 

!. Adanya penolakan gtaSi; 

2. DaJamjangka waktu 10 (seputuh} tahun tidak dieksekusi seteiah 

graslnya ditolak; 

3. Bukan karena melarikan diri. 

Mesldpun Ielah dicoba diberikan jaminan kepastian hukum oleh 

pasal tersebut, namun karena dipergunakan kata 1dapat'. maka jaminan 

kepastian bukum tersebut menjadi mentah kemball. Kemudian, mengapa 

hanlS menunggu adanya Keputusan Menteti Hukum dan Perundang­

Undangan, mengapa tidak secara dengan sendirinya dan langsung menjadi 

kewenangan Kalapas.169 Menanggap.i pendapat Rudy Satriyo, maka menwut 

169 Rudy Satrlyo Mukantardjo {2005), Rancangan KUHP Nasional Menghindari 
Pi dana Mali, datam Jurnaf Legfs/asi Indonesia, Hukuman Mat£ Di indonesia. Op. Cit., haL 49. 
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penulis, apabila perubahan hukuman itu menjadi kewenangan Kalapas. maka 

dirnsa akan cukup riskan. Hal ini disebabkan babwa perubaban itu bakanlah 

:suatu perubahan pidana yang rlngan, sehinggn yang berwenang adalah 

pejabat setingkat menteri. Selain itu, perubahan remisi seperti yang biasa 

dilakuknn adalah melalui persetujua:n Menteri Hukum dan HAM. lUllapas 

hanya betwenang untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pencatatan 

data yang dilakukan. 

Menurut penulis, yang berwenang dalam merubah putusan pidana 

mati menjadi seumur hldnp terkait dalam Pasal 89 Ayat (2) adalah Menteri 

Hukum dan HAM. Semenfara itu, sebagaimana telah penulis kemukakan di 

atas ( dapat dilihat pada label 3.1), perubaban putusan dari pidana penjarn 

seumur hidup menjadi pidana penjam paling lama 20 {dna puluh) tahun 

adalab merupakan kewena.ngan Presiden dengan dikeluarkannya Keputusan 

Presiden. 

Apabila ketentuan PasaJ 89 ayat (2) Rancangan KUHP dikaitkan 

dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Rl Nomor 22. Tabun 2002 tentang 

Grasi: 

Ayat(l): 
Terhadap putusan pengadUan yang teJah memperoleh kekuatan bukum 
tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. 
Ayat (2): 
Putusan pemtdanaan yang dapa:t dimohonkan grnsi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) adalab pidana mati, penja.ra seumur bidup. 
penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 
Ayat (3): 
Permobonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : 
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan gmsinya dan telah lewat 

waktu 2 (dua) tabun sejak langgal penolakan permohonan grnsi 
tersebut;. atau 

b. T erpidana yang pemab diheri grnsi deri pidana mati menjadi pi dana 
penjarn seumur hidup dan telab lewat waktu 2 (dua) tahun so;jak 
tanggal keputusan pemberian gra:si diterlma. 
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Da:ri ketentuan tersebut dapat diketabui, bahwa bagi terpidana yang 

pemah dijatuhi pidana mati dan kemudian tnengajukan grasi dan temyata 

kemudian diterima, 2 (dua) tahun setelah menerima grasi, maka terpidana 

tersebut dapat mengajukan grasi lagi. Ketentuan ini merupakan 

pengecualian, karena pada dasamya grnsi hanya dapat diminta satu ka1i saja. 

Dengan demikian grnsi yang pemah diberikan terbadap putusan pidana mati 

yang grnsinya pemah diterima adalah sebagai pengecuaiian. 

3.3.2..3 Grasi Dalam Rancangan Undang-Undang Grasi 

Dalam Rancangan Undang-Undang Orasi beberapa ketcntuan 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Orasi (Lembarnn 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Rapublik Indonesia Nomor 4234) diubah sebagni berikut: 

L Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya 
berbunyi sebagai beriknt: 
Pasol2: 

(I) Terhadap putuson pangadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, terpidana dapat mengajukan pennohonan grasi 
kepada Presiden. 

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grnsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pi dana mati, pi dana penjaro. seumur 
hidup, atau pidana penja:rn paling rendah 2 (dua) talru.o. 

(3) Permohonan grnsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat 
dtajukan l(satu) kali. 

2. Di antara Pasal6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal6A, yang berbunyi sebagai berikut: 

nDemi kepentingan hukwn Menteri Hukum dan Hak: Asasi Manusia 
dapat mengajnkan permohonan grasi karena jabatan". 

3. Kerentuan Pasal 7 diuhah deng!lll menambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), 
ayat ( 4), dan ayat (5) sehingga seloruhnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal7: 
(I) Pennohonan grasi dapat diajuken sejak putusan pengadilan 

memperoleh keknatan huknm tetap. 
(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dibatasi olell tenggang waktu tertentu. 
3) Dalam hal !etpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grnsi 

diajukan paling lama dalam jangka waktu I (sam) tahun sejak 
putusan mempero!eh keknatan huknm tetap. 
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4) Apabila dalam jangka waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), 
terpidattn tnati atau keluarganya tidak mcngajukan grasi maka 
l<.etua ~engadilan yang memutus perkam pada lingkat pertama 
dapat mengajukan pennohonan grasi karena jabatan, 

5) Permohonau grasi karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diajukan dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. 

4. Di antara PasallS dan Bah VI disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal!SA 
yang betbunyi sebagai berikut: 
Pasai15A 

(l) Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimasuk dalam Pasal 15 
Undang-Undang Nnmor 22 Tahun 2002 tentnng Grasi dip<lJlanjang 
4 ( empat) tahun terhltung sejak tanggal22 Oktuber 2004, 

(2) Permohonan grasi yang belum diselesaikan berGasarkan Pasal 15 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grnsi diselesaikan 
paling lambat tanggal22 Oktober 2008. 

(3) Terhadap terpidana mali yang belmn mengajukan pennohonan grasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grnsi, 
sejak betlakunya Undang- Undang ini, diberlakukan katellluan 
sebagaimana dimaksnd dalam Undang-Undang ini. 

Dati pemapara.n di atas, menurut penulis ada terdapat perbedaan 

antara rumusan grasi dalam undang-undang gmsi nomor 22 tahun 2002 

dengan rumusan Rancangan Undang~Undang Grasi: 

1. Undang-Undang Gnsi nomor 22 tahun 2002 

: Terpidana ha.nya dapat mengajukan grasi satu ka.li. Akan tetapi, apabila 

ditolak, grasi dapat diajukan kembali setelah dua tabnn, Dengan adanya 

ketentuan dalam pasa1 ini. maka pengajuan grasi itu dapat diajuka.n 

lebih dari satu kali. Sehingga, menurut penulis, hal ini mernpaklln salah 

satu penyebab mengapa proses hukum tersebut menjadi lama hlngga 

terkendala dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). 

2. Rancangan Undang-Undang Grasi: 

I. Terhadap terpidana mali, lebih dipertegas mengenai betas waklu 

pengajuan grasi, yaitu diajukan paling lama dalam jangka wkatu I 

(satu) tabun sejak putusan memperoleh kekuntan hnkmn tetap. 

2. Apabila terpidana matilkeluarganya tidak mengajukan grasi, maka 

l<.etua Pengadilan yang memutus pada lingkat pertama yang memutus 

perkara, dapat mengajukan grasi karana jabatan, dahunjangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari; 
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3. Demi kepentingan hukum, Menleri llukum dan HAM dapat 

mengojukan grnsl. 

Menurut penuHs, adanya perbedaan dan penambahan ketentuan 

dalam Raneangon undang-undang grnsi !erkait dengan jangka waktu dan 

pejabat terkait yang dapat mengajukan grasi adalab sebagai salah satu cata 

undang-undang memberikan jangka waktu yang pasti rerkait pengajuan 

grasi dan juga pemenuhan hak-hak si terpidana secara optimal don 

makaimal. 

Dati pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebenamya 

ada perbedaan posisi anta:m Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90, yaitu: 

1. Pasal 89 Ayat (2), perubaban putusan dari pidona mali menjadi 

pidana seumur hidup atau 20 (dua) pulub tabun, kedudukannya 

dianggap sama dengan perubaban putusan pemberian remisi, oleh 

karena itu, yang benvelll!l1g edalab Menteri Hukum dan HAM; 

2. Pasal 90 merupukan grasi, sehingga peruhahan putusan pidaua mali 

me'liadi pidana )!fJllllur hidup.atau 20 (dua pulub) tahun tersebut 

adalah merupakan kewenangan dari Preslden melatui Keputusn 

Prosiden. 

Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan PK dan menyik:api 

lerpidana yang tidak melakukan upaya hukum, pihak Kejaksaan Agung 

berk:unjung ke LP Nusa Kambangan, untuk berbincang-bincang dengan para 

tetpidana mati, agar segera mengambil sikap apakah akan mengajukan PK atau 

tidak. Kejaksaan memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk: 

menempub upaya hukum. Menurut Direktur Upaya Hukum, Eksakasi & 

Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejakaaan Agung RI, Sudibyo, apabila 

mereka mcmang ingin mengajukan PK. mereka disarnnkan. untuk segern 

mengajukan atau menentahan sikap, Hingga seat ini, lebih kurang ada sekitar 90 

orang rerpidana mati yang belum dieksekusL"" 

Penyebab lamanya eksekusi bagi terpidana mati adalah karena adanya 

banyak tahapan upaya hukum yang tidak ada kctentuan tcgas mcngenai hal 

110 W.awaneara dengan Bapak: Sudibyo: Ditektut Upaya Hukum, Eksekusi & 
Eksaminasi (Uheksi) Pidana Urnum kejaksaan Agung Rl, Selasa, 03 Maret 2009. 
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tersebut. Seperti contoh, PK diajukan setelah turunnya putusan penolakan grasi 

dari Prcsiden. Pengajuari PK tidak mempunyal batas wak:tu yang jelas, akan 

tetapi pengadilan tidak bisa menghentikan pennohonan PK tersebut. 1ni 

merupakan konsekuensi dari Pasal 16 ayat (l) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. .. Pengadilan tidak boleh meno1ak untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus suatu pelkara yang diajnkan dengan dallh hahwa hnkum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib u.nhtk memeriksa dan 

mengadilinya". Proses dari awal perkara masuk hingga putus dan sampai pada 

tabap PK lebih kurang 300 (tiga ratus) hari111 · 

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung membuat draft tentang grasi. Ak:an 

tetapi1 pen,gajuan PK setelah grasi tersebut merupakan salah satu celah yang 

dimanfaatka.n oleb lawyer. Seperti eontoh, dalam kasus Gunawan Santosa. ada 

celah yang dimanfa.atkan oleh terpidana. Sampai saat ini, Gunawan masib be!um 

menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum PK atau grasi. Oleh 

karena i~ pihak: kejaksaan mendesak tim pengacara untuk segem menentukan 

sikap. Mengenai fenomena ini, hams ada ketegasan " dari MA mengenai 

pengajllilll PK. Saat ini PK masih tergantung-gantung disebabkan adanya banyak 

kasus yang diajukan bukanlah mengenai perkara materiil. 

Menurut Kepala Sub Unit Orang dnn Benda (Oharda) Upaya Hnkum, 

Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi} Pidana Umurn Kejaksaan Agung Rl, A. 

Kadiroen, sebelum memperdebatkan mengenai pidann alternatif dalam pidana 

mati, Jebih baik memperbaiki hal yang pokok terlebih dahulu yaitu KUHAP1 

karena kita berpedoman pada acara. KUHAP yang berlaku sekarang ini masih 

banyak mempunyai kekurangan, diantaranya tidak ada ketentuan mengenai 

tenggang waktu pengajuan PK begitu juga dengan grasi. Di samping it14 proses 

administrasi yang berlarut-larut juga menjadi k:endala yang satlgat memakan 

waktu l1m1a. Setelah semua proses upaya hukum selesai, bnmle.h pihak: kejaksaan 

melakukan eksekusi-112 Berikut di bawah ini, nama~nama terpidana mati yang 

sedaug dalam proses hnkum: 

171 Ibid. 
172 Wawancarn dengan Bapak A. Kadiroen: Kepala Sub Unlt Orang dan aenda 

(Ohatda) Upr.ya Uukum, Eksekusi &. Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum KeJaksaan Agung Rl, 
Selasa, 03 Maret 2009 . 
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1'abel3.2 Nama~ Nama Terpidana Matl Dahun Prnses Hukum 

1. Proses Hukum: Banding 

No. Nama Wllavah Hukum 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 

Ronald Sagala Sumatera Utata 
Mulyadi Dwi Asmono Jawa Barat 
Maulana R.eza Jawa Barat 
Yohanes Martinus JawaBarat 
Abdu!Rouf JawaTimur 
Chanl1; Fab Kui Kalimantan Barat 
Abdul Hadi Kalimantantan Batllt 
Syeh Abdul Rahim Sulawesi Utara 

' 
. ' Sumber Data. Bafl'an Upaya Hukum, Eksekust & EksamtnaSI (Uhekst) Ptdana 

Umum Kejaksaan Agung Rl. 

2. Proses Hukum: Kasasi 

No. Nama WU.Hukum I Keteranaan 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

3. 

Sucipto Sumatera Barat==t 
Dndi Matsal Sumatera Barnt 
Benget Sinhaan JawaBarat 
Fatijanolo Laia Sumatera Utara 
Hero Lamia JawaBamt 
Soni Tmsono Jawa Teugah Kasnsi sudah turun 
Agus Santono JawaTengah Kasasi sudah turun 
Roslan Ahdul Gani Jawa Tengah Kasasi sudah twun 
Tiik Wana Als. Akwang DKI Jakarta 
Gaundensius Resing als. Deni Ende 

Sumber Data: Baguut Upaya Hukwn1 Eksekus1 & Eksamtnast (Ubeks1) P1dana 
Umum Kejaksaan Agung Rl. 

Proses Bukum: Peninjauan Kembali (PK) 

No. Nama Perkara 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Ronald Sa ala Pembunuban Sumate 
Eddie Albarisons Pembunuban Sumate 
Sakak Bin Jumak Pembunuhan Riau 

adi Swahbuana Pembuuuban Sumatem Selatm 
M . Zaiual Abidln Narkotika Sumatera Selatan 
Waluyo Bin PembWiuhan Lampung 
Rososentono 
SeekOsmane Narkotika DKI Jakarta 

17
J Wawancara dengan Terpidana Mati Sakak Bin Jumak pada tanggal g Apr!l2009 di 

LP Cipinang. 
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! 8. Ejike als. ~~f5Kl1ak.riil!--J 

19. 
110. 

15 
16. 
17. 
I! 

!3. 
124. 

Aris 

>Pata 

~ 
25. -, · als: 

Benny Oley ais. Tandi 

~ lz6.-l ~c·g aals. Budi 
!pto 

127. 

Dick 
Gerrardus aJs. 

28. Sergei i Ahaqui 

29. ~Man Quan 

I 30. ja;en Man Quan 

1 31. 1 Jiang Yu Xin 

I DK! 
1 PKke-2 

~ 
~ 
~<e-: 

I PK.Jre-: 

1 yl( ke-2 
1 PI{ ke-2 

Belum 

Belum 

l'K. 

PK. 

Putusan PK 
Belwn 

~ 
Beium 

PK 
Belum 

PK 
Belum 

~ l'K. 
Belum 

32.~~~Yri---n~~-~~--~Bel~um~P~K 
33. Zhu ~PK. 

Belum 
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34. Ek Fete Dike als. Natkotika Jakarta Pusat 
Kamala als. Samuel . ' Sumber Data. Bagtan Upaya Hukum, Eksekust & Eksarrunasl (Uhekst) Ptdana 

Umwn Kajaksaan Agung R.I. 

4. Proses Hukunt: Grasi 

No. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
!2. 

13. 

14. 
l5. 

16. 
17. 

18. 

Nama Perk.ara WU. Hulrum Keterane:an 
Babar Bin Matar Pembunuhan Riau 
Azwin Siregar Pembunaban Kapu\auao Rlau . 
Yun Hao ais. Vsss Lien Psiko tropika Kepulauan Riau 
Deni als. Kebe Psiko tropika Kepulauan Riau 
Tao Joni ols. Aseng Psikolropika Kepooluan Riau 
A Yam Psikolropika Kepulauao Riau 
Jurit Bin Abdullah Pembunabao Sumatera Gmsike~1 

Selatan 
Harnoko Dewnaturo Pembunaban DKlJakattn 
Than Tuck Yun als. A Natkutika DKlJakattn 
Tjey 
Mareho Archer Cardoso Narkotika Banten Grasi ke~2 
Moriem 
Mohamad Siamsudin Pemhunaban Iawa Ten2ah 
Saridi ala. Ridi Bin Pembunuhan Jawa tengah __ 
Ratiman 
lmron Setiadi Bin Pemburraban Jawa Tengah 
Kuswandi 
Sugianto als. Su•ik Pembunuhan JawaTimur 
H. Nurhasan Yogi Pembunaban Ja'\\<a Timur 
Mahendra 
Raheem Agba 'e Salami Natkutika JawaTirour 
Dini Syamsudin Pembunuhan Kalimantan 

Barat 
Ridwansyah Pembunabao Kalimantan 

Barat . 
Sumber Data. Bagian Upaya Hukum, Eksekust & Eksarmnast (Uhekst) Ptdana 

Umum Kejaksaan Agung Rl. 
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Tabel3.3 Hukuman Mail Yang Betubah Menjadi Seumur Hidup174 

No. Nama WUayab Hulrum Ketetant!"an 
1. Matthew James Norman Keiari Denuasar Putusan PK 
2. Tan Due Than Keiari Dennasar Putusan PK 
3. Si YiChen Ke!ari Denuasar PutusauPK . . Somber Data: Bagum Upaya Hukum, EksekuSJ & EksammaSJ {tJhekst) Ptdana 

Umum Kejaksaan Agtlllg Rl. 

Tabel3.4 Terpldana Mat! Yang S.lum Meneutukan Sikap (PK dan Gras!) 

No. 
L 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 
10 . 
IJ. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

Nama Perkara Wilavah Huknm 
Okonkwo Nonso Nerkoti.ka Medan 
Haruo Bin Aziz Pembutmban Jambi 
Sopian als.lyen Bin Aswar Pembunuhan Jambi 
Samawi Bin Sanusi Pembunuhan Jambi 
Ibrahim Bin Uiaru! Perobunuhan Palemban2 
Gunawan Santosa Pembunuhan Jakarta utara 
Gap Nadi als. Papa Narkuti.ka Jakarta Pusat 
Eugene Ape als. Felixe Narkoti.ka Jak-Pusat 
Sastnt Wi'aya Narkuti.ka Jak-Barat 
Yuda a!s. A Kang Narkuti.ka Jakarta Barat 

.. . YadiMulyadi . . . - _Pembunuhan... __ Cilimdak 
Meirika Franola als. Ola als. Narkotika Ban ten 
Tania 
MerrvUtami Narkotika Ban ten 
Ang Kiem Soei als. Kim Ho als. Psikotropika Banten 
Ance Tha.hir 
Rani Andriani als. Melisa Narkotika Ban ten 
Aprilia 
Sabirin als. Oyon Bin Oma Pemhunuhan Ban ten 
Ozias Sibanda Narkotika Banten 
Okwudili Ayota!l2e Nerkotika Ban ten 
Edith Yunlta Sianturi Narkotika Ban ten 
Michel Titus lowe Narkotika Ban ten 
Adami Wilsonals. Adam Narkuti.ka Ban ten 
Rodrigo Gularte Narkutika Banten 
Gurdioh Singh als. Vishai Narkoti.ka Banten 
Hankv GWlawan Psikotrooika JawaTimur 
Bambang Pon<:o K.amo Pembunuhan Kalimantan Selatan 
Abdul Hasan als. Adul Bin Perampokan Kalimantan Solatan 
Syarnsi 
Syekh AbdUl Rahim als. Daeng Pembunuhan Kendati 
Rahim 

11" Terpidana mali kasus narkoba, warga negara Australia, yang lebih dik:ettal dengan 
kasus BaH nine. 
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Mvuran Sukwnaran Narkolika Bali 
Scoot Anthony Rush Narkotika Bali 
Andre Chan Narkotika Bali 
Emmanule O'Heierike Narkotika Bali 
lwan Dermawan Mutho als. Rais Teroris Jakarta Selatan 
als. Fajar 
Achmad Hasan als. Agung Teroris Jakarta Selatan 
Cahyono als. Purnomo 

Sumber Data: Bagtan Upaya Huktun, Eksekust & Ebarill.Jlast (Uhekst) Ptdana 
Umum Kejaksaan Agung Rl. 

Tabel3.S Daftar Nama Terpidana Mati Yang Mengajukan PK dan Grasi 

No. 
I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Nama Ternidana Perkara Keteranean 
Suryadi Swabuana als. Adi . Pembunuhan Grasi tolak: 
Kumis als. Dodi Bin . Pencurian KP 20/G Thn 2003/ 
Soekamo Tanggal3 Februari 

2003 
Namaona Denis Narkotika Grasi Tolak: 
(WNMalawi) KP I 0/G Thn 2004/ 

Tanggal9 Juli 2004 
lndra Bahadur Tarnang Narkotika Grasi Tolak:: 
(WNNepal) KP 11/G Thn 2004/ 

Tanggal 9 Juli 2004 
Waluyo als. Yo Bin . Pencurian dengan Gmsi Tolak: 
Resosentono kekerasan yang KP 14/G Thn 2004/ 

mengakibatkan Tanggal 9 JUli 2004 
matinya orang 

. Pembunuhan 
berencana 

Muhammad Abdul Hafeez Narkotika Grasi Tolak: 
(WN Pakistan) KP 15/G Thn 2004/ 

Tanggal 9 Juli 2004 
Aris Setyawan Narkotika Grasi Tolak:: 

KP ll/G Thn 2006/ 
Tanggal6 
September 2006 

Sumber Data: Bag1an Upaya Hukum, Eksekus1 & Eksammas1 (Uheks1) Ptdana 
Umum Kejaksaan Agung iu. 
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'tabel3.6 Rekapltulasl 'terpldana Mali/ Bulan Maret 2009 

No. Klaslnkasl Jumlab 
1. Jenis Ttndak Pidana 

1. Narkotika dan Psikotropika ~ 57 orang 
2. Teroris ~ 2 orang 
3. Kasus lain (l>embunuban, Perampokan) ~ 47 orang 

Jumlab ~ 106 orang 
2. Lama Pidana Yang Telab Dijalanl 

1. Di bawab 5 'tabun ~ 54 oraog 
2. 5 'tahun s!d < 10 Tabun ~ 41 orang 
3. 10 Tabun sld < 20 Tabun ~ 10 orang 
4. 20 Tahun ke atas ~ 1 orang 

(Babar Bin Matar/LP Batu Nusa Kambangao (39 
tahun 8 bulan)) = 106 orang 

Jumlah 
3. Menurut Upaya Bukum 

1. BANDING ~ 10 orang 
2. KASAS! ~ 24 orang 

Kasasi ditolak ~ 13 orang 
Jumlah ~ 37 orang 

3. PK ~ 23 orang 
PK ditolak ~ I orang 
PKIT ~ 1 orang 

Jumlab ~ 25 orang 
4. GRAS! ~ 18 orang 

Grasi ditolak: ~ 2 orang 
Grasi II ~ 3 orang 
Grasi Ill ~ 1 orang 

Jumlah ~ 24 orang 
5. Be1um!fidak Ada Upaya Hukum ~ 10 orang 

Jumlah Total ~ 106 orang 
4. Kewarganegaraan 

I. WNA 
1. Afrika Selatao ~ 2 orang 
2. Australia ~ 6 orang 
3. Belanda ~ 2 orang 
4. Brasilia ~ 2 orang 
5. Ghana ~ 1 orang 
6. India ~ 1 orang 
7. Malawi ~ 2 orang 
8. Malaysia ~ 1 orang 
9. Negeria ~ 12 oraog 
10. Nepal ~ 1 orang 
11. Pakistau ~ 2 orang 
12. Senegal ~ 1 oraog 
13. Thailand ~ 1 orang 
14. Zimbabwe ~ 1 orang 
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1 S. Pernneis - I orang 
16. RRC = 6 orang 

Jumlah = 42 orang 
2. Indonesia ~ 64orang 

Jumlah Total = 106 orang . 
Sumber Data: Drrekto.rat Jendernl Pemasyarakatan Departemen Hukum dan 

HAMRl. 

Dari !abel-label di alas berdasarkan rekapitulasi terpidana mati (tabel 

3.6), penulis menemukan ada tiga permasalahan yang berkembang se1ama ini: 

I. Proses hukum terpldaua yang berlarut-larut 

Proses hukum yang berlarut-larut dapat kita lihat pada !abel 3. S. 

Dalam tabel tersebu~ terlihat proses-proses upaya hukum yang sedang 

ditempuh oleh terpidana. Khusus mengenai PK dan grnsi, terlihnt bahwa 

pengajuan PK ada aampai dengan dua kal~ behkaa grnsi ada yang sampai 

tiga kati. Melihat bel tetl!Obut di alas, fentu saja sebenamya ini adaloh suatu 

proses yang salah dan pasang surut Artinya, permnsaiaha.n ini tetap akan 

bergerak pada koridor itu~itu sa.ja tanpa ada kejelasan kapan proses in.i akan 

se1esai. 

Menurut penulis, berlarut·larutnya proses hukum yang sedang 

dijalani oleh terpidana dapat disebabkan oleh tiga falctor. 

L Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pengajuan 

Peninjauan Kerobati (PK). Dalllm KUHAP Pasal264 Ayat (3) disebutkan 

bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka 

waktu tertenttt Sela:in itujuga, tidak ada ketentoan batasan pangajuan PK 

te!:!ebut dapat diajukan hingga bernpa kaiL Pada dasamya, PK hanya 

dapat dilakukan apabila adan.ya flovum atau temuan!buktilkeadaan barn 

yang sebelumnya tidak pemah diungkapkan dalam persidangan. Menurut 

penulis, PK seharusnya hanya dapat diajukan I (satu) kati saja dan 

diberikan batas waktu yang togas dalam undang-undang; 

2. Pengajunn grasi yang diajukan hingga beberapa kali. Hal ini juga 

merupakan salah satu faktur penyebab atau kandala, mengape eksekusi 

terpidana mali tersebut menjadi lama. Dalam Undang-Undang Grasi 

Nomor 22 Tohun 2002 Pasal 2 Ayat [3), grosi hanya dapat diajukan 1 

(satu) kali. Akan telapi, apablla grosi ditolak, maka dapat diajukan 
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setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak grasi ditolak olen Presiden. 

Menurut penulis, ketentuan dalam Pnsal 2 Ayat (3) tersehut merupakan 

celablkelemahun yang dimanfaatkan oleh terpidana, sehingga terpidana 

dapal mengajukan grasi lebih dari I (satu) kaU; 

3. Pengajuan PK sete1ah grasi. Menurut penulis, seyogyanya, PK hants 

diajukan sebelrun grasi. Dalam undang-undang garsi Pasal 14, apabila 

PK diajukan b=amaan dengan grasi, maka yang hams diputus terlebih 

dahulu adalah PK. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seharusnya PK 

diajukan sebelum grasi. Dalam prkateknya1 pengajuan PK setelah grasi 

tidak melanggar atw:an hokum yong ada. Akan tetapi, apabila diUhat dari 
pengertiannya secrua sederha.na) PK merupakan bentuk upaya huk:um 

luar biasa yang dilakukan sebagai bentuk penyongkalan hahwa seseonong 

itu bersalab. Sedangkan grasi adalab berupe pengampll!lll11. 

Dalam pondangan penu!is, menurut logika hu.knm, pengajuan 

PK setelah grasi adalah suatu proses yang tidak konsisten. Aneh apabi!a 

seseorang yang telah meminta ampun, kemudian menyangkal kembali. 

Oleh karena itu, menurut penults, ketentuan mengenai PK dan grasi 

haros benar-benar diatur secara tegas dan tidak bermakna ganda. Hal i.ni 

agar untuk ke depannya, tidak ada lagi ce!ah hokum yang dapat 

dimanfaatkan oleh terpidanalkuasa hukum terpidana untuk membuat 

proses hukwnnya menjadi Ia1na. 

Apabila dihandingkan dengan Rancangan Undang-Undang 

Grasi, ketentuan dalam rancangan telah mengatur secara lebih tegas. 

terkait dengan batas waktu pengajuan grasi. Adanya penentuan batas 

waktu paling lama I (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekual1ln 

hukum tetap, merupakan suatu pembalasan agar tidak ada lagi pengajuan 

grasi lebih dari I (satu) kali. Oleh karena itu, menurut penulis, 

Rancangan Undang-undang grasi diharapkan dapat menjadi solusi 

terhadap pennasalahan grasi yang ada selama ini te.rjadi dalam praktek di 

lapangan. 
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2. Terpldana mat! menjalani hukuman lebih darl20 (dua pulub) tabun 

Dari keternngan !abel di atas {!abel 3.5), dopa! dilibat bahwa ada 

seorang terpidana yang telah menjalani hukuman, yaltu Bahar Bin MatarJLP 

Batu Nusa Kambangan, pelaku pembunuhan berencana dengan nomor 

perk!II1i 46/Pid!B/ PN. Tbh, taugga!S Maret 1970. Terpidon• t•lah menja!ani 

hukuman selama 1ebih kurnug. 39 tahun 8 bulan. Proses hukum yang Ielah 

dijalani oleh terpidana, teleh sampai pada tahap grasi, akan tetapl grasi telah 

dltolak dengan No. 23/G/1972 tanggal 13 Juli 1972. Tidak ada alasan yang 

menjelaskan kenapa sampa.i seka.ra.,g terpidana belum dieksekusL 

Menurut penulis, hal di atas tetjadi akibat proses hukwn yang 

ber!amt-larut seperti pengajuan PK dan grasi. Selain itu juga, menunjukkan 

bahwa. adanya ketidakberesan atau kegagalan dalrun sistem peradilan pidana 

(SPP). Apabila kelalaian ini berasal dari flllctor penegak hukum, maka 

keadaan ini te!ah me1anggar HAM dari si terpidana. Dalam arti kata, penulis 

beranggapan-bahwa texpidana sebenarnya telah menjalani dua hukuman. 

:Pertama yairu pidana penjara sementara yang telah dijalaill seiama lebih 

kurnug 39 (tiga puluh sernbilan) tahun 8 (delapan) bulan. Kedua, hukuman 
. 

mati yang belum jelas kapan akan dilaksanakan. Padahal apabila diHhat, 

terpidana itu menja!a.ni pidana penjam sementara hanya untuk menunggu 

kapan pidana sebenamya (pidana mati) dijatuhkan!dilaksanakan. 

Ketidakpastian akan waklu pelaksanaan hingga melehihi dua kali 

lipat pidana penjara sementara, menurut penulis sudah mernpakan suatu hai 

pelanggaran HAM yang membuat hidup terpidana itu berada dalam 

penantian yang tidak pasti. I..ain cerita apabila hukuman yang dijatuhkan 

adalah hukuman seumur hidup alau paling lama 20 (dua puluh) tahun. maka 

terpidona tidak perlu lagi hidup dalam ketidakpastian penantian, melainkan 

menunggu hingga masa hukuman berakhir ataupun mendapatkan kerlnganan 

hukuman. 
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Petsoalan tamanya seotang terpidana mati menjalani pidaoa 

sementara sebagaitnana yang dialami oleh Bahar Bin Matar di atas, bukanlah 

kasus satu~satunya yang te.tjadi di lapa.t1.gan. Ada bebernpa terpidana mati 

yang juga telah menghabiskan masa pidana l>enjara sementara melebihi 

setengah batas maksimal (sepuluh tahun). Berikut di bawah ini, penulis 

paparkan secara lebih lengkap dan rinci dalam label: 

Tabel3. 7 Daftar Nama-oama Terpldaoa Mati Yang Telah Meojalanl 

Hukuman Meleblbi!O (Sepuluh) Tahun 

Jakarta 

ffanggal 

/Pasal340 

I Pasal34ll 
KUHP 

1Pasal340 
KUHP 

PN.Sky. I Pasal340 
19 Februari 1998 KUHP 
30/Pid/1998/PT.Plg. 

PN.Sky. I Pasal340 
19 Februari 1998 KUHP 
32/Pid/1998/PT .Pig. 

MARl. 

I Pasa134() 

115 Warga Negara Malaysia. 

Lama 
Pi dana 

Ket. 

Universitas Indonesia 

' 
I 

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH UI, 2009



9. 

10. 

11. 

107 

Jatim 708/KIPid/19971 uu 5119971 10 tbn 9 bln PK 
MARl. l>sikotrovika 
28 Seutember 1997 
708/KIPid/19971 Pembunuhan 13 tbn 4 bin PK 
MARl. I Pasal340 
28 Juli 1997 KUHP 
491K!Pid/19981MAR.I Pembunuhan 12 thn 3 bln Gmsi 
18 Maret 1998 /Pasa1340 dito1ak 

KUHP 
Sumber Data. Drrektqral Jendernl Pemasyaraka!an Departemen Hukum dan 

HAMRl. 

3. Perbedaan data adndnlslrasllerkalt proS<S hulrum terp!dana mat! 

Dalam hal ketidaksesuaian informasi mengenai perkembangan 

perkata terpidanat ada satu contoh kasus betkaitan dengan ketidaksesuaian 

keterangan proses upaya hukum terpidana mati (lihat tabel 3.1, poin (3) 

terpidana yang seda.ng mengajuk:an Peninjauan Kembali (PK), terpidana 

nomor 3). Sakak Bin Jumak, usia 53 tahun, peketjaan petani (buta huruf), 

terpidana mati dengan nomor perkara 09/PIDIB/11995/PN.Tumhedaban, . . 
pada tanggal 17 Mei 1995. Terpidana didakwa dengan kasus pembunuban 

berencana (Pasa1 340) deogan korilan 1 (satu) kelusaga (membanub 3 (tiga) 

orang), diadili pada Pengadilan Negeri Tumbedahan. Tembilahan Riau sejak 

tahun 1994, perb:ra putus pa.da tahun 1995 dengan putusan pidana mati. 

Sejak tahun 1995, te!pldana Sakak Bin Jumak dipindahkan ke Lapas 

Cipinang. 

Menuml sumber dala yang diperoleh dari Lapas Cipinang, 

terpidana mati Sakak Bin Jumak sedang mengajukan grasi sejak tanggal 4 

Mei 2002 dengan nomor sura! pengajuan grasi: W7.Ea.I'S.Ol.l0.0671 dan 

hingga saat ini gntsi belum turon. Akan tetapi, menurut sumber data yang 

diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Negara Rl, grasi le!pidana mali Sakak 

Bin lumak Ielah putus, dengan hasil ditolak berdasarkan Kepulusan 

Presiden: KP 15810 TahU112000, tangga12 AgUstus 2000, Menurut sumber 

data yang diperoleh dari Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksarninasi 

116 Warga Negara Nigeria. 
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(Uheksi) Pldana Umum Kejaksaan Agung IU, saat ini terpidana mati Sakak 

Bin Jumak sedang mengajukan upaya hukum Peninjaunn Kembali (PK). 

Dari pemaparan di atas. dapat kita temui adanya perbedaan data 

antata masing~masing instansi terkait dengan proses hukum yang dijalani 

oleh terpidana mali. Me~ihat pada kasus di atas~ terdapat ketldakcocokkan 

informasi mengenai perkembangan kasus atas proses upaya hukum yang 

sedang dijalani oleh terpidana mali Sakak Bin Jumak. Peroooaan data 

adrninist:rasi yang terjadi tentunya akan sangat berpengaruh sekali pada 

proses-proses hukum selanjutnya. Hal ini tentunya juga sangat merugikari 

bak:-hak individu dari terpidana terkaitdengan hak mengajukan upaya hukum 

PK atau grasi. 

Serkenaan dengan data administrasij menurut Kepala Biro Analisis 

Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Basaria Panjaitan, selain barus 

adanya kesamaan data antara masing-masing intansi dernijelasnya informasi 

terkait proses hukum. teryidana mati, seharusnya dalam tindak pidana yang 

diancamkan pidana mati tersebut, petikan putusanlvonis yang dijatuhkan 

apakah pidana rnatiltidak juga harus disarnpaikan kepada: instansi hukum 

lainnya dalam sistem pcradilan pidana (SPP) seperti contoh Mabes l'olri. 

Menurut beliau.. hal ini bertujuan agar dapat memhntau perkembangan 

mengenai tindak pidana tersebut sebagai sarana kontrol, sehingga tercipta 

suatu koordinasi atau proses yang tidak terputus dalam SPP terhadap 

terpidana mati, dimulai dari vonis, upaya hukum hingga pelaksanaan putusan 

/eksekusi. 177 

Menurut penulis, perbedaan data di atas tetjadl akibat tidak adanya 

koordinasi an tara masing-masing instansi dalam SPP. Koordinasi dalam SPP 

adalah untu.k menentukan keberhasiian beljalannya sebuah proses hukum. 

Oleh karena itu dalam Sl'P, seharusnya ada hannonisasi dan kootdinasi 

terkait data administrasi perkembangan proses hukutn yang sedang tetjadi 

terhadap seorang terpidana, agar tidak terjadi lagi perbedaan data 

171 Wawttncura dengan Basaria PanJailan: Kepala 8lto Analisis Baglan Reserse dan 
Kriminnl Mabes Polri, Kamls, 05 Maret 2009. 
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sebagaimana yang tetjadi daiam praktek di lapangan selama in.L Dengan 

adanya data adrniniStrasi yang sama antara masing-tnasittg instansl dalam 

SPP, dimulai dati pihak kepolisiau, kejaksaan, pengadilan, hlngga Lapas, 

bahkan instansi di luar SPP yaitu sekreiariat negara sebagai ternpat 

pengajuan grn.si kepada Presiden, maka proses hukurn terhadap terpidana 

mati dapat dilihat petkembangannya secarajclas hingga tabap akhir. 
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1. Kou.sep Can Tujuan Pengaturan Pidana Matt Dalarn Rancangtm 

K1JHP 

11. Konsep Pidma Mati 

Konsep pidana mati dalam Rancangan KUHP adaJah pidana 

pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Rrutcangan KUHP. Maksud dari 

kekhususan pidana mati adaJah karena pidana mati tidak lagi dimasukkan 

dalam pidana pokokJ aka.n tetapi dlatur dalam pasal khusus. Pidana mati 

yang dicantwnkan datam pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana 

mati merupakan jenis pidana yang bersifat istimewa dan hanya 

diancamkan pada jenis tindak pjdana tertentu saja yang dianggap 

merupakan jenis pidana beraL Maksud diancamkan altematif adalah, 

bahwa apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana matl, oleh 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah diancamkan secare beroiri 

sendiri Artinya, apabila JPU mengancamkan dengan pidana mati, maka 

harus diikuti dengan ancarnan • atau pi dana seumur hidup atatt pida1ta 

peujara paling lama 20 (dua puluh) talnm', Dalam menjatuhkan putusan, 

haklm rnempunyai kebebasan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta di 

persidangan serta keyakinan dan hati nurani untuk. menentukan apakah 

akan menjatuhkan pidana mati atau pidana altematif. 

Sifat kekhususan dan selalu diancamkan secara altematif dati 

penerapan pidana mati dalam Rancangan KUHP, dapat dirincl sebagai 

berikut: 

1. Sifat kekhususan 

a. Pidana mati banya diancamkan lerbndap tindak pidaoa ter!entu 

yang dipandang sebagai suatu tindak pidana serius; 
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b. Berkaitan dengan adanya pemberiakuan syarat-syaral pidana 

percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur 

dalam Pasal89 Ayat (1) Rancangan KUHP; 

c. Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana 

ibu hamil dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 88 Ayat (3) Rancangan KUHP. 

2. Sifat diancamkan secara altemaiif 

a. Pidana altematif dalam persidangan 

: Dalam tuntulan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu 

perkara yang diane~ pidana mati, maka tuntutan pidana 

tersebut tidak pemah berdiri sendiri!dakwaan tunggal. 

Tuntutan JPU harus selalui diikuti dengan pidana altematif 

berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 

20 (dua puluh) tahun; 

b. Terpenuhinya syarat-syarat kekhusuan, berupa: 

1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup a tau 

pi dana penjara 20 ( dua puluh) tahun disebabkan adanya 

masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur 

dalam Pasal89 Ayat (1) Rancangan KUHP; 

2. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau 

pidana penjara 20 (dua) tahun disebabkan karena eksekusi 

mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah 

grasi ditolak Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 90 

Rancangan KUHP. 

Dengan demikian ancaman secara altematif, merupakan 

konsekuensi lanjutan dari sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat 

kekhususan pidana mati tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya 

pidana yang diterapkan adalah pidana altematif berupa pidana seumur 

hidup atau 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian pengaturan pidana 

mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan altematif dalam 

Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang sating 

berkaitan. 
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b.Tujuan Pengaturan Pidana mati 

Oilihat dati tujuan pemidanaau, pidana mati pada hakikatnya 

rnerupakan satana terakhir/petkecualian. Hal ihi terlihat dari ketentuan 

dalam Konsep (Pasal S0/2000; Pasalll412004; Pasal8712005-2006, terbaru 

2008) hahwa "pidana mati seea.ra aUematif dijatuhkan sebagai upaya 

temkhir untuk men&ayomi masyamkat". Pi dana mati dalam Rancangan 

KUHP mempunyai tujuan sebagaj perhndungan rnasyarakat dan 

perHndungan individu. Perlindungan masyarakat yaitu dengan 

dijatuhkannya pidana mati terbadap pelaku kejahatan dan perlindungan 

invidu dengan adanya perlindungan terhadap pelaku kejahatan/tetpidana 

maU untuk mendapatkan masa penundaan bagi te.tpidana ibu hamil dan 

tetpidana orang sakit jiwa serta adanya masa percobaan selama 10 

(sepulub) tallnn sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 Ayat (I). 

Dlkaitkan dengan kerangka teori mengenai sanksi pidana maka 

__ pidana mati sebagai sanksi_pidana yang dapat dipertanggungajawabkan 

memenuhi dua aspek, yaitu: 

1. Aspek penilaian masyarakat bahwa perbuatan yang diiakukan 

adalah buruk dan membahayakan eksistensi inasyarakat, 

sehingga dirasa pantas untuk dijatuhi pidana mati~ 

2. Hukuman mati dimaksudkan untuk menangkall mencegah 

(deterrence) orang lain agar jangan melakukan perbu.atan 

sebagaimana yang telah terpidana lakukan yang menyebabkan ia 

dihukum mati. 

Dari pemapatan di atas dapat diidentifikasikan kebijakan Konsep 

Meogenai pidana mati sebagai berikut: 

1. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana khususleksepsional dan 

tidak dapat dij atubkan terhadap anak; 

2. Pidana marl merupakan pidana aitematif yang digunakan san gat efektif 

dan sebagai upaya terakhir; 

3. Upaya terakhir dijatuhkanl di1aksanakannya pidana mati itu melalui 

tahapan sehagai berikat: 
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a. Sejauh mungkin dihindati dengan memilill pidana altematif berupa 

pidana seumur bidup atau penjata datam waktu tertentu, paling 

lama 20 (dua puluh) tahun untuk orang dewasa atau 10 (sepuluh) 

tahun untuk anak; 

b. Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 

10 (sepuluh) tahun; 

c. Dalam _penundaan pidatm mati itu, dimungkinklln perobahan pidana 

mati menjadi pidaoa seumur hidup atau pidana penjam paling lama 

20 (dua puluh) tahun; 

d. Terpidana berbak mengajukan grnsi; 

e. Pidana mati baru dilaksanakan setelah pennohonan grnsi ditolak 

oleb Presiden; 

f. Apnbila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 

10 (sepuluh) tahun, pidana mati dapnt diubah menjadi pidana 

seumur hidup. 

2. Konsekuensi rnmus1:1n unsur-un_sur Pasal 89 ayat (1) Raneangan 

KUHP 

Metibat pada rumusan unsur-unsur Pasal89 Ayat (l), meskipun 
. 

ada pengakuan mengenai keberadaan pidana mini dalam Ranca.ngan 

KUHP Nasional, namun dalam pe1aksanaannya menjadi sangat selektif 

dan limitatif ditambah lagi mengalam.i waktu transisi yaitu adanya masa 

percobaan, Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 89 Ayat (1) 

Rancangan KUHP sebagai syarat terpenuhinya masa percobaan adalah 

dengan altematif, bukan kumulatif. Masa percobaan dildtuog sejak 

putusan pengadilan itu sudah pasti atau in kracht vau gewijsde. Perobahan 

pidana mali menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun tidak 

berlakn secam otomatis, tetapi barns diputuskan oleh pengadilan. Akan 

tetapi, apabila dikembalikan kepada pengadilan, maka hal itu dimsa oulit 

akibat lamanya proses pengadilan. Oleh karena itu, sebailmya dibicarakan 

antara Menteri Hukwn dan HAM dengan J aksa Agung sebagai eksekutor. 
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Rumusan unsur-unsur Pasa! 89 Ayat (I) Rancaugan KUHI': 

a. Reaksi masyarnkat terhadap terpidana tidak ter!a!u besar; 

Penggotongan masyarakat dapat dibagi 3 (tiga) masyarakat korban, 

masyarnkat pelaku dan masyarakat umum. Untuk mengukur at>aksh 

reaksi rnasyarakst itu besar atau tidak, penilaiannya dilakukan oleh 

hakim. 

b. Terpidana menunjuk.ka.n rasa menyesal dan ada hatapan untuk 

diperbaiki 

Untuk mengukur sikap dan prilaku narapidana selama dibina dalam 

lembaga pemasyarakatan, dinilai oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Bapas merupakan lembaga yang dibentuk dengan me1akukan 

penelitian masyarakat kepada warga binaan secara rutin per 3 (tiga) 

balan. Di samping itu, dalam Lapas juga ada psikulog yang bertugus 

untuk mendampingi narnpidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas 

mernpakan salah satu bentuk balai pembinaan dalam yang ada dalam 

Lapas. Penilaian dari Bapas ini nantinya akan meqjadi rekomendasi 

atau pertimbangan kepada tim/panitia khusus yang dibentuk untuk 

melakuk:an perubahan putusan pidana mati meJ1jadi pidana seumur 

hidup atau 20 (dua puluh) tahun berdasarl<an kewenangan Menteri 

Hakum dan HAM. 

c. Keduduka.n terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu 

. penting 

Dari jenis penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 

KUHP, maka yang dimungklnkan untuk dikailkan dalam per.;oa!an 

percobaan sebagaimana dalam Rumusan Pasal 89 Ayat {1) adalah : 

I. penyertaan dalam bentuk 'turut serta melakukan tindak pidana' 

(medeplegen) dan 

2. 'membantu melakuksn tindak pidana (medeplichting) tidak untuk 

'menggerakkan melakukan tindak pidana' (uillokker). 
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d. Ada alasan yang meringankan 

Dalam konsep Rancangan KUHJ>, dirumuskan hal-hal yang 

metingankan: 

(I) Seseorang yang melakukan tindak pidann dan pad a waktu itu 

berumur 12 tahun atau lebih, tetapi :masih di bawah urnur 18 tahun; 

{2) Seseotang mencoba melakukan utau membantu teljadinya tindak 

pidana; 

(3) Seseonmg setelah melakukan tindak pidana dengllll sukarela 

menyerahkan diri kepada yang berwajib; 

(4) Seorang wnniia hamil muda melakukan tindak pidana; 

(5) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukare1a 

memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusaka.n 

akibat perbuatannya; 

(6) Seseorang melakukau tindak pidana karena kegoncanganjiwa yang 

sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi 

atau keluarganya. 

3. Dasar Pertimbangan Adanya Perbednan Pejabat Yang Berwenang 

Dalam Mengubah Pidana Mati Menjadi"Pidana Scumur Hidup Dalam 

Pasal89 ayat (2) Dengan Pasal90 Rancangnn KUHP 

Dasar pcrtimbangan perbedaaan wewenang daiam Pasa~ (&9) Ayat 

(2) dengan Pasal 90~ dari dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

l. Pasal 89 Ayat (2) Raocangnn K.UHP, perubahan pidana man 

disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang 

bezwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup 

atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tabun adalab Menteri Hukum 

dan HAM. karena perubahan pidana tersebut dipandang sa.tna seperti 

perubahan pemberian rem.isi pada umumnya; 

Dalam ketentuan Pasal 89 Ayat {2) mengenai perubahan pidana tnati 

menjadi pidana seumur h.idup atau pidana penjara paling lama 20 (dua. 

puluh) tahun, rumusan pasal tersebut sebenarnya telah melewati dua 
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tingkalan hukuman, yaitu dari pidana maii menjadi seumur hidup dan 

pidana seumur hidup menjadi pidana paling lama 20 (dua puluh) 

tahun. Penggunaan kata 'atau' diantara pidann sewnut hidup dan 

pidana penjam paling lama 20 (dua) tahun, seolah-olah 

mengindikasikan bahwa Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat 

yang berwenang untuk meruhahnya dapat memilib apakah parubahan 

yang akan diberikan kepada terpidana adalah pidana seumur ltidup 

atau pidana penjara paUng lama 20 (dua) tahun. Padahal menurut 

ketentuan yang ada, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana 

penjara paling lama 20 (dua pulnh) adalah melalui Keputusan 

Presiden. 

2. Pasa190 Raneangan KUHP* perubahan pidana mati disebabkan karena 

pidana mali tidak dilaksanakan selama 1 0 ( sepulnh) tahun setelah grasi 

' ditolak dan pejabat yang berwenang- dnlam merubah pidana mati 

menjadi pidana seumur h.idup adalah Presiden melalui Keputusan 

Presiden. · 

Ketentuan grasi berkaitan dengan pidana mati. Dalam undang~ 

undang grasi di.kaitkan dengan rancangan undang~undang grasi, ada 

terdapat perhedaan yaitu: 

L Adanya batas waktu secara tegas paling lama 1 (satu) tahun untuk 

mengajukan grasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 

2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara dapat 

mengajukan grnsi karena jabatan paling lama 14 (empat belas) 

bari; apabila terpidana matilkeluarga tidak mengajukan grasi; 

3. Demi kepantingan hukum, Me uteri Hulrum dan HAM dapat 

menga.jukan grasL 

Ketentuan dalam rancangan undang-undang grasi di atas, menurut 

penulis untuk membetikan jangka waktu yang pasti terbadap pengajuan 

grasi dan juga untuk melindungi hak-hak terpidana secat11 lebih optimal 

dan maksimaL 
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Persoala:n terkait dengan terpidana mati yang letj adi set am a ini, 

dapat dikategorikan alas 3 (tiga), yaitu: 

4.2 Saran 

I. rroses hukum telj)idana yang berlarut-larut disebabkan tidak 

adanya (lengaturan 1ebih tegas mengenai pengajuan PK dan grasi; 

2. Terpi<lana mati menjalani hukuman lebih dari 20 ( dua puluh) tahun 

disebabkan oleh pengajuan PK dan grnsi serta adanya 

ketidakberesan atau kegagalan dalam sistem perndilan pidana 

(Sl'P) yang menyebabkan terpidana mali menjalani dua hukuman, 

yaitu bukuman sementara dan hukuman :mati; 

3. Perbedaan data administrasi le!kait proses hukum terpidana mati, 

yang disebabkan aldbat tidak adanya knordinasi antam masing­

masing lnstansi datam Sl'l'. 

1. Karena pidana mati merupakan pidana yang sifatnya khusus dan altematif, 

maka hakirn dalam memberikan putusan, haros mempertimbangkan alasan 

penjatuhan pidana mati tersebut secara hati~hati didasarkan pada 

perHndungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila 

dalam persidangan, salah satu "dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan 

pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana 

altematif bernpa pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. 

2. Rumusan unsur-unsur Pasal 89 ayat (I) Rancangan KUHP sebagai syarat 

alternatifbakan kumulatifuntuk teq>enuhinya masa pereobann selama (10) 

tahun bagi perubaban pidana rnati, barus dicantumkan secara lebih tegas 

danjelas dalam pasalatau dalam penjelasan l'asal89 Aya! (1) Rancangan 

KUHP temebul Rancangan KUHP yang sekarang tidak menyebutkannya 

baik itu dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal, sehingga rumusan 

pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu, juga 

harus dimuat ukurnn dan pihak yang berwanallg uutuk tnenilai setiap unsur 

tersebut secara lebih jelas. Berkaitan dengan pihak yang berwenang, maka 
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harus ada suatu panitia kbusus untuk memberikan penilaian dan di 

dalamnya juga harus terdapat unsur suara masyarakat. 

3. Perbedaan kewenangon antarn Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 lerkait 

perubaho.n pidana mali menjadi p1dana penjara seuruur hidup atau pidana 

penjara paling lama 20 (dua) puluh tahun, maka ter<lapat beberapa hal 

ye!tz harus Jiperbatikan, yaitu: 

a. Horus ada pengalumn pelaksana agar tidak teljadi tumpang tindih 

kewenangan antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan 

KUHP; 

b. Rumusan dalarn Pasal 89 Ayat (2), yang menjadi kewenangan Menteri 

Hukum dan HAM seharusnya hanya terbatas pada perubahan pidana 

mati menjadi seumur hidup. Sementarn perubahan pidana seumur 

bidup menjadi pidana penjarn paling lama 20 (dua puluh) tahun, 

merupakan kewenangan Presiden melalui Keputusan Presiden. 

c. Dalam memutuskan grasi, kata-kata 'Presiden dapat mendengarkan 

pertimbangan dari Mahkamah Agung' seharusnya ditambahkan juga 

dengan mendengarkan pertimbangan dari Menterl Hukum dan HAM 

sebagai eksekulif yang membawahl Lembaga Pemasyamkatan; 

d. Dalam Sistem Peradilan Pldana, harus ada harmonisasi dan kootdinasi 

terkait ketertiban data adminlstrasi berkaifan dengan perkembangan 

terbaru proses hukurn terhadap seorang terpidana. Hal ini hertujuan 

agar tidak ada iagi perbedaan data sebagnimana yang teljadl di 

lapangan selama ini. Keakuratan data dan tertib administrasi sangat 

mempengaruhi perkembangan kasus, yang tentunya akan membawa 

konse~ensi lebih lanjut terhadap upaya hukum ke depan bagi seorang 

terpidana, temtama terhadap terpidana mati. 
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